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BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SANGATTA

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2022 - 2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

bahwa berdasarkan Pasal 17 angka 10 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengenai
Perubahan Pasal 14 dan Pasal 18 Undang~Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Sangatta Kabupaten Kutai Timur Tahun

2022 - 2042;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725]);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daeralhh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomeor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2003
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan
Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail
Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 326);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan
Kota, serta Peta Rencana Detaill Tata Ruang
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 326);

10. Peraturan ...




-y

-3 -

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1
Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

Nomor 1});

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1
Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 - 2035;

MEMUTUSEAN:

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA

RUANG KAWASAN PERKOTAAN SANGATTA KABUPATEN
KUTAI TIMUR 2022 - 2042.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
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Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Ruang adalah wadah vang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelthara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

9. Penataan ...
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Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil

perencanaan tata ruang.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan

fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang

untuk fungsi budi daya.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW
Kabupaten adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang
mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang
pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang
dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum
bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam
Penataan Ruang.

Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja
Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah, dan Masyarakat.

Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan
Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang,

dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur

Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan
pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan

pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

21. Pengendalian ...
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Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upayva untuk mewujudkan tertib

tata ruang.

Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan
Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang vang selanjutnya disingkat KKPR
adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan

RTR.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
sosial ekonomi masyarakat vang secara hierarkis memiliki hubungan
fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah vang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budi daya.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik

spesifik.

. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona vang memiliki fungsi dan

karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan
karakteristik pada Zona yang bersangkutan.

Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber
dayva buatan dan nilai segjarah serta budava bangsa guna kepentingan
pembangunan berkelanjutan.

Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber

daya manusia dan sumber daya buatan.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari
kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan
atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yvang ditetapkan di dalam

RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari
WP yvang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
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Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan vang selanjutnya disingkat
menjadi PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau

administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.

Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan yang selanjutnya disingkat
menjadi SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau
administrasi yang melayani sub wilayah kota;

Pusat pelayanan lingkungan yang selanjutnya disingkat menjadi PPL
kelurahan/desa adalah pusat pelayanan eckonomi, sosial dan/atau

administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.

5. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau,

embung, waduk dan sebagainya.

Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi
kegiatan pemanfaatan lahan vang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam
tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan
hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas
penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan
air dari sumber-sumber air, termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal
dan sempadan yang berfungsi sebagal kawasan lindung antara lain
sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta
kawasan lainnya yvang memiliki fungsi perlindungan setempat.

Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/ jalur dan/ atau
mengelompok, vang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
Sub-Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan
pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada
tanah Negara maupun tanah, vang ditetapkan sebagai hutan kota oleh
peiabat yang berwenang.

Sub-Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang yvang berfungsi sosial dan
estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang
ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.

Sub-Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani

penduduk satu kecamatan.

Sub-Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani

penduduk satu kelurahan.

42 Sub-Fona ...
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Sub-Zona Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani
penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga

masyarakat, serta Kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.

Sub-Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang
berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, selain itu juga dapat
berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis
vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial

masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Sub-Zona Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen
lansekap lainnya vang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun
di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau
karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya

berwarns hijau.

. Zona Ekosistem Mangrove adalah peruntukan ruang yang merupakan

kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan
mikro organisme sechingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah
sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai
yvang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam
membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Zona Badan Jalan adalah Bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan
dan merupakan lajur utama yvang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
Zona Perkebunan Rakyat adalah perkebunan rakyat adalah hutan rakyat
yvaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektare,
penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau
jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektare.
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Peruntukan ruang yang
mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah Bentangan lahan vyang
diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang
Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundangundangan.

Zona Pariwisata adalah Peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama
pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik

alam, buatan, maupun budaya.

51. Sub-Zona ...
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Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah Peruntukan ruang vang
difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang

besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah Peruntukan ruang yang
difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang
hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Sub-Zona Pelayanan Umum Skala Kota adalah Peruntukan ruang yang

dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.

. Sub-Zona Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah Peruntukan ruang

yvang dikembangkan untuk melayvani penduduk skala kecamatan.

Sub-Zona Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah Peruntukan ruang
vang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah Peruntukan ruang
difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan
dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan

rekreasi dengan skala pelayanan kota.

. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah Peruntukan ruang yang

difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau
jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan

skala pelayanan SWP.

. Zona Perkantoran adalah Peruntukan ruang vang difungsikan untuk

pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat
bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas

umum/social pendukungnya.

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) adalah Peruntukan ruang
yvang memiliki fasilitas/unit vang dapat mengolah air baku melalui proses
fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang
memenuhi baku mutu yang berlaku.

Zona Transportasi adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari
peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung [ungsi
transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan
pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata

ruang vang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

61. Zona ...
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Zona Pertahanan dan Keamanan adalah Peruntukan ruang vang
dikembangkan untuk menjamin Kegiatan dan pengembangan bidang
pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan,

termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat PZ
kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk
sctiap Blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail
tata ruang.

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien
perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas
persil/kavling. KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan
tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis

penggunaan lahan.

Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnva disingkat KDH adalah angka
prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar
bangunan gedung yang diperuntukkan bagl pertamanan/penghijauan
dengan luas persil/kavling.

Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien
perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas
persil/kavling.

Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah
sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan;
dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka
bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum
dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan vang dikuasali,
batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yvang lain atau
rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb
(building line).

Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang
memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan
karakteristik zona dan kegiatannya. Selain itu, ketentuan pada zona-zona
vang digambarkan di peta khusus yang memiliki pertampalan (overlay)

dengan zona lainnya.

68. Teknik ...
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Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan
vang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam
penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai

permasalahan dengan mempertimbangkan karakteristik Blok/zona.

Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan
nonpemerintah lain dalam penyelenggaran penataan ruang.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang
bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan

Ruang.

BAB 11
RUANG LINGEUP
Pasal 2
Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati meliputi:
a. ruang lingkup Peraturan Bupati; dan
b. ruang lingkup WP yang terdiri atas deliniasi WP dan pembagian SWP dan
Blok.

Batas wilayah WP Kawasan Perkotaan Sangatta digambarkan dalam peta
dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. tujuan Penataan WP;

b. Rencana Struktur Ruang;

c. Rencana Pola Ruang;

d. Kketentuan Pemanfaatan Ruang;
¢. Peraturan Zonasi; dan

f. Kelembagaan.

(2) Lingkup ...
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(2) Lingkup ruang WP Kawasan Perkotaan Sangatta sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berdasarkan aspek administrasi dan fisik

dengan luas kurang lebih 9.832,08 (sembilan ribu delapan ratus tiga puluh

dua koma nol delapan) hektare, beserta ruang udara di atasnya dan ruang

di dalam bumi.

(3) Batas-batas WP Kawasan Perkotaan Sangatta meliputi:

a.

sebelah utara berbatasan dengan Desa Swarga Bara dan Desa Singa

Gembara;

sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Singa Geweh dan Desa
Sangatta Selatan;

sebelah timur berbatasan dengan Selat Makasar; dan

sebelah barat berbatasan dengan Desa Sangatta Selatan dan Desa

Swarga Bara.

(4) WP Kawasan Perkotaan Sangatta terdiri atas:

d.

Desa Sangatta Utara dengan luas kurang lebih 3.454,65 (tiga ribu empat

ratus lima puluh lima koma enam hma) hektare;

Kelurahan Teluk Lingga dengan luas kurang lebih 3.237,12 (tiga ribu
dua ratus tiga puluh tujuh koma satu dua) hektare;

Desa Singa Gembara dengan luas kurang lebih 1.400,66 (seribu empat
ratus koma enam enam) hektare;

Desa Swarga Bara dengan luas kurang lebih 940,68 (sembilan ratus
empat puluh koma enam delapan) hektare;

Desa Sangatta Selatan dengan luas kurang lebih 474,70 (empat ratus
tujuh puluh empat koma tujuh nol) hektare; dan

Kelurahan Singa Geweh dengan luas kurang lebih 324,27 (tiga ratus dua

puluh empat koma dua tujuh) hektare.

(5) WP Kawasan Perkotaan Sangatta dibagi menjadi 4 Sub WP yang terdiri atas:

a. SWP A terdiri atas Desa Sangatta Utara, Desa Singa Gembara, dan

Kelurahan Teluk Lingga dengan luas kurang lebih 3.129, 10 (tiga ribu
seratus dua puluh sembilan koma satu nol) hektare;

SWP B terdiri atas Desa Sangatta Utara, Desa Singa Gembara, dan
Kelurahan Teluk Lingga dengan luas kurang lebih 1.846,60 (seribu

delapan ratus empat puluh enam koma enam nol) hektare;

c. SWP ...
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c. SWP C terdiri atas Desa Sangatta Selatan, Desa Sangata Utara, Desa
Singa Gembara, Desa Swarga Bara, dan Kelurahan Teluk Lingga dengan
luas 2.909,96 (dua ribu sembilan ratus sembilan koma sembilan enam)
hektare; dan

d. SWP D terdiri atas Desa Sangatta Selatan, Desa Sangatta Utara, dan
Kelurahan Singa Geweh dengan luas 1.946,41 (seribu sembilan ratus

empat puluh enam koma empat satu) hektare.

(6) Pembagian SWP Kawasan Perkotaan Sangatta digambarkan dalam peta
dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Pembagian Blok Kawasan Perkotaan Sangatta digambarkan dalam peta
dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WP
Pasal 4

Penataan WP Kawasan Perkotaan Sangatta bertujuan untuk Mewujudkan
Kawasan Perkotaan Sangatta sebagai Kota Layvanan melalui Pengembangan

Perdagangan dan Jasa, Pariwisata dan Permukiman Hunian yang Nyaman.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

(1) Rencana struktur ruang WP Kawasan Perkotaan Sangatta meliputi:
a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi; dan

€. rencana jaringan prasarana.

(2) Rencana ...
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Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Sangatta digambarkan dengan
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Pasal 6

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. pusat pelayanan kawasan perkotaan;

b. sub pusat pelayanan kawasan perkotaan; dan

¢. pusat pelayanan lingkungan.

PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, vaitu Pusat Pelayanan
Kawasan Perkotaan Sangatta yang terdapat di SWP A Blok A.2, dengan tema

pengembangan pusat pemerintahan, permukiman, pariwisata dan RTH.

SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. SPPK yang terdapat di SWP B Blok B.1 dengan tema pengembangan
olahraga, pariwisata kota, pendidikan, kesehatan dan perdagangan dan
jasa;

b. SPPK vang terdapat di SWP C Blok C.6 dengan tema pengembangan
perdagangan dan jasa, transportasi, dan perumahan; dan

c. SPPK yang terdapat di SWP D Blok D.6 dengan tema pengembangan

transportasi, pariwisata, perdagangan jasa, dan perumahan.

PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, terdiri atas:

a. PPL Kelurahan/Desa yang terdapat di SWP A Blok A.3 dan Blok A.5;

b. PPL Kelurahan/Desa yang terdapat di SWP C Blok C.1 dan Blok C.9; dan
a. PPL Kelurahan/Desa yang terdapat di SWP D Blok D.3.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Pasal 7

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. jalan ...
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jalan umum;

jalan khusus;

jalan tol;

terminal penumpang;

jembatan;

halte;

jaringan jalur kereta api antar kota;
stasiun kereta api;

pelabuhan pengumpul;

terminal khusus; dan

pelabuhan perikanan.

Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a.

b.

oo

€.

f.

jalan kolektor primer;

jalan kolektor sekunder;
jalan lokal primer;

jalan lokal sekunder;

jalan lingkungan primer; dan

jalan lingkungan sekunder.

Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdin

atas;

a. jalan A. Wahab Syahranie di SWP A dan SWP C;

b. jalan Bukit Pelangi di SWP A;

c. jalan Soekarno Hatta di SWP A, SWP B, dan SWP C;
d. jalan Ahmad Yani di SWP B, dan SWP C;

e. jalan KH. Abdullah di SWP B;

f. jalan Ringroad Il Sangatta di SWP B, SWP C, dan SWP D;
g. jalan APT Pranoto di SWP C dan SWP D;

h. jalan Bontang Sangatta di SWP C;

i. jalan Karya Etam di SWP C;

j. jalan Terusan APT Pranoto di SWP C dan SWP D; dan
k. jaringan jalan di SWP B dan SWP C.

Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf b,

terdiri atas:

a.
b.

jalan Bukit Pelangi di SWP A;
jalan Kelautan di SWP A;

¢c. Jalan ...
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jalan Kelautan /Kompi Bukit Pelangi 2 di SWP A;
jalan Prof. DR. Wirjono P. di SWP A;

jalan Suwandi di SWP A;

jalan Teritorial di SWP A;

jalan Diponegoro di SWP C;

jalan Guru Besar di SWP C;

jalan Jendral Sudirman di SWP C;

j. Jjalan Kabo di SWP C;

k. jalan Wolter Monginsidi di SWP C;

. jalan Yos Sudarso di SWP C; dan

m. jaringan jalan di SWP A, SWP C dan SWP D.

o o
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(5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, terdiri atas:
a. jalan Agro Wisata di SWP A;

jalan Diknas di SWP A;

jalan Graha Expo di SWP A;

jalan Linmas di SWP A;

o

a o

jalan Pertanian di SWP A;

jalan Rujab di SWP A;

jalan Simono di SWP A dan SWP B;

. jalan Sosial di SWP A;
jalan Kelimutu di SWP B dan SWP C;
jalan Rawa Sari di SWP B dan SWP C;

k. jalan Ass’adiyah di SWP C dan SWP D;

1. jalan Batubara di SWP C;

m. jalan Bayam di SWP C;

jalan Dayung SWP C;

jalan H. Masdar di SWP C;

jalan ltham Maulana di SWP C;

jalan Kapur di SWP C;

r. jalan Karya Baru di SWP C;

oge M0

=

L]

B

o

5. jalan Margo Santoso Il di SWP C;
jalan Meranti di SWP C;
jalan Munthe di SWP C;
jalan Pasar Inpres di SWP C;
. jalan Pergam di SWP C;
jalan Poros Sangatta Selatan di SWP C dan SWP D;

r*
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v. jalan ...
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y. jalan Pusaka di SWP C;

z. jalan Tiung Raya di SWP C;

aa. jalan Desa Singa Gembara di 3WP D;

bb. jalan HM. Ardan di SWP D;

ce. jalan Pertamina/Diponegoro di SWP D;

dd. jalan Ring Road Pertamina di SWP D;

ee. jalan Santai/Poros Ke Desa Sangkima Lama di SWP D; dan
ff. jaringan jalan di SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D.

(6) Jalan lokal sekunder sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
d, terdiri atas:
a. jalan Cendana di SWP C;
b. jalan Cut Nyak Dien di SWP C;
¢. jalan Hidayahtullah di SWP C; dan
d. jaringan jalan di SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.

(7) Jalan lingkungan primer sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf e,
terdiri atas:
a. Gg. Mutia di SWP B;
jalan Anthrasit di SWP C;
jalan Cendana di SWP C;
jalan Gemini di SWP C;
jalan Pattimura di SWP C;
jalan Pendidikan di SWP C;
jalan Pinang Dlam di SWP C;
jalan Sepakat di SWP C;
jalan Sulawesi di SWP C;
j. jalan Kampung Baru di SWP D;

il L
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k. jalan Kampung Kajan di SWP D; dan
. jaringan jalan di SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.

(8) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf {
terdiri atas:

jalan Bhayangkara di SWP B;

jalan Santa Theresia di SWP B;

jalan Bahau di SWP C;

jalan Bintumin di SWP C;

jalan Gambut di SWP C;

e oo g

o

f..Jalan ...
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jalan HM. Mante di SWP C;
jalan Karya Etam di SWP C;
. jalan Kelapa SWF C;
jalan Merpati SWP C;
jalan Patimura SWP C;
jalan Ramin SWP C;
jalan Singa Karta di SWP C;
. jalan Sulawesi di SWP C;
jalan Terong di SWP C;
0. jalan Ulin di SWP C;
p. jalan Guru Besar di SWP D; dan
q. jaringan jalan di SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.

= gl R
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(9) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. jalan tambang batu bara Jalan Mahalayati di SWP A; dan
b. konveyor di SWP A, SWP B, SWP C dan SWF D.

(10) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi jalan bebas

hambatan Bontang - Sangatta dan Sangatta - Maloy.

(11) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri
atas:
a. terminal Penumpang Tipe B yang terdapat di SWP C Blek C.1; dan
b. terminal Penumpang Tipe C vang terdapat di SWP D Blok D.6.

(12) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
a. SWPA Blok A.1, Blok A.3 dan Blok A.4;
b. SWP B Blek B.1, Blek B.2, Blok B.3;
c. SWPC Blok C.1, Blok C.2, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.9; dan
d. SWPD Blok D.2, Blok D.4 Blok D.6.

{13) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf {, terdapat di SWP A Blok
A.3, dan SWP C Blok C.6 dan Blok C.G.

(14) Jaringan jalur kereta api antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g, meliputi jalur kereta api Kalimantan Selatan — Kuaro - Long Kali -
Penajam - Balikpapan - Samarinda — Bontang - Sangatta — Muara Wahau -
Mauara Lesan — Tanjung Redep — Tanjung Batu- Tanah Kuning — Kerang
Agung — Sesayap — Tideng Pale — Malinau — Mensalong — Pembelingan -

Salang - Simanggaris - Batas Negara.

(15) Stasiun ...
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(15) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdapat

di Kawasan Perkotaan Sangatta.

(16) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berupa
Pelabuhan Sangatta terdapat di SWP D Blok D.6.

(17) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, berupa
Pelabuhan Tanjung Bara untuk kegiatan pertambangan Batu Bara terdapat

di SWP A Blok A.1.

(18} Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berupa
Pangkalan Pendaratan lkan Sangatta terdapat di SWP D Blok D.6.

(19) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana
tercantum pada Lampiran V vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana
Pasal 8

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf ¢, terdiri atas:

a. rencana jaringan energi;

b. rencana jaringan telekomunikasi;

¢. rencana jaringan sumber daya air;

d. rencana jaringan air minum;

e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya

dan beracun;

h

rencana jaringan persampahan;
g. rencana jaringan drainase; dan

h. rencana jaringan prasarana lainnva.

Paragraf 1
Rencana Jaringan Energi
Pasal 9

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a,

meliputi:

a. infrastruktar
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infrastruktur pembangkit listrik dan sarana pendukung;
jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;

jaringan distribusi tenaga listrik; dan

. 0 OB

gardu induk.

Infrastruktur pembangkit listrik dan sarana pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
terdapat di SWP C. Blok C.2.

Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi di SWP D.

Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c meliputi:

a. Saluran Udara Tegangan Menengah di seluruh Kawasan Perkotaan
Sangatta; dan

b. Saluran Udara Tegangan Rendah di seluruh Kawasan Perkotaan

Sangatta.

Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Gardu induk Suwandi di SWP A Blok A.1; dan
b. Gardu induk Sangatta di SWP D Blok D.4.

Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri
dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum pada
Lampiran VI yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Pasal 10

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf
b, terdiri atas:
a. jaringan tetap; dan

b. jaringan bergerak seluler.

Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas

jaringan serat optik di seluruh Kawasan Perkotaan Sangatta.

(3) Jaringan ...
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(3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b,

(4)

(2)

(3)

(4)

terdiri atas menara Base Transceiver Station terdapat di:
a. SWP A Blok A.5; dan
b. SWP C Blok C.6, Blok C.7 dan Blok C.8.

Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana
tercantum pada Lampiran VIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Paragrafl 3
Rencana Jaringan Sumberdaya Air
Pasal 11

Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam dalam
Pasal 8 huruf c, terdiri atas:
a. Sistem pengendalian banjir; dan

b. Bangunan sumber daya air.

Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi:
a. Jaringan pengendalian banjir; dan

b. Bangunan pengendalian banjir.

Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

meliputi:

a. Jaringan pengendalian banjir di Jl AP. Pranoto kanan dan AP. Pranoto
kiri;

b. Jaringan pengendalian banjir di Jl Diponegoro kanan dan Jalan
Diponegoro kiri;

c. Jaringan pengendalian banjir di J1 Kabo; dan

d. Jaringan pengendalian banjir di Perum Kuda Kaltim APT.

Bangunsn pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b, meliputi:

a. SWPA Blok A.5; dan

b. 3WP C Blok C.3 dan Blok C.6.

(5) Bangunan ...




(5) Bangunan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri atas pintu air di:
a. SWP A Blok A.3;
b. SWP C Blok C.3 dan Blok C.6; dan
c. SWPD Blok D.1 dan Blok D.6.

(6) Rencana jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana
tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 12

(1) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf
d, berupa jaringan perpipaan yang terdiri atas:
a. unit produksi; dan

b. unit distribusi.

(2} Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Instalasi produksi Kudungga di SWP B Blok B.1; dan
b. Instalasi produksi Kabo di SWP C Blok C.8.
(3] Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan

distribusi pembagi vang berada di seluruh Kawasan Perkotaan Sangatta.

(4) Rencana jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana
tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupat ini.

Paragraf 5

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun
Pasal 13

(1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun sebagaimana dalam Pasal 8 huruf e, terdiri atas:

a, sistem ...




(2)

(3]

(4)

(1)

(2)

(3)

B .

a. sistem pengelolaan air imbah non domestik; dan

b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.

Sistern pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non
domestik di:

a. Zona Pariwisata SWP A Blok A.3; dan

b. Zona Kawasan Peruntukan Industn di SWP D Blok D.6.

Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, meliputi IPAL skala kawasan tertentu/permukiman
terdapat di perumahan kepadatan tinggi di SWP C Blok C.2 dan SWP D Blok
D.2.

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum pada
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 6
Rencana Jaringan Persampahan
Pasal 14

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf
e, terdiri atas:
a. Tempat Penampungan Sementara; dan

b. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle.

Tempat Penampungan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, terdapat di:

a. 3SWPC Blok C.2 dan Blok C.8; dan

b. SWPD Blok D.6.

Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, terdapat di:

a. SWPA Blok A4,

b. SWPC Blek C.6; dan

c. SWPD Blok D.2.

(4] Rencana ...
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Rencana jaringan persampahan digambarkan dalam peta dengan ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana
tercantum pada Lampiran Xl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar

Peraturan Bupati ini.

Paragrafl 7
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 15

Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f,
terdiri atas:

a. jaringan drainase primer;

b. jaringan drainase sekunder;

c. jaringan drainase tersier; dan

d. bangunan tampungan (folder).

Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi jaringan primer berupa Sungai Sangatta melalui SWP A, SWP B,
dan SWP C.

Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi saluran sekunder, berupa saluran penghubung saluran drainase

jalan dengan saluran primer melalui SWP A, SWP B dan SWP C.

Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
berupa jalan utama Kota Sangatta serta jalan kolektor primer dan lokal

primer lainnya vang tersebar di seluruh Kawasan Perkotaan Sangatta.

Bangunan tampungan (polder) sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢
meliputi:

a. SWP A Blok A.5; dan

b. SWP C Blok C.3 dan Blok C.6.

Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan ketelitian
geometri dan Kketeliian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana
tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf ...
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Paragraf 8
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf g, terdiri atas:

.
b.
G
d.

Jalur evakuasi bencana;
Tempat evakuasi;
Jalur sepeda; dan

Jaringan pejalan kaki.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

atas:

o P

o B 0
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Jalan Bukit pelangi di SWP A;

Jalan Graha Expo SWP A;

Jalan Wahab Syaharanic di SWP A, SWP B, dan SWP C;
Jalan Kampung Baru di SWP D;

Jalan Yos Sudarso di SWP C;

Jalan Walter Mongisidi di SWP C;

Jalan Diponegore SWP C; dan

Jalan Dayung SWP C.

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

=

b.

C.

Titik kumpul di SPU SWP D Blok D.2;

Tempat evakuasi sementara di SWP A Blok A.2, SWP C Blok C.4 dan Blok
C.6; dan

Tempat evakuasi akhir RTH di SWP A Blok A.2.

(4) Jalur sepeda scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri atas:

a.

b.

C
d.

€.

f.

Jalan Bukit Pelangi di SWP A;
Jalan Prof DR, Soediatmo di SWP A;
Jalan Rujab di SWP A;

Jalan Teritorial di SWP A;

Jalan Malahayati di SWP A; dan
Jalan Diknas di SWP A.

(3) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri

atas:

a.

Jalan APT Pranoto di SWP D dan SWP C;

b. Jalan ...




b. Jalan Yos Sudarso di SWP C;

c. Jalan Jendral Sudirman di SWP C;

d. Jalan Wahab Syaharanie di SWP A, SWP B dan SWP C;
e. Jalan Pertamina di SWP D;

f. Jalan Walter Mongisidi di SWP C;

g. Jalan Diponegoro di SWP C;

h. Jalan Bukit Pelang: di SWP A;

Jalan Prof DR. Soediatmo di SWP A;
j.  Jalan Rujab di SWP A;

k. Jalan Teritorial di SWP A;

. Jalan Malahavati di SWP A; dan

m. Jalan Diknas di SWP A.
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(6) Rencana jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana
tercantum pada Lampiran XlIll yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

(1) Rencana pola ruang Kawasan Perkotaan Sangatta meliputi rencana Zona

Lindung dan Zona Budi Daya.

{2) Rencana pola ruang Kawasan Perkotaan Sangatta digambarkan dalam peta
dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung
Pasal 18

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas:

a. Zona ...
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Zona Badan Air dengan kode BA;

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
Zona Konservasi dengan kode KS; dan

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

Paragral 1
Zona Badan Air

Pasal 19

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf

a, seluas kurang lebih 100,57 (seratus koma lima tujuh) hektare meliputi:

.

SWP A Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.5 dengan luas kurang lebih 18,04

(delapan belas koma nol empat) hektare;

SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3 dengan luas kurang lebih 9,81

(sembilan koma delapan satu) hektare;

SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.2 dengan
luas kurang lebih 34,71 (tiga puluh empat koma tujuh satu) hektare; dan

SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, dan Blok D.6
dengan luas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektare.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 20

Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 huruf b merupakan sempadan sungal seluas kurang lebih 147,40

(seratus empat puluh tujuh koma empat nol) hektare meliputi:

4a.

SWP A Blok A.3 dan Blok A.5 dengan luas kurang lebih 75,88 (tujuh puluh

lima koma delapan delapan) hektare;

SWP B Blok B.2 dan Blok B.3 dengan luas kurang lebih 6,50 (enam koma

lima nol] hektare;
SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.8 dengan
luas kurang lebih 42 (empat puluh dua) hektare; dan

d. SWP ...
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(4)
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SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, Blok D.5 dan Blok D.6 dengan luas
kurang lebih 23,01 (dua puluh tiga koma nol satu) hektare.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 21
Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 huruf ¢ dengan luas kurang lebih 978,27 (sembilan ratus tujuh
puluh delapan koma dua tujuh) hektare terdiri atas:

a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;

o

¢. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
d. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
¢. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
f. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, seluas 401,59 (empat ratus satu koma lima sembilan) hektare,

meliputi:

a. SWPA Blok A.1 dan Blok A.2 dengan luas kurang lebih 354,73 (tiga ratus
lima puluh empat koma tujuh tiga) hektare; dan

b. SWP B Blok B.1 dengan luas kurang lebih 46,85 (empat puluh enam

koma delapan lima) hektare.

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada

avat (1) huruf b, seluas 390,57 (tiga ratus sembilan puluh koma lima tujuh)

hektare, meliputi:

a. SWPABIok A.1, Blok A.2, dan Blok A.4 dengan luas kurang lebih 307,88
(tiga ratus tujuh koma delapan delapan) hektare;

b. SWPB Blok B.1 dengan luas kurang lebih 1,18 {satu koma satu delapan)

hektare; dan

c. SWPC Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6 dan Blok C.9 dengan luas
kurang lebih 81,51 (delapan puluh satu koma lima satu) hektare.

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 scbagaimana di maksud
pada ayat (1) huruf ¢ seluas 130,15 (seratus tiga puluh koma satu lima)
hektare, terdapat di:

a. SWP ...
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(6)

(7)

(8)
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a. SWP B Blok B.1 dengan luas kurang lebih 25,81 (dua puluh lima koma

delapan satu) hektare; dan

b. SWP C Blok C.9 dengan luas kurang lebih 104,34 (seratus empat koma
tiga empat) hektare.

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d, seluas 46,51 (empat puluh enam koma lima satu)

hektare, terdapat di:

a. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8 dan Blok C.9
dengan luas kurang lebih 22,34 (dua puluh dua koma tiga empat)
hektare; dan

b. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3 dengan luas kurang lebih 24,17 (dua

puluh empat koma satu tujuh) hektare.

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e, seluas 5,12 (lima koma satu dua) hektare, terdapat di:

a. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.9 dengan luas kurang lebih 4,33
(empat koma tiga tiga) hektare; dan

b. SWP D Blok D.1 dengan luas kurang lebih 0,79 (nol koma tujuh
sembilan) hektare.

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf {, seluas 4,32 (empat koma tiga dua) hektare, terdapat di:

a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4 dengan luas kurang
lebih 1,90 (satu koma sembilan nol) hektare;

b. SWP B Blok B.1 dengan luas kurang lebih 2,10 {dua koma satu nol)
hektare; dan

c. SWP C Blok C.2 dan Blok C.7 dengan luas kurang lebih 0,32 (nol koma

tiga dua) hektare,

Rencana pemenuhan RTH Perkotaan Sangatta seluas kurang lebih 1.353,72
(seribu tiga ratus lima puluh tiga koma tujuh dua) hektare atau 13,91%
meliputi:

a. Zona RTH seluas kurang lebih 978,27 (sembilan ratus tujuh puluh

delapan koma dua tujuh) hektare;

b. Zona Perlindungan Setempat dengan luas kurang lebih 147,40 (seratus

empat puluh tujuh koma empat nol) hektare;

c. Sub-Zona ...




¢. Sub-Zona Taman Nasional Kutai dengan luas kurang lebih 37,66 (tiga

puluh tujuh koma enam enam) hektare; dan

d. Zona Ekosistem Mangrove dengan luas kurang lebih 190,39 (seratus

Sembilan puluh koma tiga sembilan) hektare.

Paragral 4
Zona Konservasi
Pasal 22

Zona Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf
d berupa Sub-Zona Taman Nasional Kutai dengan kode TN seluas 37,66 (tiga
puluh tujuh koma enam enam) hektare terdapat di SWP D Blok D.3.

Paragraf 5
Zona Ekosistem Mangrove
Pasal 23

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 huruf ¢ scluas 190,39 (seratus sembilan puluh koma tiga sembilan]
hektare terdapat di:

a. SWP A Blok A.1, Blok A.3 dengan luas 157,88 (seratus lima puluh tujuh

koma delapan delapan) hektare; dan

b. SWP D Blok D.6 dengan luas 32,51 (tiga puluh dua koma lima satu) hektare.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Pasal 24

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas:
a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
b. Zona Perkebunan Rakvat dengan kode KR;
¢. Zona Perikanan dengan kode IK;
d. Zona Pertambangan dengan kode T;
Zona Pembangkitan Tenaga Listik dengan kode PTL;

f. Zona ...
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Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;

g. Zona Pariwisata dengan kode W;

h. Zona Perumahan dengan kode R;

i. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
j. Zona Perdagangan Dan Jasa dengan kode K;

k. Zona Perkantoran dengan kode KT;

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
m. Zona Transportasi dengan kode TR; dan

n. Zona Pertahanan Dan Keamanan dengan kode HK,

Paragraf 1
Zona Badan Jalan
Pasal 25

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf
a, dengan luas kurang lebih 367,74 (tiga ratus enam puluh tujuh koma tujuh
empat) hektare meliputi:

a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5 dengan luas
kurang lebih 73,37 (tujuh puluh tiga koma tiga tujuh) hektare;

b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3 dengan luas kurang lebih 68,30
(enam puluh delapan koma tiga nol) hektare;

c. SWPC Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7,
Blok C.8, dan Blok C.9 dengan luas kurang lebih 168,80 (seratus enam
puluh delapan koma delapan nol) hektare; dan

d. SWPD Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5 dan Blok D.6 dengan
luas kurang lebih 57,28 (lima puluh tujuh koma dua delapan) hektare.

Paragraf 2
Zona Perkebunan Rakyat
Pasal 26

Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud pada Pasal
24 huruf b, dengan luas kurang lebih 228,12 (dua ratus dua puluh delapan
koma satu dua) hektare terdapat di SWP A Blok A.1 dan Blok A 4.

Paragraf ...
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Paragral 3
Zona Perikanan
Pasal 27
Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf ¢

berupa Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 dengan luas kurang

lebih 551,23 (lima ratus lima puluh satu koma dua tiga) hektare meliputi:

a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.3 dengan luas kurang lebih 271,25 (dua ratus
tujuh puluh satu koma dua lima) hektare;

b. SWP B Blok B.1 dengan luas kurang lebih 9,73 (sembilan koma tujuh tiga)

hektare; dan

c. SWP D Blok D.6 dengan luas kurang lebih 270,25 (dua ratus tujuh puluh

koma dua lima) hektare.

Paragrafl 4
Zona Pertambangan
Pasal 28

Zona Pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf

d berupa Sub-Zona Pertambangan Batu Bara dengan kode BR, dengan luas

kurang lebih 227,87 (dua ratus dua puluh tujuh koma delapan tujuh) hektare

meliputi:

a. SWP A Blok A.1 dengan luas kurang lebih 126,72 (seratus dua puluh enam
koma tujuh dua) hektare; dan

b. SWPC Blok C.8 dan Blok C.9 dengan luas kurang lebih 101,14 (seratus satu

koma satu empat) hektare.

Paragrafl 5
Zona Pembangkit Tenaga Listrik
Pasal 29

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 huruf e, dengan luas kurang lebih 3,53 (tiga koma lima tiga)
hektare meliputi:

a. SWP A Blok A.1 dengan luas kurang lebih 0,40 (nol koma empat nol) hektare;

b. SWP ...




b. SWP C Blok C.2 dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektare; dan

c. SWP D Blok D.4 dengan luas kurang lebih 2,13 (dua koma satu tiga) hektare.

Paragraf 6
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 30

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPl sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 huruf f, dengan luas kurang lebih 371,67 (tiga ratus tujuh puluh

satu koma enam tujuh) hektare, meliputi:

a. SWP A Blok A.1 dengan luas kurang lebih 6,31 (enam koma tiga satu)

hektare;

b. SWP B Blok B.1 dengan luas kurang lebih 186,05 (seratus delapan puluh

enam koma nol lima) hektare;

c. SWPC Blok C.7, Blok C.8 dan Blok C.9 dengan luas kurang lebih 36,86 (tiga

puluh enam koma delapan enam) hektare; dan

d. SWP D Blok D.6 dengan luas kurang lebih 142,45 (seratus empat puluh dua
koma empat lima) hektare.

Paragraf 7
Zona Pariwisata
Pasal 31

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g

dengan luas 307,38 (tiga ratus tujuh koma tiga delapan) hektare, meliputi:
a. SWP A Blok A.3 dengan luas kurang lebih 294,74 (dua ratus sembilan puluh

empat koma tujuh empat) hektare; dan

b. SWP D Blok D.6 dengan luas kurang lebih 12,65 (dua belas koma enam lima)
hektare.

Paragraf 8
Zona Perumahan
Pasal 32

(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
huruf h dengan luas kurang lebih 5.636,84 (lima ribu enam ratus tiga puluh

enam koma delapan empat) hektare terdiri atas:

a. Sub-Zona ...
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Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; dan
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.

(2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 1.677.31 (seribu

enam ratus tujuh puluh tujuh koma tiga satu) hektare, meliputi:

&,

SWP A Blok A.3 dengan luas kurang lebih 238,70 (dua ratus uga puluh
delapan koma tujuh nol) hektare;

SWP B Blok B2 dengan luas kurang lebih 28,67 (dua puluh delapan
koma enam tujuh) hektare;

SWP C Blok C.2, C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8,
Blok C.9 dengan luas kurang lebih 1.271,63 (seribu dua ratus tujuh
puluh satu koma enam tiga) hektare, dan

SWP D Blok D.2 dan Blok D.3 dengan luas kurang lebih 138,31 (seratus

tiga puluh delapan koma tiga satu) hektare.

(3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 3.959,53 (tiga

ribu sembilan ratus lima puluh sembilan koma lima tiga) hektare, meliputi:

a.

SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dengan luas
kurang lebih 803,05 (delapan ratus tiga koma nol lima) hektare;

SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dengan luas kurang lebih 1.299,36
(seribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma tiga enam) hektare;

SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.8&, Blok
C.9 dengan luas kurang lebih 768,37 (tujuh ratus enam puluh delapan
koma tiga tujuh) hektare; dan

SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5 dan Blok D.6
dengan luas kurang lebih 1.088,75 (seribu delapan puluh delapan koma

tujuh lima) hektare.

Paragraf 9
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 33

(1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 huruf i dengan luas kurang lebih 201,46 (dua ratus satu

koma empat enam) hektare terdiri atas:
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b.
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Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.

(2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, seluas 146,05 (seratus empat puluh enam koma nol lima)

(3)

(4)

hektare meliputi:

a.

SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dengan luas
kurang lebih 67,34 (enam puluh tujuh koma tiga empat) hektare;

SWP B Blok B.1 dengan luas kurang lebih 70,25 (tujuh puluh koma dua
lima) hektare;

SWP C Blok C.2, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.9 dengan luas kurang lebih
5,68 (lima koma enam delapan) hektare; dan

SWP D Blok D.4 dengan luas kurang lebih 2,79 (dua koma tujuh

sembilan) hektare.

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hurul b seluas 32,49 (tiga puluh dua koma empat sembilan)

hektare, meliputi:

a.

SWP C Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok
C.9 dengan luasa kurang lebih 31,40 (tiga puluh satu koma empat nol)
hektare; dan

SWP D Blok D.2 dengan luas kurang lebih 1,09 (satu koma nol sembilan)
hektare,

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢, seluas 22,91 (dua puluh dua koma sembilan satu)

hektare, meliputi:

&.

SWP A Blok A.3, Blok A.4 dengan luas kurang lebih 1,09 (satu koma nol
sembilan) hektare;

SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok
C.8, Blok C.9 dengan luas kurang lebih 19,22 (sembilan belas koma dua

dua) hektare; dan

SWP D Blok D.2 dan Blok D.3 dengan luas kurang lebih 2,61 (dua koma

enam satu) hektar.

Paragraf ...
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Paragraf 10
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 34

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf j dengan luas kurang lebih 372,80 (tiga ratus tujuh puluh
dua koma delapan nol) hektare terdiri atas:

a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1; dan

b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.

Sub-Zonz Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 219,88 (dua ratus sembilan belas

koma delapan delapan) hektare, meliputi:

a. SWP A Blok A.3, Blok A.4. Blok A.5 dengan luas kurang lebih 49,52
(empat puluh sembilan koma lima dua) hektare;

b. SWP B Blok B.2, Blok B.3 dengan luas kurang lebih 54,56 (lima puluh
empat koma lima enam) hektare;

¢c. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok
C.8 dengan luas kurang lebih 112,39 (seratus dua belas koma tiga
sembilan) hektare; dan

d. SWP D Blok D.2 dengan luas kurang lebih 3,41 (tiga koma empat satu)
hektare.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 152,92 (seratus lima puluh dua koma

sembilan dua) hektare meliputi:

a. SWPB Blok B.1 dan Blok B.3 dengan luas kurang lebih 30,81 (tiga puluh
koma delapan satu) hektare;

b. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9 dengan luas
kurang lebih 70,30 {tujuh puluh koma tiga nol) hektare; dan

c. SWP D Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.6 dengan luas kurang lebih 51,81
(lima puluh satu koma delapan satu) hektare

Paragraf 11
Zona Perkantoran

Pasal 35

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

huruf k, seluas 66,67 (enam puluh enam koma enam tujuh) hektare terdiri atas:

a. SWp ...
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SWP A Blok A. 1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dengan luas kurang lebih 41,14
(empat puluh satu koma satu empat) hektare;

SWP B Blok B.1 dan Blok B.2 dengan luas kurang lebih 5,50 (lima koma lima
nol) hektare;

SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9
dengan luas kurang lebih 14,78 (empat belas koma tujuh delapan) hektare;
dan

SWP D Blok D.2, dan Blok D.3 dengan luas kurang lebih 5,25 (lima koma
dua lima) hektare.

Paragraf 12
Zona Peruntukan Lainnya
Pasal 36

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf | dengan luas kurang lebih 20,45 (dua puluh koma empat
hima) hektare terdiri atas:

a. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3; dan

b. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3 sebagaimana

dimaksud ayat (1) huruf a seluas 3,26 (tiga koma dua enam) hektare

meliputi:

a. SWP B Blok B.1 dengan luas kurang lebih 1,13 (satu koma satu tiga)
hektare; dan

b. SWP C Blok C.8 dengan luas kurang lebih 2,13 (dua koma satu tiga)
hektare.

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud ayat (1)

huruf b dengan luas kurang lebih 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan)

hektare meliputi:

a. SWPC Blok C.1 dan Blok C.7 dengan luas kurang lebih 13,63 (tiga belas
koma enam tiga) hektare; dan

b. SWP D Blok D.1 dengan luas kurang lebih 3,56 (tiga koma lima enam)
hektare.

Paragraf ...
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Paragraf 13

Zona Transportasi
Pasal 37

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
huruf m dengan luas kurang lebih 14,72 (empat belas koma tujuh dia) hektare,
terdiri atas:

a. SWP A Blok A.1 dengan luas kurang lebih 4,67 (empat koma enam tujuh)

hektare:

b. SWPC Blok C.1 dengan luas kurang lebih 2,12 (dua koma satu dua) hektare;

dan

c. SWP D Blok D.6 dengan luas kurang lebih 7,93 (tujuh koma sembilan tiga)

hektare.

Paragraf 14
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 38

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf n dengan luas kurang lebih 7,30 (tujuh koma tiga nol) hektare

terdiri atas:

a. SWP A Blok A.2 dan Blok A.3 dengan luas kurang lebih 6,37 (enam koma
tiga tujuh) hektar; dan

b. SWP C Blok C4 dengan luas kurang lebih 0,93 (nol koma sembilan tiga)
hektar.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 39

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
d, merupakan acuan dalam mewujudkan Rencana Struktur Ruang dan

Rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Sangatta.

(2) Ketentuan ...
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada avat (1), terdiri
atas:
a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan

b. program pemanfaatan ruang prioritas

Bagian Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 40

Pelaksanaan KKPR Kawasan Perkotaan Sangatta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam

pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Pricritas
Pasal 41

Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. program pemanfaatan ruang prioritas;

b. lokasi;

sumber pendanaan;

L

d. instansi pelaksanaan; dan

e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada avat (1}
huruf a, meliputi:

a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan

b. program perwujudan rencana Pola Ruang.

Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh
SWP dan Blok pada Kawasan Perkotaan Sangatta.

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, terdin

atas:

a. anggaran ...




(3)

(6)

(7]
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anggaran pendapatan dan belanja negara;

anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

anggaran pendapatan dan belanja dacrah kota; dan/atau

sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri

atas:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah Provinsi;

c. Pemerintah Dacrah Kota; dan/atau
d. Swasta dan Masyarakal.

Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada avat (1)

huruf e, terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana

dalam menetapkan Program Pemanfaatan Ruang Prioritas, meliputi:

a.
b.
C.

d.

Tahap pertama pada periode 2022 - 2024;

Tahap kedua pada periode 2025-2029;

Tahap ketiga pada periode tahun 2030 - 2034;

Tahap keempat pada periode tahun 2035 - 2039; dan
Tahap kelima pada periode tahun 2040 - 2042.

Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dijabarkan dalam tabel indikasi program utama yang tercantum dalam

Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

BAB VII
PERATUAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

(1} Fungsi peraturan zonasi meliputi:

a.
b.

perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
acuan dalam pemberian rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang, termasuk di dalamnya air right development dan pemanfaatan

ruang di bawah tanah;

C. acuan ...




(2)

(3)

(1)

(2)
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acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
acuan dalam pengenaan sanksi; dan
e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan

penetapan lokasi investasi.

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Aturan Dasar; dan

b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;

ketentuan tata bangunan;

ketentuan prasarana dan sarana minimal;

ketentuan khusus; dan

™ e oA n o

ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Aturan Dasar Peraturan Zonasi
Paragraf 1
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Pasal 43
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (3) huruf a terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Lindung; dan

b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Budi Daya.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Lindung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdin atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Badan Air dengan kode
BA;

b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Perlindungan Setempat
dengan kode PS;

c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Ruang Terbuka Hijau
dengan kode RTH,;

d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Konservasi dengan
kode KS; dan

e. ketentuan ...
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ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Ekosistem Mangrove
dengan kode EM.

(3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Budi Daya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

4.

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Badan Jalan dengan
kode BJ;

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Perkebunan Rakyat
dengan kode KR;

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Perikanan Budi
Daya dengan kode IK-2;

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Pertambangan
Batu Bara dengan kode BR;

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Pembangkit Listnk
dengan kode PTL;

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Kawasan Peruntukan
Industri dengan kode KPI;

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Pariwisata dengan kode
Wi
ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Perumahan dengan
kode R:

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Sarana Pelayanan
Umum dengan kode SPU;

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Perdagangan Dan Jasa
dengan kode K;

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Perkantoran dengan
kode KT;

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Peruntukan Lainnya
dengan kode PL;

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Transportasi dengan
kode TR: dan

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Pertahanan Dan

Keamanan dengan kode HK.

(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri atas:

a.
b.

kegiatan diperbolehkan dengan kode I;
kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;

c. kegiatan ...




(3)

6]

(7)

(8)

(1)

(2)
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¢. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan

d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.

Kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b,
merupakan kegiatan yang dibatasi berdasarkan pembatasan jumlah

pemanfaatan, pengoperasian, intensitas ruang, dan/atau luas kavling.

Kegiatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4]
huruf ¢, merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan

umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Bupati.

Kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e,
merupakan kegiatan vyang tidak sesuai pemanfaatan ruang yang
direncanakan dalam PZ.

Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4}, disajikan dalam Tabel
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pasal 44

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (3) huruf b meliputi:

a. KDB maksimum;

b. KLB minimum dan maksimum; dan

c. KDH minimal.

Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan Blok, Zona dan Sub-Zona disajikan pada tabel Intensitas
Pemanfaatan Ruang pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 45

Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3)

huruf ¢ meliputi:

a. 88 ...




(2]

(3)

C.
d.

c.

GSB minimum:

ketinggian bangunan maksimum;

jarak bebas antar bangunan minimal;
luas kavling minimal dan maksimal; dan

tampilan bangunan.

GSB minimal terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

a.

d.

€.

jalan kolektor primer:

1. ditentukan GSB minimal 10 (sepuluh) meter untuk perumahan dan
fungsi lain yvang memiliki halaman parkir secara langsung; dan

2. ditentukan GSB minimal 7,5 (tujuh koma lima) meter untuk
perdagangan dan jasa dan fungsi lain yang memiliki halaman parkir
dengan satu pintu masuk dan keluar.

jalar kolektor sekunder

1. ditentukan GSB minimal 5 (lima) meter untuk perumahan dan fungsi
lain yang memiliki halaman parkir secara langsung; dan

2. ditentukan GSB minimal 3,5 (tiga koma lima) meter untuk
perdagangan dan jasa dan fungsi lain yang memiliki halaman parkir
dengan satu pintu masuk dan keluar.

jalan lokal primer

1. ditentukan GSB minimal 7 (tujuh) meter untuk perumahan dan
fungsi lain yang memiliki halaman parkir secara langsung; dan

2. ditentukan GSB minimal 5 (lima) meter untuk perdagangan dan jasa
dan fungsi lain vang memiliki halaman parkir dengan satu pintu
masuk dan keluar,

jalan lokal sekunder, GSB minimal 3 (tiga) meter; dan

jalan lingkungan, GSB minimal 2 (dua) meter.

Ketinggian bangunan, lebar bangunan dan jarak bebas antar bangunan

sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b dan ¢ meliputi:

a.

ketinggian maksimum bangunan bersusun adalah 17 (tujuh belas)
meter (setara dengan 3-4 lantai) dan jarak antar bangunan antara 4-6

meter;

b. ketinggian ...
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b. ketinggian bangunan maksimum bangunan tidak bersusun adalah 10
(sepuluh) meter (sctara dengan 2 lantai) dan jarak antar bangunan

antara 3-4 meter;

¢. bangunan, sarana dan prasarana yang dibangun berbatasan dengan
jalur berpemandangan indah dan terletak pada arah keunikan
pemandangan bentang alam kota, ketinggian maksimum adalah 1 (satu)
meter dari permukaan jalan, lebar bangunan maksimum 14 (empat
belas) meter, dan jarak antar bangunan minimum 7 (tujuh) meter atau

50% dari lebar bangunan; dan

d. bangunan, sarana dan prasarana yang dibangun pada kelerengan lebih
dari 25%, ketinggian bangunan maksimum adalah 3 (tiga) lantai, lebar
bangunan maksimum 14 (empat belas) meter, dan jarak antar

bangunan minimum 7 (tujuh) meter atau 50% dari lebar bangunan.

(4) Luas kavling minimal dan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

(6)

(7]

huruf d untuk zona perumahan, diatur luasan kavling minimum yang
disepakati oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kantor
pertanahan setempat.

Tampilan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. tampilan bangunan pada kawasan-kawasan khusus antara lain
perkantoran, peribadatan, sarana pelayanan umum  tetap

mengakomodasi tampilan dan tata nilai arsitektur lokal; dan

b. tampilan bangunan pada zona pariwisata ditentukan sebagai bangunan
masa tunggal yang mempunyai tampak bangunan minimum di 3 (tiga)
sisinya; dengan ragam arsitektur dan material bangunan minimum 30%
menggunakan material lokal dan tidak diperkenankan tampak samping
bangunan berupa tembok solid.

Setiap orang vang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib
memenuhi ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali

ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini.

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
Blok, zona dan subzona disajikan pada tabel Intensitas Pemanfaatan Ruang

pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf ...
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Paragraf 4
Ketentuan Sarana Prasarana Minimal
Pasal 46

Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (3) huruf d sekurangnya harus mengatur jenis prasarana dan

sarana pendukung untuk Zona Lindung dan Zona Budi Dava.

Prasarana yang diatur dalam peraturan zonasi dapat berupa:
4. prasarana parkir;

b. aksesibilitas untuk difabel;

¢. jalur pedestrian;

d. jalur sepeda;

e. bongkar muat;

f. dimensi jaringan jalan;

g. kelengkapan jalan, dan

h. kelengkapan prasarana lainnya yang diperlukan.

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan Zona dan Sub-Zona disajikan pada tabel Intensitas
Pemanfaatan Ruang pada Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus
Pasal 47

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf e,
merupakan ketentuan vang mengatur pemanfaatan kegiatan dan
penggunaan lahan pada Zona dan atau Sub-Zona yang memiliki fungsi
khusus dan terjadi pertampalan atau overlay dengan fungsi zona dan atau

subzona lainnya.

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melhputi:
a. zona rawan bencana;
b. tempat evakuasi bencana; dan

c. sempadan sungai.

{(3) Ketentuan ...




(3]

(4)
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Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada avat (2)

huruf a merupakan kawasan rawan bencana banjir.

Ketentuan khusus pada zona rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud

pada aya: (3}, meliputi:

.

bangunan di kawasan rawan bencana banjir mengikuti ketentuan
peraturan perundangan-undangan;

lantai bangunan harus lebih tinggi dari permukaan tanah di daerah
rawan banjir;

bangunan dilengkapi dengan sumur resapan; dan

ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang

dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi.

Ketentuan khusus pada tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a.
b.

tempat evakuasi akhir; dan

tempat evakuasi sementara.

(6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dengan

ketentuan sebagai berikut:

lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;
terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk
memudahkan evakuasi fescape road},

memuliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar
minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 m2/orang (tiga
meter persegi per orang);

ketersediaan sarana air bersih, MCK, penerangan/listrik, dan lain-lain
yang mencukupi;

ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi;
ketersediaan pos komunikasi dengan sarana vang lebih lengkap (radio
komunikasi, telepon, satelit);

bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara
dengan akses tangga darurat dan atau akses kendaraan darurat menuju

tempat evakuasi;
menyediakan ruang jalur evakuasi; dan
menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi

lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir.

(7) Tempat ...
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(7) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada avat (5) huruf b,

(8]

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. waktu tempuh lokasi tempat evakuasi sementara maksimal 10 (sepuluh)
menit, untuk bencana banjir perlu memperhitungkan beberapa faktor
yvang mempengaruhi waktu tempuh;

b. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi sementara sekitar 400 - 600 m
(empat ratus hingga enam ratus meter) dari pusat permukiman atau
aktivitas masyarakat;

c. kecepatan masyarakat menuju tempat evakuasi sangat ditentukan oleh
letak atau lokasi evakuasi, jalur vang dilalui, serta kepadatan jalur
tersebut. Dengan asumsi kecepatan (V) orang dalam berlari pada kondisi
ketika terjadi bencana diperkirakan paling cepat 2,5 km/jam - 3,6
km/jam (dua koma lima kilometer per jam sampai dengan tiga koma
enam kKilometer per jam);

d. terletak pada jaringan jalan vang mudah dicapai dari segala arah dengan
berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);

e. memiliki sarana dan prasarana penunjang vang lengkap;

f. bangunan cksisting dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara
dengan akses tangga darurat dan atau akses kendaraan darurat menuju
tempat evakuasi;
menyediakan ruang jalur evakuasi; dan

h. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi

lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir.

ketentuan khusus pada sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf ¢, dengan ketentuan arahan pemanfatan ruang meliputi:

a. ketentuan lebar sempadan sungai tidak bertanggul paling sedikit 10
(sepuluh) meter untuk Sungai Sangatta;

b. apabila terdapat lahan yang telah terbangun di zona sempadan sungai
maka bangunan tersebut tidak dapat ditambah, diubah dan harus
dirawat;

¢. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak berlaku bagi
bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas
kepentingan tertentu yang meliputi:

1. pelabuhan sungai dan danau;

2. pelabuhan perikanan;

3. infrastruktur ...
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3. infrastruktur pembangkitan listrik;
4, jaringan distribusi tenaga listrik;
jaringan telekomunikasi;

bangunan pengendali banjir dan bangunan sumber daya air;

5

6

7. fasilitas jembatan dan dermaga;

8. bangunan pengendali banjir dan abrasi,

9. jaringan perpipaan air minum; dan

10. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada
kawasan sempadan,

d. menyediakan akses publik menuju sungai;

e. menyediakan sistem evakuasi bencana termasuk ruang untuk jalur
evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi;

f. semua kegiatan di sempadan sungai wajib memiliki izin dari instansi
vang berwenang dengan memperhatikan fungsi utama sungai agar tidak
terganggu oleh aktifitas yang berkembang di dalamnya; dan

g. ketentuan lainnya terkait sempadan sungai dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

(9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana digambarkan dalam peta
dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(10} Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana digambarkan dalam peta
dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI vang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

(11) Ketentuan khusus sempadan sungai digambarkan dalam peta dengan
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Paragral 6

Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 48

(1} Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 avat (3)

huruf f, meliputi ketentuan insentif dan disinsentif.

(2) Ketentuan ...
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(5)

(G

(7)
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Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud

pada avat (1) memuat perangkat untuk:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka
mevwujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;

b. memiasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR,;
dan

¢. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka

Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan
apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR schingga perlu didorong

namun tetap dikendalikan pengembangannya.

Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b merupakan
perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap
kegiatan Pemanfaatan Ruang vang sejalan dengan RDTR dalam hal

berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yvang telah
ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepadah Pemerintah Daerah dan
kepada masyarakat.

Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dapat diberikan dalam bentuk:

pemberian kompensasi;

pemberian penyediaan prasarana dan sarana;

publikasi atau promosi daerah; dan/atau

penghargaan.

Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat

a0 o B

diberikan dalam bentuk:

a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;

b. pemberian kompensasi;
c. subsidi;

d. imbalan;

€. sewaruang;

f. wurun saham;

g. penvediaan ...
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g. penyediaan prasarana dan sarana;

h. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
i. penghargaan; dan/atau

j. publikasi atau promosi.

(9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dapat diberikan dalam bentuk:
a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
b. pengenaan kompensasi; dan/atau

c. penalti.

(10} Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat
diberikan dalam bentuk:
a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau

¢. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif

diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Aturan Dasar Zona Lindung
Paragraf 1
Aturan Dasar Zona Badan Air
Pasal 49

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Badan Air dengan
kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a meliputi:

a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan
dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat terdiri atas kegiatan angkutan
laut dalam negeri linier dan tramper untuk penumpang diizinkan dengan
syarat tidak menghalangi akses publik ke sungai; dan

c. pemanfaatan vang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan
Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan ...




] e

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona Badan Air dengan kode

BA meliputi:

a.
b.

C.

KDB maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
KLB maksimal 0,1 (nol kema satu); dan

KDH minimum 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil.

(3) Ketentuan tata bangunan pada Zona Badan Air dengan kode BA meliputi:

.,

b.

C.

GSB minimal 10 (sepuluh) meter pada sungai tidak bertanggul atau GSB
minimal 3 (tiga) meter pada sungai bertanggul;
ketinggian maksimal 4 (empat) meter; dan

tampilan bangunan menghadap sungai.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Zona Badan Air dengan

kode BA meliputi:

a.
b.

c.

jalan inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 3 meter;
Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan sempadan sungai; dan

tersedia jembatan penghubung antar wilayah.

Paragraf 2
Aturan Dasar Zona Perlindungan Setempat

Pasal 50

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Perlindungan

Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2]

huruf b yang merupakan sempadan sungai meliputi:

da.

pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan
dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

pemanfaatan yang diizinkan terbatas adalah kegiatan rnimba kota
dibatasi jumlah dan hanya untuk kegiatan yang berhubungan dengan
konservasi sungai dan pariwisata;

pemanfaatan yang diizinkan bersyarat terdiri atas kegiatan Jalur Pejalan
Kaki diizinkan dengan syarat tidak menghalangi akses publik ke sungai;
dan

pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan
Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan ...




i

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sempadan sungai meliputi:
a. KDB maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
b. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan

c. KDH minimum 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil.

(3) Ketentuan tata bangunan pada sempadan sungai meliputi:
a, GSB minimal 10 (sepuluh) meter pada sungai tidak bertanggul atau GSB
minimal 3 (tiga) meter pada sungai bertanggul;
b. ketinggian maksimal 4 (empat) meter; dan

c. tampilan bangunan menghadap sungai.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada sempadan sungai meliputi:
a. jalaninspeksi dengan lebar perkerasan minimal 3 meter;
b. terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan sempadan sungai; dan

c. tersedia jembatan penghubung antar wilayah.

Paragraf 3

Aturan Dasar Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 51

Aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c terdiri dari:

a. Aturan dasar Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;

b. Aturan dasar Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;

c. Aturan dasar Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-3;

d. Aturan dasar Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;

Aturan dasar Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan

Aturan dasar Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.

e B

Pasal 52

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Rimba Kota
dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a
meliputi:

a. pemanfaatan vang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan
dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. pemanfaatan ...




o

b. pemanfaatan yvang diizinkan terbatas meliputi:

c.

1. Taman Perkemahan, Pameran di Ruang Terbuka, Halte, Jalur Pejalan
Kaki, Trotoar, diizinkan terbatas dengan syarat Penyediaan luas
dibatasi 30% dari luas subzona dalam Blok; dan

2. Taman bermain dan rekreasi, Taman Pintar, Lapangan Olah Raga
diizinkan dengan batasan:

a) Jumlah dibatasi; dan
b) Luas dibatasi hanya 30% dari luas dalam Blok,

Pemanfaatan vang diizinkan bersyarat meliputi pulau jalan dan median
jalan; dan

Pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan
Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Rimba Kota

dengan kode RTH-1 meliputi:

&.

KDB maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;

b. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan

G.

KDH minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.

(3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1

meliputi:

GSB minimal 1 (satu) meter;
Ketinggian maksimal 8 (delapan) meter; dan
Tampilan bangunan sesuai dengan karakter daerah, serta serasi dengan

lingkungan sekitar.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Sub-Zona Rimba Kota

dengan kode RTH-1 meliputi:

.

b.

Jalan pejalan kaki dengan lebar minimal 3 meter;

terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan rimba kota meliputi
bangunan penyediaan air, pos pemantauan, tempat duduk dan istirahat

non permanen;
pagar dan pintu akses; dan
lampu penerangan taman dan lampu hias.

Pasal ...
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Pasal 53

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Taman Kota

dengan kode RTH-2 secbagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b

meliputi:

a. Pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan

dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pemanfaatan yang diizinkan terbatas terdiri dari:

1. Taman Perkemahan, Pameran di Ruang Terbuka, Taman Baca, Halte,
Jalur Pejalan Kaki, dan Trotoar diizinkan terbatas dengan syarat
Penyediaan luas dibatasi 30% dari luas subzona dalam Blok.

2. Taman Bermain dan Rekreasi, Taman Pintar, diizinkan secara
terbatas dengan ketentuan:

a) Penyediaannya jumlah harus dibatasi; dan
b) Penyediaan luas dibatasi 30% dari luas subzona dalam blok,

Pemanfaatan yang diizinkan bersyarat meliputi hutan kota, pulau jalan

dan median jalan, kegiatan Pendidikan dan olah raga, Pendidikan

kebudayaan, dan Pendidikan lainnya milik pemerintah; dan

Pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan

Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Taman Kota

dengan kode RTH-2 meliputi:

a.

KDB maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;

b. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan

.

KDH minimum 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil.

(3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2

meliputi:

da.

GSB minimal 1 (satu) meter;

Ketinggian maksimal 8 (delapan) meter;

Tampilan bangunan sesuai dengan karakter daerah, serta serasi dengan
lingkungan sckitar.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Sub-Zona Taman Kota

dengan kode RTH-2 meliputi:

a. Jalan ...




(1)

(<)

-

Jalan pejalan kaki dengan lebar minimal 2 meter;

Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan taman kota meliputi
bangunan penyediaan air, kolam retensi, tempat pembuangan sampabh,
tempat duduk permanen, tempat bermain anak, WC umum;

Pagar dan pintu akses;

Area parkir kendaraan; dan

Lampu penerangan taman dan lampu hias.

Pasal 54

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Taman

Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf

¢ meliputi:

.

Pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan
dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati inj;

Pemanfaatan yang diizinkan terbatas terdin dari:

1. Taman rekreasi, taman bertema atau hiburan, jalur pejalan kaki, rth
sempadan sungai, bumi perkemahan, lapangan olahraga, dan
musholla diizinkan terbatas dengan syarat penyediaan luas dibatasi
30% dar1 luas subzona dalam blok.

2. Taeman Bermain dan Reckreasi, Taman Pintar diizinkan dengan
batasan:

a) Penyediaannya jumlahnya harus dibatasi; dan
b) Penyediaan luas dibatasi 30% dari luas subzona dalam blok.
3. Musholla, diizinkan dengan batasan Jumlah,

Pemanfaatan yang diizinkan bersyarat meliputi hutan kota, pulau jalan
dan median, pendidikan olah raga dan rekreasi; dan

Pemanfaatan vang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan
Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Taman Kecamatan

dengan kode RTH-3 meliputi:

a.
b.

c.

KDB maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
KLB maksimal 0,2 (nol koma satu); dan

KDH minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.

(3) Ketentuan ...
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(3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode
RTH-3 meliputi:

(4)

(1)

a.
b.

£

GSB minimal 1 (satu) meter;
Ketinggian maksimal 4 (empat) meter; dan
Tampilan bangunan sesuai dengan karakter daerah, serta serasi dengan

lingkungan sekitar.

Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Sub-Zona Taman

Kecamatan dengan kode RTH-3 meliputi:

.

b
¢
d

Pk B

Jalan pejalan kaki dengan lebar 1,5 - 2 meter;

Trek lari dengan lebar 5 meter dan panjang 325 meter;
WC umum;

Kursi — kursi taman;

Pagar dan pintu akses; dan

Lampu penerangan taman dan lampu hias.

Pasal 55

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Taman
Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf

d meliputi:

a.

G

Pemanfaatan yvang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan
dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pemanfaatan yang diizinkan terbatas terdiri dari:

1. Taman Perkemahan, Pameran di Ruang Terbuka, Taman Baca, Halte,
Hutan Kota, Jalur Pejalan Kaki, dan Trotoar diuzinkan terbatas
dengan syarat Penyediaan luas dibatasi 30% dari luas subzona dalam
Blok:

2. Taman Bermain dan Reckreasi, Taman Pintar diizinkan dengan
batasan:

a) Penyediaannya jumlahnya harus dibatasi; dan
b) Penyediaan luas dibatasi 30% dari luas subzona dalam Blok,
3. Hutan kota, diizinkan dengan batasan jumlah.
Pemanfaatan yang diizinkan bersyarat meliputi pulau jalan dan median

jalan; dan

d. Pemanfaatan ...




(2)

(3)

(4]

(1)

W

d. Pemanfaatan vang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan
Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Taman Kelurahan
dengan kode RTH-4 meliputi:

a. KDB maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;

b. KLB maksimal 0,2 (nol koma satu); dan

¢. KDH minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.

Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode
RTH-4 meliputi:

a. GSB minimal 1 (satu) meter;

b. Ketinggian maksimal 4 (empat) meter; dan

c. Tampilan bangunan sesuai dengan karakter daerah, serta serasi dengan

lingkungan sekitar.

Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Sub-Zona Taman

Kelurahan dengan kode RTH-4 meliputi:
a. Jalan pejalan kaki dengan lebar 1,5 - 2 meter;

b. Trek lari dengan lebar 5 meter dan panjang 325 meter;
c. WC umum;

d. Kursi - kursi taman;

e. Pagar dan pintu akses; dan

f. Lampu penerangan taman dan lampu hias.

Pasal 56

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Pemakaman

dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e meliputi:

a. Kegiatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan
Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. Kegiatan yang diizinkan terbatas berupa kegiatan halte, jalur pejalan
kaki, trotoar, diizinkan terbatas dengan ketentuan penyediaan luas
dibatasi 30% dari luas subzona dalam Blok; dan

c. Kegiatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan
Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan ...
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(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Pemakaman

dengan kode RTH-7 meliputi:
a. KDB maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
b. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan

c. KDH minimum 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil.

(3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

meliputi:

a. GSB minimal 1 (satu) meter:

b. ketinggian paling tinggi 5 (lima) meter; dan

¢. tampilan bangunan sesuai dengan karakter daerah, serta serasi dengan

lingkungan sekitar.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Sub-Zona Pemakaman

dengan kode RTH-7 meliputi:
a. tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki minimal 2 meter;

b. terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di makam meliputi
rumah keranda, bangunan penyediaan air, tempat sampah; dan

¢. penerangan jalan umum.

Pasal 37

Ketentuan Kegiatan Penggunaan lahan untuk Sub-Zona Jalur Hijau dengan

kode RTH-8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f meliputi:

a.

kegiatan yang diizinkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk
pengembangan jaringan utilitas, kegiatan olahraga sesuai dengan fungsi
RTH, pejalan kaki dan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan
Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

kegiatan yang diizinkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang
dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu
fungsi dan peruntukan RTH sebagai kawasan lindung kota, transportasi,

dan fasilitas umum;

kegiatan yang diizinkan terbatas meliputi pemasangan papan reklame dan

fasilitas pelayanan sosial dan memenuhi ketentuan yvang berlaku;

d. kegiatan ...




(1)

2]
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kegiatan wvang tidak  diperbolehkan meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan ¢, serta kegiatan penebangan
pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang, permukiman,
industri, dan perdagangan jasa yang tercantum dalam Tabel Ketentuan
Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

ketenituan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimum 20%
(dua puluh persen), KLB maksimum 0,2 (nol koma dua), KDH minimal 80%
(delapan puluh persen); dan

sarana dan prasarana paling sedikit meliputi jalan inspeksi, jalur pejalan
kaki, bak sampah, lampu penerangan, jalur difabel, tempat duduk, gazebo,
arena bermain, arena olah raga, alat pemadam kebakaran, dan pos

pengamanan.

Paragraf 4
Aturan Dasar Zona Konservasi
Pasal 58

Ketentuan kegiatan penggunaan lahan Zona Konservasi dengan kode KS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d, meliputi Sub-Zona
Taman Nasional dengan kode TN.

Ketentuan kegiatan penggunaan lahan Sub-Zona Taman Nasional dengan

kode TN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:.

a. kegiatan yang diizinkan yaitu penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi
alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air,
energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam,
pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, dan pemanfaatan sumber
Plasma Nutfah untuk penunjang budidaya yang tercantum dalam Tabel
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat vaitu pulau jalan dan median
jalan;

c. kegiaian yang diizinkan terbatas yaitu pemanfaatan tradisional berupa
kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional,
serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi;

dan

d. kegiatan ...
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d. kegiatan wvang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan
Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi: KDB maksimum 50%
(lima puluh persen), KLB maksimum 0,5 (nol koma lima), KDH minimal 50

% (lima puluh puluh persen).

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Sub-Zona Taman Nasional
dengan kode TN meliputi:
a. tersedia jalur untuk pejalan kaki minimal 2 meter;
b. terdapat bangunan untuk menara pandang atau pemantauan hutan;
dan

c. pos kebakaran hutan.

Pasal 59

(1} Pemanfaatan Taman Nasional Kutai untuk wisata alam serta Pemanfaatan

Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Pemanfaatan Taman Nasional Kutai untuk penyimpanan dan/atau
penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari,
panas bumi, dan wisata alam diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Perlindungan Taman Nasional Kutai dilakukan melalui:

a. pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan yang
disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies invasive, hama dan
penyakit; dan

b. melakukan penjagaan secara efektif.

(4) Batas wilayah Taman Nasional Kutai mengikuti batas terbaru yang berlaku

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Aturan Dasar Zona Ekosistem Mangrove
Pasal 60

Ketentuan kegiatan penggunaan lahan Zona Ekosistem Mangrove dengan kode
EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2] huruf e meliputi:

a. kegiatan ...




-61 -

a. kegiatan yang diizinkan yaitu kehutanan, konservasi mangrove,
perlindungan fauna, penelitian, dan pariwisata dan tercantum dalam Tabel
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XV1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. kegiatan vang diizinkan secara bersyarat yaitu infrastruktur
ketenagalistrikan, infrastruktur migas, transportasi, prasarana sumber daya
air, telekomunikasi, penyediaan air minum, pertahanan keamanan, industri,
prasarana penunjang perikanan, infrastruktur kebencanaan, prasarana

umum;

¢. kegiatan yang diizinkan terbatas yaitu halte, RTH sempadan sungai, jalur
pejalan kaki;

d. kegiatan yang tidak diizinkan yaitu taman kota, taman lingkungan,
perkebunan, pertanian, perikanan budi daya, perikanan tangkap,
peternakan, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan,
pendidikan, kesehatan, olahraga, pengelolaan air limbah, pengelolaan
persampahan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan
kegiatan vang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari
ekosistern mangrove dan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan
Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

e. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi: KDB maksimum 50%
(lima puluh persen), KLB minimum 0,5 (nol koma lima), KDH minimal 50 %

(lima puluh puluh persen).

Bagian Keempat
Aturan Dasar Zona Budi Daya
Paragraf 1
Aturan Dasar Zona Badan Jalan
Pasal 61

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan Zona Badan Jalan dengan kode BJ

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a meliputi:

a. kegiatan ...




-2 -

kegiatan vang diizinkan yaitu kegiatan pulau jalan dan median jalan, jalur
pejalan kaki, dan RTH sempadan jaringan tegangan listrik tercantum dalam
sebagaimana tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan
Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

kegiatan yvang diizinkan secara terbatas vaitu RTH sempadan sungai, wisata
sungai;

kegiatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan
dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi: KDB maksimum 50%
(lima puluh persen), KLB maksimum 0,5 (nol koma lima), KDH minimal 50

% (lima puluh puluh persen).

Paragraf 2
Aturan Dasar Zona Perkebunan Rakyat

Pasal 62

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan Zona Perkebunan Rakyat dengan kode

KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b meliputi:

a.

kawasan peruntukan perkebunan rakyat vang sesuai untuk komoditas
tanaman tahunan dengan memperhatikan asas-asas konservasi dan lahan
cadangan permukiman;

kegiatan pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan
Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

kegiatan yang diizinkan terbatas yaitu RTH jalan, jalur pejalan kaki, rumah
tinggal, rumah tinggal sementara, warung, fasilitas stadion, sarana
peribadatan, pertanian padi, pertanian sayuran, buah dan aneka umbi, jasa
penunjang peternakan lainnya, jasa pasca panen, perikanan tangkap;

kegiatan yang diizinkan bersyarat vaitu aktivitas pendukung pertanian
perkebunan, agrowisata, mendirikan perumahan dengan syarat tidak
mengganggu fungsi perkebunan, alih fungsi lahan perkebunan, kegiatan
peternakan, apartemen hotel, taman rekreasi, aktivitas perparkiran di badan

jalan, aktivitas perparkiran di luar badan jalan dan UMKM;

e. kegiatan ...
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kegiatan vang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan
dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yvang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi: KDB maksimum S0%
(lima puluh persen), KLB maksimum 0,5 (nol koma lima), KDH minimal 50

% (lima puluh puluh persen).

Paragraf 3
Aturan Dasar Sub-Zona Perikanan Budidaya

Pasal 63

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan

kode IK-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf ¢ meliputi:

a.

kegiatan yang diizinkan, terdiri atas industri penunjang perikanan dan
industri hasil perikanan, mangrove, perikanan budi daya, prasarana
penunjang perikanan dan penelitian, dan pelabuhan (transportasi)
sebagaimana tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan
Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

kegiatan yang diizinkan bersyarat, terdiri atas pertanian, infrastruktur
ketenagalistrikan, infrastruktur migas, perikanan tangkap, jaring apung,
pariwisata, transportasi, prasarana sumber daya air, pengelolaan air
limbah, pengelolaan persampahan, telekomunikasi, penvediaan air minum,

infrastruktur kebencanaan, perkebunan, peternakan, dan perumahan;

kegiatan yang diizinkan terbatas, terdiri atas sarana pelayanan umum skala
kelurahan, infrastruktur pengendali banjir;

kegiatan yang tidak diizinkan, terdiri atas kehutanan, hutan kota, taman
kota, taman lingkungan, pemakaman, perdagangan dan jasa, perkantoran,
peribadatan, pendidikan, penelitian, kesehatan, olahraga, pertahanan
keamanan, dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang
tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

e. ketentuan ...
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(1)

(2)

(3)

o bl

ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi: KDB maksimum 70%
(tujuh puluh persen), KLB maksimum 0,7 (neol koma tujuh), KDH minimal
30% (tujuh puluh puluh persen); dan

sarana prasarana paling sedikit meliputi Jalan produksi, jaringan irigasi,
pompa air, saluran pembuangan limbah perikanan, pengolahan limbah

perikanan, lahan parkir, jaringan jalan, lampu penerangan, dan air bersih.

Paragraf 4
Aturan Dasar Sub-Zona Pertambangan Batu Bara
Pasal 64

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Pertambangan
Batu Bara dengan kode BR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3)
huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan
Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dar Peraturan Bupati ini;

b. kegiatan yang diizinkan terbatas yaitu pulau jalan dan median jalan,
jalur pejalan kaki, RTH taman pemakaman, rumah tinggal sementara;

¢. kegiatan yang diizinkan bersyarat vaitu asrama atau pondok pekerja,
warung, toko, industri barang bangunan dari kayu, industri batu bata
dari tanah liat/keramik, industri peralatan saniter dan porselen,
industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan
genteng; dan

d. kegiatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan
Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: KDB maksimum 50%
(lima puluh persen), KLB maksimum 1,4 (satu koma empat), KDH minimal

20% (lima puluh persen).

sarana prasarana minimal meliputi lebar akses untuk jalan inspeksi
pertambangan minimal 6 (enam) meter, drainase kota yang terkoneksi, lahan
parkir untuk kendaraan pengangkutan sampah dan kegiatan
pertambangan, jaringan air bersih, jaringan energi, jaringan telekomunikasi,

pengolahan limbah, dan rambu - rambu peringatan.

Paragraf ...
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Paragraf 5
Aturan Dasar Zona Pembangkit Listrik

Pasal 65

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Pembangkit Listrik

dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf e

meliputi:

.

(1)

kegiatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan
Penggunaan Lahan pada Lampiran XV] yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

kegiatan yang diizinkan terbatas yaitu rumah tinggal sementara, RTH
pemakaman, jalur pejalan kaki, pulau jalan dan median jalan;

kegiatan vang diizinkan bersyarat yaitu industri bahan bangunan dari tanah
liat/keramik bukan batu bata dan genteng, industri peralatan saniter dari
porselen, industri genteng dari tanah liat/keramik, industri batu bata dari
tanah liat/keramik, industri barang bangunan dari kayu, rumah toko,
warung, toko, asrama dan pondok pekerja;

kegiatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan
dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: KDB maksimum 50%
(lima puluh persen), KLB maksimum 1,4 (satu koma empat), KDH minimal
50% (lima puluh persen); dan

sarana prasarana minimal meliputi Jalan produksi, jaringan irigasi, pompa
air, saluran pembuangan limbah perikanan, pengolahan limbah perikanan,

lahan parkir, jaringan jalan, lampu penerangan, dan air bersih.

Paragraf 6
Aturan Dasar Zona Peruntukan Industri
Pasal 66

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Kawasan Peruntukan
Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 avat (3)

huruf { meliputi:

a. kegiatan ...
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kegiatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan

Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

kegiatan vang diizinkan terbatas terdiri dari:

1. kegiatan Rumah tunggal, diizinkan dengan batasan Jumlah
bangunan dibatasi tidak melebihi fungsi utama zona, dan dibatasi
luasannya ; dan

2. kegiatan Jalur pejalan kaki, diizinkan terbatas dengan dibatasi

luasannya,

kegiatan yang diizinkan bersyarat, berupa RTNH dan BTS, diizinkan
dengan ketentuan wajib menyediakan parkir sesuai standar, serta wajib
menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

kegiatan yang tidak diizinkan, tercantum Tabel Ketentuan Kegiatan dan
Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi : KDB maksimum 70%

(3)

(1)

(tujuh puluh persen) dari luas persil, KLB maksimum 2.4 (dua koma empat]

dan KDH minimal 20% (dua puluh persen).

Ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi jaringan jalan utama,

jaringan air bersih, jalur pedestrian, jaringan listrik, jaringan drainase,

jaringan telekomunikasi, tempat parkir umum, kantor pengelola, pos

keamanan, sistem pemadam kebakaran, tempat peribadatan, RTH

Paragral 7
Aturan Dasar Zona Pariwisata

Pasal 67

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Pariwisata dengan

kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf g meliputi:

a.

Kegiatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan
Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. Kegiatan yang diizinkan terbatas terdiri dari:

1. kegiatan ...
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. kegiatan ruko, warung/ toko, pasar lingkungan, toko makanan dan

minuman, toko kelontong, diizinkan dengan batasan jumlah dan luas

kavling sesuai standar yvang berlaku;

. kegiatan panti pijat, musholla, lapangan olahraga, gelanggang

olahraga, gedung olah raga, stadion, gedung pertemuan lingkungan,
gedung pertemuan kota, gedung serba guna, balai pertemuan dan
pameran, pusat informasi lingkungan, lembaga social/ organisasi
kemasyarakatan, lapangan parkir umum diizinkan dengan batasan
jumlah bangunan, serta luasan dalam blok;

kegiatan bengkel kendaraan niaga, penjualan dan penyewaan
kendaraan niaga, stasiun pengisian bahan bakar, pos jaga polisi,
diizinkan dengan batasan luas kavling sesuai standar yang berlaku;

dan

. kegiatan taman baca, perpustakaan, halte, balai pengobatan, dokter

umum, dokter spesialis, poliklinik, balai klinik, apotek, sarana
peribadatan (masjid, gereja, dll), taman kota, taman kecamatan,
taman kelurahan, taman RW, taman RT, jalur pejalan kaki diizinkan

dengan batasan luasan dalam Blok,

Kegiatan yang diizinkan bersyarat, terdiri dari:

:

taman hiburan, taman perkemahan, studico foto, teater, karaoke,
bioskop/ teater terbuka, hotel, restoran/ café, penginapan, cottage,
salon/ SPA, penitipan hewan, pameran di ruang terbuka, fasilitas
rekreasi wisata, diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana

parkir sesuai standar;

. kebun binatang, kolam, wisata buatan, diizinkan dengan syarat wajib

memiliki analisis dampak lingkungan dan dokumen lingkungan,
wajib memiliki analisis dampak lalu lintas, wajib menyediakan parkir
sesual standar, serta wajib menyediakan prasarana pendukung
kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

RTNH, diizinkan dengan ketentuan wajib menyediakan parkir sesuai
standar, serta wajib menyediakan prasarana pendukung kegiatan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Kegiatan wyang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan

Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XV] yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan ...
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(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona Pariwisata dengan kode
W meliputi KDB maksimal 60% (enam puluh persen, KLB maksimal 4,8
(empat koma delapan), KDH minimum 40% (empat puluh persen).

{3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi jalur pejalan kaki, tempat
sampah, sarana peribadatan, toilet, lampu penerangan, tempat duduk, rest

area dan RTH.

Paragraf 8
Aturan Dasar Zona Perumahan
Pasal 68

Aturan darar Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (3) huruf h meliputi:

a. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; dan
h. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.

Pasal 69

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perumahan
Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan
Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI vang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. kegiatan yang diizinkan terbatas terdiri dari: rumah toko, warung, toko,
Gedung perdagangan, Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini,
Pendidikan dasar pemerintah/swasta, Pendidikan sekolah menengah
tingkat pertama pemerintah/swasta, Pendidikan anak usia dini,
pendidikan lainnya, pendidikan tinggi pemerintah, pendidikan tinggi
program akademik pemerintah, pendidikan tinggi program non
akademik pemerintah, pendidikan tinggi program non akademik swasta,
pendidikan lainnya, pendidikan olahraga dan rekreasi, jasa Pendidikan
olah raga dan rekreasi, jasa pendidikan manajemen dan perbankan, jasa
pendidikan komputer (teknologi informasi dan komunikasi) swasta,
pendidikan bahasa swasta, pendidikan awak pesawat dan jasa angkutan

udara khusus pendidikan awak pesawat, pendidikan teknik swasta,

pendidikan ...
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pendidikan kerajinan dan industri, pendidikan lainnya swasta,
perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya, Taman
Budaya, lembaga ilmu pengetahuan lainnya, Terminal Barang, aktivitas
stasiun kereta api, aktivitas jalan tol, aktivitas perparkiran di badan
jalan, aktivitas perparkiran di luar badan jalan, halte, RS tipe B,
laboratorium Kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu, balai klinik
ibu dan anak, posyandu, klinik dan rumah sakit hewan, balai klinik,
apotik, sarana peribadatan, musholla;

kegiatan vang diizinkan bersyarat, terdiri dari: RTH pemakaman, pasar,
pencucian pakaian, perdagangan eceran bahan bakar minyak, Bahan
Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas di sarana pengisian bahan bakar
transportasi darat, laut, dan udara; dan

kegiatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan
Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perumahan

Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 meliputi:

a. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen di jalan arteri, 80 (delapan

=

puluh) persen di jalan kolektor, 80 (delapan puluh) persen di jalan lokal,
serta 80 (delapan puluh) persen di jalan lingkungan;

KLB maksimum 2,4 (dua koma empat) di jalan arteri, 2,4 (dua koma
empat) di jalan kolektor, 2,4 (dua koma empat) di jalan lokal, serta 2,4
(dua koma empat) di jalan lingkungan; dan

KDH minimal 10 (sepuluh) persen.

(3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi

dengan kode R-2 meliputi:

a.

GSB minimal pada jalan lokal 8 (delapan) meter dan pada jalan
lingkungan 6 {enam) meter;

ketinggian maksimal 48 (empat puluh delapan) pada jalan lokal dan 24
(dua puluh empat) pada jalan lingkungan;

JBB minimal pada jalan lokal 1,5 (satu koma lima) meter dan pada jalan
lingkungan 1 (satu) meter;

luas kavling minimal 60 {enam puluh) m2; dan

e. tampilan ...
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tampilan bangunan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian
lingkungan sekitar dan tetap menunjukkan identitas daerah pada

bangunan dengan penambahan pagar/pintu gerbang.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Sub-Zona Perumahan

(1)

Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 meliputi:

a.

sarana RTH sesuai dengan jumlah penduduk;

b. jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada dan bagian dari

jalanan, dilengkapi lampu penerangan jalan dan jalur hijau;

RTNH berupa trotoar dan halaman yang diperkeras;

utilitas perkotaan seperti jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan
listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan persampahan, jaringan
drainase, dan jaringan sanitasi;

Hidran umum disediakan di depan bangunan dengan jarak antar hidran
maksimal 200 meter;

jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka
hijau serta SPU terdekat; dan

fasilitas pendukung berupa sarana peribadatan, perniagaan,

Pendidikan, pelayanan kesehatan.

Pasal 70

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perumahan

Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68

huruf b meliputi:

da.

kegiatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan

Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI vang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

kegiatan yang diizinkan terbatas terdiri dari:

1. kegiatan toko bahan bangunan dan perkakas, jasa penyediaan ruang
pertemuan, jasa penyediaan makanan dan minum, jasa travel dan
pengiriman dan barang, jasa bengkel, jasa travel umroh dan haji,
sarana peribadatan (masjid, gereja, dll), dengan ketentuan:

a) dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan
berdasarkan perundangan yang berlaku; dan
b) dibatasi luasan dalam Blok tidak lebih dari 20%,
2. kegiatan TK/Paud, 8D, SMP, SMA/SMK, dengan ketentuan:

a) dibatasi ...
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a) dibatasi luas sesuai dengan standar vang berlaku ; dan

b) pengoptimalan skala pelayanan,

c. Kegiatan yang diizinkan bersyarat, terdiri dari:

1. salon/spa, laundry, klinik kesehatan rawat luar, Gudang sembako
dan makanan, Gudang gas, Gudang hasil pertanian/ perkebunan
diizinkan dengan syarat Memiliki izin dan wajib memiliki dokumen
lingkungan seperti AMDAL;

2. jasa kursus diizinkan dengan syarat memiliki analisis dampak lalu
lintas;

3. SPBU, fasilitas rekreasi swasta, stasiun pengisian bahan bakar, dan
lapangan parkir umum diizinkan dengan syarat memiliki izin dan
wajib memiliki dokumen lingkungan seperti AMDAL dan memiliki
analisis dampak lalu lintas;

4. taman hiburan, diuzinkan dengan syarat memiliki analisis dampak
lingkungan dan dokumen lingkungan dan menyediakan parkir sesuai
standar;

5. penitipan hewan, penitipan anak, studio radio dan TV diizinkan
dengan syarat menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. RTNH, diizinkan dengan syarat menyediakan parkir sesuai standar
menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,

d. kegiatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan

Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2} Ketentuan intensitas pemanlaatan ruang pada Sub-Zona Perumahan
Kepadatan Sedang dengan kode R-3 meliputi:

a. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen di jalan arteri, 80 (delapan
puluh) persen di jalan kolektor, 80 (delapan puluh) persen di jalan lokal,
serta 80 (delapan puluh) persen di jalan lingkungan;

b. KLB maksimum 1,6 (satu koma enam) di jalan arteri, 1,6 (satu koma
enam) di jalan kolektor, 1,6 (satu koma enam) di jalan lokal, serta 1,6

(satu koma enam) di persen di jalan lingkungan; dan

¢. KDH minimal 10 (sepuluh) persen.

(3) Ketentuan ...




-7 .

(3] Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang

dengan kode R-3 meliputi:

a.
b.

L oF

G5B minimal 2 meter;

ketinggian maksimal 12 (dua belas) meter;

JBB mimimal 2 (dua) meter;

Iuas kavling minimal 60 (enam puluh) m?; dan

tampilan bangunan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian
lingkungan sekitar dan tetap menunjukkan identitas daerah pada

bangunan dengan penambahan pagar/pintu gerbang.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Sub-Zona Perumahan

Kepadatan Sedang dengan kode R-3 meliputi:

4.

sarana RTH minimal 10% dari luas persil dengan tambahan penggunaan
pot-pot tanaman atau tanaman dinding (RTH vertikal);

jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada dan bagian dari
jalaman, dilengkapi lampu penerangan jalan dan jalur hijau;

RTNH berupa trotoar dan halaman vang diperkeras;

utilitas perkotaan seperti jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan
listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan persampahan, jaringan
drainase, dan jaringan sanitasi;

Hidran umum disediakan di depan bangunan dengan jarak antar hidran
maksimal 200 meter;

jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka
hijau serta SPU terdekat; dan

fasilitas pendukung berupa sarana peribadatan, perniagaan,

Pendidikan, pelayanan 72esehatan.

Paragraf 9

Aturan Dasar Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 71

Aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf i meliputi:

a. Aturan dasar Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;

b. Aturan dasar Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2: dan

¢. Aturan dasar Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.

Pasal ...
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Pasal 72

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona SPU Skala Kota

dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a meliputi:

a.

kegiatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan

Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI vang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

kegiatan yang diizinkan terbatas terdiri dari:

1

kegiatan Rumah Dinas, Rumah Dinas Karyawan Swasta, Rumah
Dinas PNS, Warung/Toko, Toko Makanan dan minuman dan Toko
Buku dan Alat Tulis merupakan kegiatan yang diizinkan dengan
ketentuan dibatasi jam operasinya dan luasan kavlingnya;

kegiatan Musholla, Gedung serba guna, Balai pertemuan dan
pameran, Lapangan parkir umum merupakan Kkegiatan yang

diizinkan dengan ketentuan dibatasi luasannya;

. kegiatan Lapangan dan Tempat parkir merupakan kegiatan yang

diizinkan dengan ketentuan dibatasi jam operasinya dan dibatasi

luasannya; dan

. jalur Pejalan Kaki merupakan kegiatan vang diizinkan dengan

ketentuan dibatasi oleh jumlahnya,

Kegiatan yang diizinkan bersyarat, terdiri dari:

1.

pameran di Ruang Terbuka, Pos Jaga Polisi, Kantor Praktisi Medis,
Dokter Gigi & Praktek Ahli Kesehatan, Jasa Perkantoran/ Kantor
Pusat Perusahaan/ Perwakilan, dan RTNH merupakan kegiatan yang
diizinkan dengan ketentuan wajib menyediakan parkir sesuai standar
dan menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

IPAL dan IPA merupakan kegiatan diizinkan dengan ketentuan wajib
memiliki analisis dampak lingkungan dan dokumen lingkungan

menyediakan parkir sesuai standar,

Kegiatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan

Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2] Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona SPU Skala Kota

dengan kode SPU-1 meliputi:

a. KDB ...




a.

c.

S Hh

KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen di jalan arteri, 80 (delapan
puluh) persen di jalan kolektor, 80 (delapan puluh) persen di jalan lokal,

serta 80 (delapan puluh) persen di jalan lingkungan;
KLB maksimum 2,4 (dua koma empat) di jalan arteri, 2,4 (dua koma
empat) di jalan kolektor 2,4 (dua koma empat) di jalan lokal, serta 2,4

(dua koma empat) di jalan lingkungan; dan

KDH minimal 10 (sepuluh) persen.

(3] Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-

()

1 meliputi:

a. GSB minimal 7 (tujuh) meter;

b. ketinggian maksimal 1 (satu) lantai;

¢. -JBB minimal 3 (tiga) meter; dan

d. tampilan bangunan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian

lingkungan seckitar, dengan bangunan kokoh, dan menunjukkan
karakter khas daerah.

Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Sub-Zona SPU Skala Kota

dengan kode SPU-1 meliputi:

a.
b.

jalur pejalan kaki;

sarana RTH sebesar 10% dari luas kavling dengan tambahan

penggunaan pot-pot tanaman atau tanaman dinding (RTH vertikal);

RTNH berupa trotoar dari halaman yang diperkeras sebagai pelataran

parkir;

fasilitas parkir; dan

utilitas perkotaan, terdiri dari:

1. badan jalan minimal memiliki perkerasan 7 m sehingga dapat dilalui
mobil pemadan kebakaran;

2. jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota;

3. jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota;

4. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem
kota;

5. jaringan sanitasi menggunakan sistem off site;

6. hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai
jarak maksimal 200 m antar hidran;

7. Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap

sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik}; dan

8. jalur ...
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8. Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang

terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

Pasal 73

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona SPU Skala

Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71

huruf b meliputi:

a.

kegiatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan
Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yvang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

kegiatan yang diizinkan terbatas terdiri dari:
1. rumah tunggal dan rumah kopel merupakan kegiatan yang diizinkan

dengan ketentuan dibatasi oleh jumlahnya dan dibatasi luasannya;

2. lapangan olah raga, gedung serba guna, balai pertemuan dan
pameran, lapangan parkir umum merupakan kegiatan yang diizinkan
dengan ketentuan dibatasi luasannya;

3. jalur pejalan kaki, lapangan dan tempat parkir merupakan kegiatan
vang diizinkan dengan ketentuan dibatasi jam operasinya dan
dibatasi luasannya; dan

4. rumah dinas, rumah dinas karyawan swasta, rumah dinas pns,
warung/ toko, toko makanan dan minuman, toko buku dan alat tulis
merupakan kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan dibatasi jam

operasinya dan dibatasi luasan kavlingnya,

kegiatan yang diizinkan bersyarat, berupa Pameran di Ruang Terbuka,
Pos Jaga Polisi, Kantor Praktisi Medis, Dokter Gigi & Praktek Ahli
Kesehatan, Jasa Perkantoran/ Kantor Pusat Perusahaan/ Perwakilan,
RTNH merupakan kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan wajib
menyediakan parkir sesuai standar dan wajib menyediakan prasarana
pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan

kegiatan wvang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan
Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan ...
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(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona SPU Skala

Kecamatan dengan kode SPU-2 meliputi:

a.

c.

KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen di jalan arteri, 80 (delapan
puluh) persen di jalan kolektor, 80 (delapan puluh) persen di jalan lokal,
serta 80 (delapan puluh) persen di persen di jalan lingkungan;

KLB maksimum 1,6 (satu koma enam) di jalan arteri, 1,6 (satu koma
enam) di jalan kolektor, 1,6 (satu koma enam) di jalan lokal, serta 1,6
(satu koma enam) di jalan lingkungan; dan

KDH minimal 10 (sepuluh) persen;

(3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan
kode SPU-2 meliputi:

a.
b.

c.

GSB minimal 3 (tiga) meter;

ketinggian maksimal 8 (delapan) meter; dan

tampilan bangunan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian
lingkungan sekitar, dengan bangunan kokoh, dan menunjukkan
karakter khas daerah.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Sub-Zona SPU Skala

Kecamatan dengan kode SPU-2 meliputi:

a.

b.

jalur pejalan kaki;

sarana RTH sebesar 10% dari luas kavling dengan tambahan
penggunaan pot-pot tanaman atau tanaman dinding (RTH vertikal);
RTNH berupa trotoar dari halaman yang diperkeras scbagai pelataran
parkir; dan

utilitas perkotaan, terdiri dari:

1. badan jalan minimal memiliki perkerasan 7 m sehingga dapat dilalui
mobil pemadan kebakaran;

2. jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota;
3. jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota;

4. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menvatu dengan sistem
kota;

5. jaringan sanitasi menggunakan sistem off site;
6. hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai

jarak maksimal 200 m antar hidran;

7. tiap ...
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7. tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap
sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik); dan
8. jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka

hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

Pasal 74

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona SPU Skala
Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
huruf ¢ meliputi:

a. kegiatan vang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan
Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yvang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. kegiatan yang diizinkan terbatas terdiri dari:

1. Rumah Tunggal merupakan kegiatan yang diizinkan dengan
ketentuan dibatasi oleh jumlahnya dan dibatasi luasannya;

2. Taman Kelurahan, Jalur Pejalan Kaki, Lapangan dan Tempat parkir
merupakan kegiatan vang diizinkan dengan ketentuan dibatasi jam
operasinya dibatasi luasannva;

3. Rumah Kopel, Rumah Dinas, Rumah Dinas Karyawan Swasta,
Rumah Dinas PNS, Warung/Toko, Toko Makanan dan minuman,
Toko Buku dan Alat Tulis merupakan kegiatan vang diizinkan dengan
ketentuan dibatasi jam operasinya dan dibatasi luasan kavlingnya;
dan

4. lapangan olah raga, Gedung serba guna, Balai pertemuan dan
pameran, Lapangan parkir umum merupakan kegiatan yang
diizinkan dengan ketentuan dibatasi luasannya,

¢. kegiatan yang diizinkan bersyarat, berupa kegiatan Pameran di Ruang
Terbuka, Pos Jaga Polisi, Kantor Praktisi Medis, Dokter Gigi & Praktek
Ahli Kesehatan, Jasa Perkantoran/ Kantor Pusat Perusahaan/
Perwakilan, RTNH merupakan kegiatan yang diizinkan dengan
ketentuan wajib menyediakan parkir sesuai standar dan wajib
menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai  ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

d. kegiatan yang tidak diizinkan, tercantum Tabel Ketentuan Kegiatan dan
Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

{2) Ketentuan ...
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(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona SPU B8Skala

Kelurahan dengan kode SPU-3 meliputi:

d.

C.

KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen di jalan arteri, 80 (delapan
puluh) persen di jalan kolektor, 80 (delapan puluh) persen di jalan lokal,
serta 80 (delapan puluh) persen di jalan lingkungan;

KLE maksimum 1,6 (satu koma enam) di jalan arteri, 1,6 (satu koma
enam) di jalan kolektor, 1,6 (satu koma enam) di jalan lokal, serta 1,6
(satu koma enam) di jalan lingkungan; dan

KDH minimal 20 (dua puluh) persen.

(3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode
SPU-3 meliputi:

a.
b.

c.

GSB minimal 3 (tiga) meter;

ketinggian maksimal & (delapan) meter; dan

tampilan bangunan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian
lingkungan sekitar, dengan bangunan kokoh, dan menunjukkan

karakter khas daerah.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Sub-Zona Sarana

Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 meliputi:

al

b.

jalur pejalan kaki;

sarana RTH sebesar 10% dan luas kavling dengan tambahan
penggunaan pot-pot tanaman atau tanaman dinding (RTH vertikal);
RTNH berupa trotoar dari halaman yang diperkeras sebagai pelataran
parkir; dan

utilitas perkotaan, terdiri dari:

1. badan jalan minimal memiliki perkerasan dan dapat dilalui mobil

pemadan kebakaran;
2. jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota;
3. jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota;
4. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem

kota;

th

jaringan sanitasi menggunakan sistem off site;
6. hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai
jarak maksimal 200 m antar hidran;

7. nap ...
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7. tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap

sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik); dan

8. jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka

hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

Paragraf 10

Aturan Dasar Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 75
Aturan dasar Zona Perdagangan Dan Jasa dengan kode K sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3] huruf j meliputi:
a. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode
K-1; dan
b. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.

Pasal 76

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perdagangan
Dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 75 huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan
Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI vang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. kegiatan yang diizinkan terbatas terdiri dari:

1. Rumah tunggal diizinkan dengan ketentuan dibatasi jumlah, luas,

jam operasional;

2. Rumah kopel, rumah deret, rumah menengah, rumah mewah, rumah
adat, ruko, warung/ toko, lapangan diizinkan dengan ketentuan

dibatasi luas, jam operasional; dan

3. sarana peribadatan (masjid, gereja, dll), mushola diizinkan dengan

ketentuan dibatasi luasnya,

c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, terdiri dari:

1. Pasar ...




- 80 -

1. Pasar tradisional, pasar lingkungan, penvaluran grosir, pusat
perbelanjaan, supermarket, mall, plaza, klinik kesehatan rawat luar,
klinik dan rumah sakit hewan, kebun binatang, dan tempat
pelelangan ikan diizinkan dengan syarat memiliki dokumen analisis
dampak lingkungan dan dokumen lingkungan, dokumen analisis
dampak lalu lintas, menyediakan parkir sesuai standar, serta
menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

2. Leundry diizinkan dengan syarat memiliki dokumen analisis dampak
lingkungan dan dokumen lingkungan;

3. SPBU, Stasiun pengisian bahan bakar, diizinkan dengan syarat
memiliki dokumen analisis dampak lingkungan dan dokumen
lingkungan dan dokumen analisis dampak lalu lintas;

4. BTS, diizinkan dengan syarat memiliki dokumen analisis dampak
lingkungan dan dokumen lingkungan dan menyediakan prasarana
pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

5. RTNH, diizinkan dengan syarat menvediakan parkir sesuai standar,
serta menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,

d. kegiatan vang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan

Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI vang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perdagangan Dan
Jasa Skala Kota dengan kode K-1 meliputi:

a. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen di jalan arteri, 80 (delapan
puluh) persen di jalan kolektor, 80 (delapan puluh) persen di jalan lokal,
serta 80 (delapan puluh) persen di jalan lingkungan;

b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat) di jalan arteri, 2,4 (dua koma
empat) di jalan kolektor, 2,4 (dua koma empat) di jalan lokal, serta 2,4
(dua koma empat) di jalan lingkungan; dan

¢. KDH minimal 10 (sepuluh) persen;

(3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala Kota
dengan kode K-1 meliputi:

a. GSB ...
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(1)
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GSB minimal 8 (delapan) meter;
ketinggian maksimal 12 (dua belas) meter;
JBB minimal 2 (dua) meter; dan

tampilan bangunan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian

lingkungan sekitar, dengan bangunan kokoh;

Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Sub-Zona Perdagangan

Dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 meliputi:

a+

b.

sarana RTH sebesar 10% dari luas kavling;

fasilitas pendukung seperti tempat parkir, terminal atau pangkalan
untuk pemberhentian kendaraan, pos keamanan, sistem pemadam
kebakaran, mushola/ tempat ibadah

jalur pejalan kaki menggunakan trotoar vang ada dan bagian dari
jalaman, dilengkapi lampu penerangan jalan dan jalur hijau;

RTNH berupa trotoar dan halaman vang diperkeras;

utilitas perkotaan seperti jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan
listrnik, jaringan telekomunikasi, jaringan persampahan, jaringan
drainase, dan jaringan sanitasi;

hidran umum disediakan di depan bangunan dengan jarak antar hidran
maksimal 200 meter;

jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka

hijau serta SPU terdekat; dan

fasilitas pendukung berupa sarana peribadatan.

Pasal 77

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perdagangan dan

Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75

huruf b meliputi meliputi:

a.

kegiatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan
Penggunaan Lahan pada Lampiran XVl yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

kegiatan yvang diizinkan terbatas terdiri dari:

1. Rumah tunggal diizinkan dengan ketentuan dibatasi jumlah, luas,

jam operasional;

2. Rumah ...
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2. Rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah,
rumah mewah, rumah adat, ruko, warung/ toko, lapangan diizinkan
dengan ketentuan dibatasi luas, jam operasional; dan

3. sarana peribadatan (masjid, gereja, dll), mushola diizinkan dengan
ketentuan dibatasi luasnya,

c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, terdiri dari:

1. pasar tradisional, pasar lingkungan, penyaluran grosir, pusat
perbelanjaan, supermarket, mall, plaza, klinik kesehatan rawat luar,
klinik dan rumah sakit hewan, kebun binatang, dan tempat
pelelangan ikan diizinkan dengan syarat memiliki dokumen analisis
dampak lingkungan dan dokumen lingkungan, dokumen analisis
dampak lalu lintas, menyediakan parkir sesuai standar, serta
menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

2. laundry diizinkan dengan syarat memiliki dokumen analisis dampak

lingkungan dan dokumen lingkungan;

3. SPBU, Stasiun pengisian bahan bakar, diizinkan dengan syarat
memiliki dokumen analisis dampak lingkungan dan dokumen
lingkungan dan dokumen analisis dampak lalu lintas;

4. BTS, diizinkan dengan syarat memiliki dokumen analisis dampak
lingkungan dan dokumen lingkungan dan menyediakan prasarana
pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

5. RTNH, diizinkan dengan syarat menyediakan parkir sesuai standar,
serta menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan,

d. kegiatan yvang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan
Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perdagangan Dan

Jasa Skala SWP dengan kode K-3 meliputi:

a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen di jalan arteri, 60 (enam puluh)

persen di jalan kolektor, 60 (enam puluh) persen di jalan lokal, serta 60

(enam puluh) persen di jalan lingkungan;

b. KLB ...




b.

i
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KLB maksimum 2 (dua) di jalan arteri, 2 (dua) di jalan kolektor, 2 (dua)
di jalan lokal, serta 2 {dua) di jalan lingkungan; dan

KDH minimal 10 (sepuluh) persen;

(3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala SWP

dengan kode K-3 meliputi:

a.
b.
C.

d.

GSB minimal 3 (tiga) meter;

ketinggian maksimal 8 (delapan) meter;

JBB minimal 3 (tiga) meter; dan

tampilan bangunan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian

lingkungan sekitar, dengan bangunan kokoh.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Sub-Zona Perdagangan

Dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 meliputi:

a.

b.

RTH sebesar 10% dari luas kavling;

fasilitas pendukung seperti tempat parkir,

jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada dan bagian darn
jalaman, dilengkapi lampu penerangan jalan dan jalur hijau;

RTNH berupa trotoar dan halaman vang diperkeras;

utilitas perkotaan seperti jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan
listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan persampahan, jaringan
drainase, dan jaringan sanitasi;

hidran umum disediakan di depan bangunan dengan jarak antar hidran

maksimal 200 meter:

jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka
hijau serta SPU terdekat; dan

fasilitas pendukung berupa sarana peribadatan.

Paragraf 11
Aturan Dasar Zona Perkantoran

Pasal 78

{1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Perkantoran dengan

kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf k meliputi:

a. kegiatan ...
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a. kegiatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan
Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. kegiatan yang diizinkan terbatas terdiri dari:

1. kegiatan rumah sederhana, rumah menengah, pertokoan, jasa
lembaga keuangan, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa travel
dan pengiriman barang, jasa kursus, jasa pemasaran properti, studio
keterampilan, mushola, gedung serba guna, balai pertemuan dan
pameran, pusat informasi lingkungan, lembaga sosial/organisasi

kemasyarakatan, diizinkan dengan dibatasi luasannya;

2. jasa penyediaan ruang pertemuan, sarana peribadatan (masjid,
gereja, dll), diizinkan dengan dibatasi jumlah dan luasannya; dan

3. lapangan diizinkan dengan dibatasi jam operasional dan luasannya,

c. kegiatan yvang diizinkan bersyarat, terdiri dari:

1. SPBU, stasiun pengisian bahan bakar duzinkan dengan syarat
memiliki dokumen analisis dampak lingkungan dan dokumen
lingkungan dan dokumen analisis dampak lalu lintas Studio radio
dan TV, pameran di ruang terbuka, fasilitas rekreasi swasta, RTNH,
diizinkan dengan syarat menyediakan parkir sesuai standar, serta
menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

2. klinik kesehatan rawat luar, klinik dan rumah sakit hewan, diizinkan
dengan syarat memiliki dokumen analisis dampak lingkungan dan
dokumen lingkungan, dokumen analisis dampak lalu lintas,
menyediakan parkir sesual standar, serta menyediakan prasarana
pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

3. gudang sembako dan makanan, Gudang gas, diizinkan dengan syarat
memiliki dokumen analisis dampak lingkungan dan dokumen
lingkungan; dan

4. BTS, diizinkan dengan syarat dokumen analisis dampak lingkungan
dan dokumen lingkungan dan menyediakan prasarana pendukung

kegiatan sesual ketentuan peraturan perundang-undangan,

d. kegiatan ...




d.
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kegiatan vang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan
Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada 85ubzone perkantoran (KT)

(3)

(4)

meliputi:

a.

C.

KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen di jalan arteri, 70 (tujuh
puluh) persen di jalan kolektor, 60 (enam puluh) persen di jalan lokal,
serta 60 (enam puluh) persen di persen di jalan lingkungan;

KLB maksimum 2,4 (dua koma empat) di jalan arteri, 2,1 (dua koma
satu) di jalan kolektor, 1,8 (satu koma delapan) di jalan lokal, serta 1,8
(satu koma delapan) di jalan lingkungan; dan

KDH minimal 10 (sepuluh) persen.

Ketentuan tata bangunan pada Zona Perkantoran dengan kode KT meliputi:

a
b.

o

i

GSE minimal 2 (dua) meter;
Ketinggian maksimal 12 (dua belas) meter; dan
JBE minimal 2 (dua) meter;

Tampilan bangunan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian
lingkungan sekitar, dengan bangunan kokoh, dan menunjukkan

karakter khas daerah.

Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Zona Perkantoran dengan

kode KT meliputi:

L]

Sarana RTH minimal 10% dari luas kavling;

RTNH berupa lapangan upacara dan/atau taman, tempat parkir minimal
30% luas lantai kegiatan

Utilitas perkotaan seperti jaringan jalan minimal jalan lokal primer,
Jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan
persampahan, jaringan drainase dan jaringan sanitasi ;

Fasilitas pendukung berupa Pos keamanan, RTH, lapangan upacara
dan/taman, tempat parkir (minimal 30% luas lantai kegiatan), mushola;
dan

Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka

hijau serta SPU terdekat.

Paragraf ...
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Paragraf 12
Aturan Dasar Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 79

Aturan dasar Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 ayat (3) huruf 1 meliputi:

a. Aturan dasar Sub-Zona Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3; dan

b. Aturan dasar Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.

Pasal 80

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Instalasi

Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 79 huruf a meliputi:

.

kegiaian vang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan
Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

kegiatan yang diizinkan terbatas berupa kegiatan jalur pejalan kaki
diizinkan dengan batasan luas;

kegiatan yang diizinkan bersyarat, berupa kegiatan RTNH, diizinkan
dengan syarat wajib menyediakan tempat parkir sesuai standar, serta
wajib menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

kegiatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan
Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Instalasi

Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3 meliputi:

a,

KDB maksimum 30 (tiga puluh) persen di jalan kolektor, 30 (tiga puluh)
persen di jalan lokal, serta 30 (tiga puluh) persen di persen di jalan
lingkungan;

KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga) di jalan kolektor, 0,3 (nol koma tiga)
di jalan lokal, serta 0,3 (nol koma tiga) di jalan lingkungan; dan

KDH minimal 20 (dua puluh) persen;

(3) Ketentuan ...
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(3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum

dengan kode PL-3 meliputi:

a.

GSB minimal 5 (lima) meter;
ketinggian maksimal 4 (empat) meter;
JBBE minimal 3 (tiga] meter; dan

tampilan bangunan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian
lingkungan sekitar, dengan bangunan kokch, dan sesuai karakter
daerah.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum Sub-Zona Instalasi Pengolahan

Air Minum dengan kode PL-3 meliputi:

a.+

jalur Pejalan Kaki berupa jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang

pinggir sungai; dan

b. utilitas & Prasarana berupa bangunan untuk kepentingan kegiatan.

Pasal 81

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Pergudangan

dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b meliputi:

a.

kegiatan yang dizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan
Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

kegiatan yang diizinkan terbatas meliputi RTH pekarangan, asrama atau
pondok pekerja, guest house;

kegiatan yang diizinkan bersyarat, terdiri atas hutan kota, taman kota,
taman lingkungan, industri, penelitian, ruang terbuka non hijau,
pergudangan, transportasi, perumahan, pertahanan kemananan dan
sarana prasarana pendukung industri; dan

kegiatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan
Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimum 60%

(enam puluh persen), KLB maksimum 2,4 (dua koma empat), KDH minimal

40% (empat puluh puluh persen).

(3) Sarana ...




(3)

(1)

(2)

(3)
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Sarana prasarana paling sedikit meliputi Jalan dalam kawasan, lampu
penerangan, rambu-rambu peringatan dan arahan, jalur pejalan kaki, lahan
parkir, lahan bongkar muat barang, pengolahan sampah, pengeolahan
limbah, pengolahan air bersih, instalasi listrik, telekomunikasi, proteksi

kebakaran, area evakuasi bencana dan RTH.

Paragraf 13
Aturan Dasar Zona Transportasi

Pasal 82

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Transportasi dengan kode
TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf m meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penyediaan,
pemeliharaan, pemerataan scbaran dan peningkatan kualitas zona
transportasi vang tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan
Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;

b. kegiatan yang diizinkan terbatas meliputi: musholla, asrama atau
pondok pekerja, jalur pejalan kaki, pulau atau median jalan, RTH
pekarangan;

c. kegiatan yang diizinkan bersyarat perdagangan dan jasa, fasilitas umum
dan fasilitas sosial, perumahan dengan pengendalian dan pembatasan
bangunan baru, kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan
vang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan

d. kegiatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan
Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Intensitas pemanfaatan Ruang meliputi KDB paling besar 60% (enam puluh
persen), KLB paling besar 2,4 (dua koma empat), dan KDH paling sedikit
20% (dua puluh persen).

Penyediaan sarana dan prasarana paling sedikit berupa fasilitas pendukung
dan infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan transportasi, termasuk
Ruang parkir, fasilitas intermoda dan TPS.

Paragraph ...
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Paragraf 14
Aturan Dasar Zona Pertahanan dan Kemanan

Pasal 83

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Pertahanan Dan

Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3)

huruf n meliputa:

a.

kegiatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan

Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

kegiatan yvang diizinkan terbatas terdiri dari:

1. kegiatan ruko, warung/ toko, tocko makanan dan minuman, toko
kelontong, diizinkan dengan ketentuan dibatasi jumlahnya dan luas
kavling sesuai dengan standar yang berlaku;

2. kegiatan fasilitas pendarataan holikopter, diizinkan dengan
ketentuan dibatasi jam operasional, dibatasi luas dalam Blok, serta

dibatasi luas kavling sesuai dengan standar yvang berlaku;

3. kegiatan halte, balai pengobatan, dokter umum, dokter spesialis,
poliklinik, balai klinik, apotek, sarana peribadatan (masjid, gereja,
dll), dan jalur pejalan kaki duzinkan dengan ketentuan dibatasi luas
dalam Blok;

4. kegiatan mushola diizinkan dengan ketentuan dibatasi jumlah dan
luasan dalam Blok; dan

5. kegiatan lapangan olahraga diizinkan dengan ketentuan dibatasi luas
kavling.

kegiatan yang diizinkan bersyarat, berupa kegiatan RTNH diizinkan
dengan syarat wajib menyediakan parkir sesuai standar, serta wajib
menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

kegiatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan
Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona Pertahanan Dan

Keamanan dengan kode HK meliputi:

a. KDB ...




a.

O

KDB maksimum 60 (enam puluh) persen di jalan kolektor;

b. KLB maksimum 1,2 {satu koma dua) di jalan kolektor; dan

.

KDH minimal 10 (sepuluh) persen.

(3) Ketentuan tata bangunan pada Zona Pertahanan Dan Keamanan dengan

kode HK meliputi:

a.
b.
C.

d.

GSB minimal 15 (lima belas) meter;

ketinggian maksimal 8 (delapan) meter;

JBB minimal 5 (lima) meter; dan

tampilan bangunan kokoh, dan sesuai karakter daerah.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum Zona Pertahanan Dan

Keamanan dengan kode HK meliputi:

a.

b.

jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada;

sarana RTH sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari luas kavling dengan

tambahan penggunaan pot-pot tanaman atau tanaman dinding (RTH

vertikal);

RTNH berupa trotoar dari halaman yang diperkeras sebagai pelataran

parkir;

utilitas perkotaan, terdiri dari:

l.

badan jalan minimal memiliki perkerasan 7 m (tujuh meter) sehingga

dapat dilalui mobil pemadan kebakaran;

. jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota;
. jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota;

. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem

koa;

. jaringan sanitasi menggunakan sistem off site;

. hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai

Jarak maksimal 200 m (dua ratus meter) antar hidran;

. tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap

sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik); dan

. jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka

hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

Bagian ...
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Bagian Kelima

Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 84

(1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berupa Zona Pengendali

(2)

(1)

Pertumbuhan dengan kode k diberikan Pemerintah Daerah dalam bentuk
peningkatan luas lantai atau KLB dan diarahkan pada Zona Perumahan
Kepadatan Tinggi Dengan kode R-2 di SWP C Blok C.2 dan C.5 serta SWP D
Blok D.2.

Penggunaan/pemanfaatan ruang di TPZ zona pengendalian pertumbuhan

sebagaimana dimaksud ayat (7) dengan ketentuan:

a. menyediakan jalur pejalan kaki menerus dan menyediakan prasarana/
jalur evakuasi bencana;

b. melaksanakan penataan dan penertiban sempadan sungai untuk lokasi-
lokasi yang mengalami banjir/genangan;

c. pembangunan, operasi, dan pemeliharaan prasarana dan sarana
pengendalian banjir yang rentan terhadap bencana;

d. peningkatan kapasitas (capacity building) dalam disaster risk
management;

e. pembangunan prasarana early waming system untuk antisipasi
bencana;

f. penyusunan dan pemutakhiran NSPK untuk disaster risk management
sumber daya air; dan

g. pengurangan risiko terganggunya fungsi jalan yang bersumber pada

dampak banjir.

BAE VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 85

Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di

daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.

(2) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam avat (1)

terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi dan tokoh

masyarakat.

{2) Forum ...




(3)

(4)

(1)

(2]

(3)

(4)

(3)
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Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
oleh Bupati.
Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan, susunan keanggotaan, tugas,

fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86

Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang WP Perkotaan Sangatta adalah 20
(dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima)
tahun.

Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjaun kembali
Rencana Detail Tata Ruang WP Sangatta dapat dilakukan lebih dari 1 (satu)

kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2]

berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan,

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-
undang;

c. perubahan batas daerah yvang ditetapkan dengan undang-undang; atau

d. perubahan kebijakan nasional bersifat strategis.

Perubahan kebijakan nasional vang bersifat strategis sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali

Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Perkotaan Sangatta dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diterbitkan berdasarkan kriteria:
a. penetapan kebijakan nasional yvang bersifat strategis dalam peraturan

perundang-undangan;

b. renicana ...




(6)

(7)

=03 -
b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional;
dan/atau
c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Sangatta dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Apabila terdapat kawasan hutan yang belum disepakati pada saat peraturan
bupati ini ditetapkan, maka rencana struktur ruang dan pola ruang
disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan keputusan

menteri yang mebidangi kehutanan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal &7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

4.

izin pemanfaatan ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku

sesuai dengan masa berlakunya;

pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Sangatta yang diselenggarakan
tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan
ketentuan peraturan bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan

peraturan bupati ini;

izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunva dan akan

diperpanjang, ditindak lanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR; dan

1zin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan
ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan untuk yang sudah
dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan
penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin
yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul
sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian vang

layak.

BAB ...
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua pemanfaatan ruang vang
tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata

ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.

Pasal 89

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 8 Juni 2022
BUPATI KUTAI TIMUR,

3

ARDIANSYAH SULAIMAN
Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 9 Juni 2022
SEKRET. AERAH
KABUPATEN RUTAI TIMUR

i

RIZALI HADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 23

¥




LAMPIRAN XVIl PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
HKAWASAN PERKOTAAN SANGATTA

TABEL INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

No ‘Zona

Bub Zono

Kode

KDB Maksimum (%)

KLB Maksimum

Fungul Jalan_

Fungsl Jalan

Kaolektor

Lokal

Lingkungan

Holoktor

Lokal

Lingkungan

Ketingglan

ngunin

(lantal)

(%)

ZONA LINDUNG

1 Long Badan Adr

Badan Air

2% 5%

5%

.05

0,05

0,05

Hanva diperholehkan
hangunan sarang
yvang mendukung

| Tungst sempadan

sUNgai, banguan
prasprana lalu lintas
air dan bangunan
pengambilan,
pembuangan air, serta
sarana pergendal
sungai, diperbolehkan
bersyarat kegiatan
lain yang dapat
memperkuat fungsi
perlindungan
kawasan sempadan
sungai,

Zona
2 Perlindungan
Setempat

Perlindungan
Serempat

1O,

0.1

0.1

A

Hanya diperbolehiloan
bangunan sarana
yang mendukung
fungsi sempadan
sungai, bangunan
prasorana lalu lintas
alr dan bangunan
pengambilan,
Pembeergan mlt, Seri
sarana pengendali
sungai, diperbolehlan
hersvarat kegistan
lain vang dapat
memperkuatl fungsi
perlindungan
lkawasan sempadan
SUTEAL




KLB Maksimum

: : Fungsl Jalan nngsl Jalan I'IIE. wnm ~ KDH
No Zona Bub Zona Kode _ ¥ i Makslmuam Minimum Heterangan
Kolektor | Lokal | Lingkungan | Kolektor | Lokal | Lingkungan (lantal) (%)
Fasilitas yang halch
dibangun adalah
; : . mushola, toilet,
Rimba Kota RTH-1 1 0% 10%% 102 0.2 0.2 0. 2 G0%%, perpustakasn, dan
Iasilitas pendulung
lainnyva
Fasilitas vang boleh
dibangun adalah
T K RTH-2 10% 10% 10% 0.2 0.2 5 , | mushola, toilet,
‘mnan Kota 0.2 2 GOy perpuistad “Man
fasilitas pendukung
T lainnya
; Fosilitas vang boleh
3 %Dntf i:ua}lli'g dibangun adalah
erbuki Hiau Taman , ahola, toilet
_ " 0 . ; i ; T
S AR RTH-3 L% 1% 10 il 0.1 1 1 0% perpustakaan, dan
fasilitas pendukung
== lainnya
Fasilitas yang boleh
dibangun adaluh
Taman - ol toilet
o 0 : i ] ms ¥ '
Kehirghan RTH-4 105 10 10%s 0.1 0.1 0.1 1 Q0% perpustakaan, dan
fasilitas pendukung
lainnva
Fasilitas vang bolel
o dih 1 ocladat
RTH-7 10% 10% 10% 0.1 : ; ! RnEY
Pemakaman o 0.1 0.1 1 Q0% fasilitas pendulutig
pemakamian
Jalur Hijau RTH-8 10%% 10% 10% 0.1 o1 0.1 . a0%
Zona Taman .
4 Konservasi MNasional ™ 10% 10% 10% 0.1 0.1 0.1 1 %
#ona Ekosistenm | Elkosistem ; ’ .
5 Kiingrove i o EM bl 20M% 20% 0.2 0.2 0.2 b B0
A BUDIDAYA
6 _";:;‘E:im"*“ Badsn Jalan BJ 5% 5% 59 0.1 0.1 0.1 1 10%




KDB Maksimum (%) KLB Maksimum
No Zona Bub Zona HKoda : Minlmum Heterangan
Kolektor | Lokal | Lingkungan | Kolektor | Lokal | Lingkungan (%)
Zona Perkebunan
5 Perkebunan Rakyat KR 10" 10% 1% .1 0.1 01 0%
Rakyat
Perikanan i
i Zona Pertkunan Budidaya 1K-2 207 20% 20™%G 0.2 0.2 12 B
Lona Pertambangan £ & i
7 Periambangan Batubara BR 50% L Gkl 14 kA ket 20%
Zona :
8 | Pembangkit Sy PTL 50% 50% 50% 1.4 1.4 1.4 50%
Tenaga Listik o e
Fona Kawasan Kawasan
Peruniukan Peruntukan KkP1 0% Gk a0% I8 1.8 1.8 20
Industri Industri
o
8 Zona Poariwisata | Pariwisata w B0 G0% 60 4.8 4.8 4.8 40%
o Wajib memiliki bagian
atas bangunan
Perumahan froofop) terluka
Kepadatan K2 BO% B B 1.6 1.6 1.6 10% untuk evakuasi
Tinggi sementara khussnya
di wilayah rawan
11 Fona bencana bangir
Perumahan Wajib memiliki bagian
atas bangunan
Perumahan froaftopd terbula
Kepadatan R3 TO% T T, L4 1.4 1.4 1% untuk evakuasi
Sedang sementara khusasnya
i wilavah rawan
bencaie bajir
ELB dan ketinggian
P — hm'.g;u_imn dapat
12 | Pelayanan SPU skala kota | SPU-J 70% 0% 70% 2.8 2.8 2.8 low | Swelobii Ketentiin
Liaison SCPANjATE SesU1a
kelayakan persyaratan
bangunan gedung




Bub Zona

KDB Malsimum (%)

Fungsi Jalan

Kolektor

Lolkal

Wottaiila
(lantai)

Minimum
(%)

it-blunnn

SPU sknla
kecamatan

T

T0%

T0%

1.4

14

10%%

KLE dan ketinggian
bangurian dapat
milehihi ketentuan
BEPHNJHATLE BCR1LAT
kelayakan persyaratan
bangunan pedung

SPU Kelurahan

SPuU-a

T

plH

T

1.4

104%

KLB dan ketinggian
bangunan dapat
melehini ketentian
sepanjang sesuai
kelayakan persyaratan
banngunan gedung

13

Zana

Ferdagangan
dan Jasn

Perdagangan
dan Jasa Skala
Kota

k-1

6%

LELLE

LE

2.8

28

2.8

20

* = Ketingigan
hangunan malksimum
bangunan pada jalan
kolektor maksimal 4
lantad, jalan lokal 3
lantai dan jalan
lingkungan 2 lontad.

Perdagingan
dan Jasa Skala
SwWp

K-3

80%

B0%

8090

24

2.4

10%%

* = Ketinggian
bangunan maksimum
bangunan pada jalan
kolektor maksimal 4
laretad, yalan lokal 3
lantai dan jalan
lingkungan 2 lantai,

Fona
Perkantoran

Perkanioran

KT

TO%

Tl

Ton

3.2

dnz

4.2

1%

Sesunl Ketentuan
Urnium Peraturan
Zonasi: diperbolehloan
pembangunan
perkantoran
pemerintaban, adanya
kegiatan pelavanan
WML Vang
komplementer
terhadap kegiatan
perkantoran,
diperbolehkan adanya
kegiatan komersial
terbatas, disvaratkan
pembangunan dengan
KB maksimum 40%
fempat puluh persen).




KDB Maksimum (%) KLB Maksimum i
No Zona - Bub Zona Kode Maksimum | Minimum Heterangan
Kolektor | Lokal | Lingkungan | Kolektor | Lokal | Lingkungan (lantaf) (%)
Zona Instalas:
_ | Peruntukan Penpolahan Afr PL-3 G0 BO% 60% B 12 1.2 2 20%
15 | Lainnya Minum ([[PAM)
| Pﬂgudungan ___PL-E GG GO%% G095 1.2 1.2 1.2 4 2% -
| dona . ‘ V y ;
16 | Transportasi Transporiasi ™ TG T TO% 2.1 2.1 2.1 2 L0,
| (TR}
[ Pergudangan
| senjata/ pelurn
| maupun kegiatan
latiban tembak-
menembak dan
sejenisnva harus
dilengkap pengaman.
Ketentuan teknis
Fana T bangunan pertahanan
17 | Pertahanan dan | =080 HIG 70% 0% 70% 2.1 2.1 2.1 2 1% | 9an keamanan dapat
Keamanan (HE) melebiht Ketentuan
| sealal dengan
| ketentuin bangunan
pertahanan dan
kenmanan yang diatur
dengan peratiran
perundangan serta
memperhatikan
persyaratan bangunan
gedung

BUPATI KUTAI TIMUR,




LAMPIRAN XVIIl PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
HAWABAN PERKOTAAN BANGATTA

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

¥o Zank Sub Zona Kode GSB Min (m) ﬂnﬂthtt:l'lm!in TB Maks
K [ &t |k | samping | Belkang | m) | b
ZONA LINDUNG
1 | Zona Badan Air Badan Air Ba # g u £ 2 = .
2 | Zona Perlindungan Setempat Perlindungan Setempat Eg. . | T 3.35 1.5 - ‘ - -
Rimba Kota RTH-1 7 335 | 1.8 - - g 2
Taman Kota RTH-2 7 325 | 1.8 = . 2] n
3 | Zona Ruang Terbuka Hijan Taman kecarnatan RTH-3 7 3.25 1.8 _E = 4 1
Taman Kelurahan RTH-4 T 3.25 1.8 = = 4 |
Pemakaman RTH-T 7 3.25 1.8 = = 1 4 1
Jalur Hijau RTH-8 - - - - - . -
4 | Zona Konservasi - Taman Nasional TN - . - - - & A
4 | Zona Ekosistem Mangrove Ekosistem Mangrove EM 3 3.25 1.8 - - 8 s
ZONA BUDIDAY A
5 | Zona Badan Jalan Badan Jalan BJ - - - - - 4 1
& | Zona Perkebunan Rakyat Perkebunan Rakyat KR 7 325 | 1.8 . . |
7 | Zona Perikanan Perikanan Budidaya [-2 7 325 | 1.8 < = 8 2
8 | Zona Pertambangan Pertambangan Batubara BR i 3.25 % 4 4 16 4q
9 | Zona Pembangkit Tenaga Listik Pembangkit Tenaga Listik PTL 7 3.25 - 4 4 12 3
10 Ez:::sﬁ?w“““ Heytn i Kawasan Peruntukan Industri KF1 7 3.95 1.8 4 @ 12
11l | Zona Pariwisala | Pariwisata W 7 3.25 1.8 2 2 i6 4




GSB Min (m)

Jarak Bebas (JB)
Antar Bangunan Min

(m)

‘Samping

(m)

(Lt)

Tampilan
Bangunan

12

Zona Perumahan

Perumahan Kepadatan Tinggi

R2

3.25

1.8

1.5 1.5

lG

Ketentuan
arsiteltural
bebas, dengan
catatan tidak
bertabrakan
dengan arsitektur
tradisional
setemnpat seria
tetap
memperhatikan
keindahan dan
kescrasian
lingkungan
gokitar,

Perumehan Kepadatan Sedang

3.25

1.8

1.5 1.5

16

Warna
bangunan, bahan
bangunan,
tekstur
bangunan, tidak
diatur mengikat

13

Zona Sarana Pelayanan Umum

SPU skaln kota

SPU-1

T3.25

16

SPU skala kecamatan

SPU-2

3.25

SPU Kelurahan

SPU-3

.25

1.8

Sesuai ketentuan
tampilan masing-
MASINE
bangunan sarana
pelavanan umum
yang berlaku

14

Fong Perdagengan dan Jasa

Perdagangan dan Jasa Skala
Kota

k-1

3.25

1.5 1.5

16

Ketentuan
arsitekoural

_bebas,

Perdagangan dan Jasa Skala
SWP

-3

.25

16

Ketentuan
arsitelitural
bebas.

15

Zona Perkantoran

Perkantoran

KT

3.25

1.8

16

Sesuail ketentuan
tampilan
bangunan
perkantoran vang
bertaku




i g s ot o fm) Beagsain
K L | Link | SBamping | Belakang | (m) (Lt)
Instalasi Pengolahan Air
. Minum [IPAM) Pi-3 % 523 % 4 4 2
16 | Zona Peruntukatn Lainnya T Dapat distur
S Pergudongan PL-6 i 3.25 - 3_"_ 3 19 : | tersendiri
17 | Zona Transportasi (TR) | Transportasi TR ¥ 3.25 1.8 2 | 9 8
' Sesuai ketentuan
tampilan
18 | Zona Pertahanan dan Keamanan | b iop0nan dan Keamanan HK 7 | 325 | 18 2 2 8 g | Desgunan
(HEK] pertahanan dan
i keamanan vang
- S . berlaku
Keterangan :
K = Kolektor
L. = Lokal
Link = Lingkungan
m = meter
Lt = lantai

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN




LAMPIRAN X1X PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
HAWASAN PERKOTAAN SANGATTA

TABEL KETENTUAN SARANA PRASARANA MINIMUM

No Zona Sub Zona Kode Prasarana Minimal Sarana Minimal
ZONA LINDUNG
1 | Zona Badan Air Badan Air BA
g | #ona Perlindungan Perlindungan pg
Setempat Setempat
Rimba Kota RTH-1
Jaringan Jalan; Tempat parkir umum,;
Prasarana parkir; Tempat hermain;
Alsesibilitas untuk difabel; Pos keamanan;
kegiatan  vang  diperkenankan  harus
menyediakan aksesibilitas untuk difabel
berups  pintu masuk/keluar, koridor, y ;
tangga, ramp, kamar mandi, arca parklr Toilet wmum;
Taman Kota RTH-2 vang disertai dengan pemberian tanda
atan rambu, .
Jalur pedestrian; Hydran umum;
. disediakan dengan konstruksi yang bisa | vy, 4,008 tempat ibadah;
meresap air,
3 | Zona Ruang Terbuka Dimensi pedestrian  lebar minimal 20
Hijau meter vang memungkinkon untuk dapat | Tempat pembuangan sampal;
diakses penpgguna kursi roda.
Taman ;
= . : Ti t duduk pen ung.
o RTH-3 Jalur sepeda; empat du pengunjung
Taman RTH-4 diperkenankan berupa jalan setapak dan
Kelurahan di areal parkir.
Jaringan Jalan. Tempal parkir umum
g:’jﬂﬁ“xﬁf berupa jalan setapak dan | yo.opota ftempat ibadab;
Pemakaman RTH-7 -
Jaringan Telekomunikasi ; kelengkapan . .
telekomunikasi {(wili); Toserain
Jalur Hijau = RTH-8




No Zona Sub Zona Hode Prasarana Minlmal Barana Minimal
Zona Ekosistemn Ekosistem
4 | Mangrove Mangrove EM
ZONA BUDIDAYA
5 | Zona Perkebunan Perkebunan KRR
Rilvat Rakyal
Perilkanan
6 | Zona Perikanan Budidaya 1K-2
Periambangan BR
7 | Zona Pertambangan Batubara
Zona Pembangkit Pembanplit
B | Tenaga Listik Tenaga Listik PT'L -
Jaringan Jalan Tempat parkir wmum;
Harus disediakan jaringan jalan untuk
erakan manusia dan kendaraan, dan .
Ez:?ungai sebagai  akses  untuk Ruang paaies;
penyelamatan dalam keadaan darurat. o
Jalan utama Kantor Pengelola;
Jalan linﬁkunﬂm Pos keamanan;
Jalur pedestrian /pejalan kaki Sistem pemadam kebakaran;
Tersedia jalur pedesterian/pejalan  kald
untuk menghindari  konflik  pengguna | Mushola/tempat ibadah;
jalan.
Biiicaan Jaringan air bersih: RTH.
9 Zona Kawasan . Peruntukan kPt Jaringan air bersih  dilayani  dengan
Peruntukan Industri Industii kapasitas air bersih  sesual  dengan

kebutuhan yang mendubung  kegiatan
pada zona tersebut,

Jaringan Listrik

Jaringan listrik  setiap kegiatan zona
Perkantoran dilayani denpgan kapasitas
listrik sesuai dengan kebutuhan vang
mendukung kegiatan pada zona tersebut,

Jaringan Persampahan

Alat penganglut

Tempat pengumpulan sampah

Jaringan Drainase:




No Zona Sub Zona Kode Prasarana Minimal Sarana Minimal
Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai
ketentuan den  persyaratan teknis yang
diatur dalam peraturan/ perundangan
yang telah berlaku, terutama mengenai
tata CAre Perencansan umum jaringan
drainase,
Jaringan Telekomunikasi M
Dilayani  oleh  jaringan  telekomunikasi
internet berupa wili,
Jaringan Air Limbah
Dilayani oleh jaringan air limbah dan
Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). o _i
10 | Zona Pariwisata Pariwisata W
| Jaringan Jalan Fasilitas Peribadatan:
Linglkungan perumahan harus disediakan
jaringan jalan untuk pergerakan manusia | Disediakan  dengan  jumlah, luasan, dan
dan kendaraan, dan berfungsi sebagai | persebaran sesumi standar minimum dalam
akses  untuk  penvelamatan  dalam | peraturan vang berlaku.
keadaan dararat, o
Jalan utama Fasilitas Perdagangan; i
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan
; perscharan sesuai standar minimum dalam
R R peraturan yvang berlaku khusus untuk fasilitas
lingk L
1 i R Perumeahan R ingkungan

Kepadatan Tinggi

Salah satu pedoman teknis jaringan jalan
diatur dalam Pedoman Tekniz Prazarana
Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan
Gieometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998,

Fasilitas Pendidikan:

Jalur pedestrian / pejalan kaki

Disediakan dengan jumlah, luasan, dan
persebaran  sesuai dalam  peraturan  yang
berlaln khusus untuk fasilitas pendidikan pra
sckolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.




Bub Zona

Prasarana Minimal

Tersedia jalur pedesterian/pejalan kaki
untuk menghindari  konflik pengpuna
jalan,

Fasilitas Kesehatan:

Jaringan air bersih:

Misediakan  denpan  jumlah. lwasan., dan
persebaran  sesuai dalam  peraturan  yang
berlaku khusus untuk fasilitas lingkungan,

Tersedia sumber air, baik air tanah
matpun air yang diclah oleh
penyelenggara dengan jumlah yang cukup.
Untuk air PDAM suplai air antara 60
lterforg/ hari - 100 liter forg/ hari: Permen
41 JPRT/M/2007 tentang Pedoman
Kreteris Teknis Pemanfastan  Kewasan
Budidava

Fasilitas Olahragsa :

Jaringan Listrik

Disediakan dengan  jumlah, luasan, dan
persebaran sesuai dalam  peraturan  yang
berlaku khusus untuk fasilitas lingkungan.

Daya listrik minimum adalah 900 Kwh

RTH:

Jaringan Persampahan

Untuk kawasan perumahan dengan luasan
tertenty RTH Publik minimal 10% atu akan
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Alat pengangkut

Fasilitas evakuasi bencana ;

Tempal pengumpulan sampah

Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur
evakuasi, rambu,

Catatan:

Tempat sampah pada linglup RW berupa
bak sampah kecil, merupakan tempat
pembuangan sementara sampah-sampah
dari  rumah  yang diangkut gerobak
sampah, dengan  ketentuan  sebagai
beriloat;

kapasitas bak sampah kecil minimal & m?




Ko

Bub Zona

Sarana Minimal

kapasitas gerobale sampah 2 m?

-;umpah diangkut 3 x 1 minggu (dari
rumah ke balk sampah RW)

Jaringan Drainase:

Lingkungan perumahan harus dilengkapi
Jaringan drainase sesuai ketentuan dan
persyaratan teknis yang diatur dalam
peraturan/ perundangan  yang telah
berlaku, terutama mengenal tata cara
perencanaan  umum jaringan  drainase
lingkungan perumahan di perkotaan.

Perumahan
Kepadatan
Sedang

R-3

Jaringan Telekomunikasi

12

Zona Sarana
Pelayanan Umum

SPU skala kota

SPU-1

Jaringan Jalan

Harus disediakan jaringan jalan untuk
pergerakan manusia dan kendaraan, dan
berfungs: sebagal akses untuk
penvelamatan dalam keadaan darurat,

Jalan utama

Jalan lingkungan

Jahur pedestrian/pejalan kaki

Tersedia jalur pedesterian/pejalan  kaki
untuk menghindari  konflik  pengguna
jalan.

Jaringan air bersih:

Tersedia sumber air, baik air tanah
maupun air vang diolah oleh
penyelenggara dengan jumlah yang cukup,
Untuk air PDAM suplai air antara 60
liter forg/ hari - 100 liter/org/ har; Permen
41  [PRT/M/2007 tentang Pedoman
Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan
Hudidaya

Jaringan Listrik




Zona Sub Zona l Kode Prasarana Minimal Sarana Minimal

Joringan  listrile  setiap  kepiatan  zona
Perkantoran dilayani dengan kapasitas
listrik sesuai dengan kebutuhan vang
mendulung keglatan pada zona tersebut,

| Jaringan Persampahan

. Alat pengangkut

Tempat pengumpulan sampah

Jaringan Drainase:

Harus dilengkapi jaringan drainase sesual
ketentuan dan  persyaratan teknis yang

SPU skala SPU-2 diatur dalam  peraturan/ perundangan
kecamatan yang telah berlaku, terutama mengenai
lata CEra PErEnCAnasn wmum jaringan
| drainase; ——
5PU Kelurahan SPU-3 Jaringan Telekomunikasi

Tempat parkir umum, sudah termasuk

Jaringan Jalan kebutuhan luas tanah;

Harus disediakan jaringan jalan uniuk
pergerakan manusia dan kendaraan, dan
berfungsi schagai amhkses urntuk
penyelamatan dalam keadaan darurat,

Pos keamanan;

Jalan utama Sistern pemadam kebakaran;
Zona Perdapangan Perdapgangan dan . : >
Ao Jasi e K-1 Jalan ]mgl-:urligan , _ Mushola /tempat ibadakh; |
Jalur pedestrian / pejalan kaki RTH.

; Tersedia jalur pedesterian/pejalen kaki
; untuk menghindari  konflik pengguna | Pengelahan limbah terpadu,
| jalan,

Ketentuan lainya vang tercantum dalam
Jaringan air bersih Undang-undang No. 28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung,




Bub Zona

Prasarana Minimal

Tersedia sumber air, baik air tanah
maupun  air vang  dialah oleh
penyvelenggara dengan jumlah yang cukup.
Untuk air PDAM suplai air antara 60
liter forg/hari - 100 liter forg/ hari; Permen
41 [PRT/M/2007 tentang Pedoman
Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan
Budidayva

Jaringan Listril

Dava listrik minimum adalah 900 Kwh

Jaringan Persampahan

Alat penganghkut

Tempat pengumpulan sampah

Jaringan Drainase:

Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai
ketentuan dan persvaraian teknis yvang
diatur dalam peraturan/ perundangan
yang telah berlaku, terutama mengenai
lata cara peréncanssan umum jaringan
drainase.

Perdagangan dan
Jasa Skala SWP

K-3

Dilayani oleh  jaringan  telekomunikasi
internet berupa wifi.

14

Zona Perkantoran

Perkantoran

KT

Jaringan Jalan

Tempalt parkir umum;

Harus disediakan jaringan jalan untuk
pergerakan manusia dan kendaraan, dan
berfungsi sebagai alses untuk
penyelamatan dalam keadasn darurat.

Lapangan upacara;

Jalan utama

Fasilitas keschatan;

Jalan lingkungan

Pos keamanan;

Jalur pedestrian/ pejalan kaki

Sistem pemadam kebakaran;

Tersedia jalur pedesterian/ pejalan kaki
untuk menghindari konflik  pengguna
jalan.

Mushola/tempat ibadah;

Jaringan air bersih.

RTH.




Bub Zonn

Kode

Terszedia sumber air, baik air tanah
maupun  air  yvang  diclah  oleh
penvelenggara dengan jumlah yang culoap,
Untuk air PDAM suplai air antara 60
liter/org/hori - 100 liter forg/ hari; Permen
41  /PRT/M/2007 tentang Pedoman
Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan
Budidaya

Pengolahan imbah terpadu,

Jaringan Listrik

Ketentuan lainya  yang tercantum  dalam
Undang-undang No. 28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung,.

Jaringan listrik  setinp  kegiatan  zona
Perkantoran dilayani denpan kapasitas
listrik sesuai dengan  kebutuwhan vang
mendukung keglatan pada zona tersebut,

Jaringan Persampahan
| Alat penganglkut

Tempal pengumpulan sampah

Jaringan Drainase:

Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai
ketentuan dan  persyvaratan teknis yang
dimtur dalam peraturan/ perundangan
vang telah berlaku, terutama mengenai
tata cara perencangan umuam jaringan
drainase.

i Jaringan Telekomunikasi

Dilayani oleh jaringan telekomunikasi
internet berupa wifi,

Jaringan Jalan

Tempat parkir umum;

Harus disediakan jaringan jalan untuk
pergerakan manusia dan kendaraan, dan
berfungsi sehagai akses untuk
penyelamatan dalam keadaan darurat,

Pos jaga;

Jalan utama

Sistem pemadam kebalaran;

Jalan lingkungan

Mushola /tempal ibadah;

Jaringan air bersih:

RTH. i)




Zonn

Bub Zona Kode Prasurana Minimal Sarana Minimal
Jaringan  air bersih dilayani dengan
kapasitas air bersih  sesuai  dengan
kebutuhan vang mendukung kegiatan
pada zona tersebut, o
Javingan Listrik o
Jaringan  Hstok  setiap  keglatan  zona
Perkantoran dilavani dengan kapasitas
listrik sesuai dengan kebutuhan vang
mendubung keglatan pada zone tersebut,
Jaringan Persampahan
Alat penganglut
Tempat pengumpulan sampah
Jaringan Jalan Tempat parkir umum,;
Harus disediakan janngan jalan uniuk
pergerakan manusia dan kendaraan, dan ;
berfungsi sebagai akses untuk Kanior Pengelols;
penvelamatan dalam keadaan darurat,
Jalan utama Pos jaga/keamanan;
Jalan lingkungan Tailet umum;
Jalur pedestrian/ pejnlan kaki Kantin/restoran/rumah makan;
Tersedia jalur pedesterian/pejalan lkaki
untuk menghindari  konflik pengguna | Sistem pemadam kebakaran;
Pergudangan pLg |Jalan.

Jaringan air bersih:

Mushaola /tempat ibadah:

Jaringan air bersih  dilayani dengan
kapasitas air  bersih sesuai  dengan
kebutuhan yang mendukung kegiatan
pada zona tersebut.

RTH.

it Jaringan Listrik

Jaringan listrik setiap kegiatan  zona
Perkantoran dilayani dengan kepasitas
listrik sesual dengan kebutuhan vang
mendukung kegiatan pada zona tersebut,

Jaringan Persampahan

Alat penganghkuat




Sub Zona

Prasarana Minimal

Sarana Minimal

Tempat pengumpulan sampah

| Jaringan Drainase:

Harus dilengkapi jaringan drainase gsesuai
letentuan dan persyaratan teknis yang
diatur dalam peraturan/ perundangan
yang telah berlaku, terutama mengenai
tata cara pérencanaan umum jaringan
drainase.

Jaringan Telekomunikasi

Dilayani oleh jaringan telekomunikasi
internet berupa wifi,

Jaringan Air Limbah

dlayvani oleh jaringan air limbah dan
Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

16

Zona Transportasi
(TR}

Transportasi

TR

17

Zona Pertahanan dan
Keamanan (HIK)

Pertahanan dan
| Keamanan

HK

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN



LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG

HAWASAN PERKOTAAN SANGATTA

TABEL INDIKASI PROGRAM

Waktu Pelaksanaan
PJM I
NG Program Utama Lokasi PaM Instansi Polaksana
Thn- | Thn - Thn - PJM 1T I P.E]vu Sumber Dana
Thn-1 a 9 Thn -8
1 2 4 B ] T B ] 10 11 12 13 14
1 PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR
RUANG
1.1 Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan
Penyusunan rencana tata bangunan dan APEN , APRD Bappeda dan Dinas
lingkungan (RTHL) Kortdor memuju :ﬂ’:h_ﬁ‘i El;k a4 Prov, dan APBD Pertanahan dan
kawasan pusat pelayanan e * Kab Penataan ﬁuang
Bappeda, Dhnas
Pengembangan Gedung Serbaguna sebagai | ’ APBL Prov, APBD | Pariwisata dan Dinas
pendukung MICE | Bigk A2 Kab E::l;nnjll‘a;i l:jna.nng
N Bappeda, Dinas
Pariwisata, Dinas
Pengembangan :‘.iﬂlung Expo sebagni Hiak A3 APF[I Prov, APBL PUCK dan Dinas
pendukung MICE Kab R e
Penataan Huang
1.2 Sub Pusat Pelnyanan Kawaaan Perkotaan
Bapp;:dﬂ. Dinas
Pariwisata, DPMPTSF,
APBD Prov, APBD :
Penpgembangan fasilitas pelayanan umum Blok 3.1 Kah - rl?:;naa FEH?“:? Pinas
ritanahan dan
Penatann Buang
Kementrian PUPR,
Kementrian
- P , Bappeda,
Pengembangan fasilitas perdagangan jnsa Blok C.6 APEN, APBD Dlmm Pt
skals regional Prov, APBD Katy DPMPTSP, Dinas PU
dan Dinas Pertanahan
dan Penataan Ruang
— Kemenirian
‘ Kt
Pembangunan pelabuban pengumpul Blok 1.6 APDN, AREXab; Perhubungan,

APBD Prov

Kementerian




NO

Frogmm Utama

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

PJM I

Thn-1

Thn -

Thn -5

PIM I

PJM

PJM

Bumber Dann

Instansi Pelaksana

10

11

12

13

14

PUPR, Dinas PU,
dan Dinas
Perhubumngan

1.3

Pusat Pelayanan Lingkungan

Pengembangan waterfront city pendulung
piriwisata

Hlok A3

AFBN, APRD
Prov, APBD
Kabupaten

Kemetrian ATR,
Kementrian Pariwisata,
Bapelithang,

Dinas PU, Dinas
Pertanahan dan
Penataan Ruang, dan
Dinas Pariwisnta

Pengembangan fusilitas perdagangan jasa
{perhotelan dan pasar spuvenir)

Blok B.3

APRD Prov, APBD
Kabupaten

Bappeda, Dinas
Parwisnta, Dinas
Pertaninn,
Disperindang,
DPMPTSP, Dinas PU
dan Dinas Pertanahan
dan Penataan Ruang

Pengembangan terminal Tipe B

Blok C.1

APBD Prov, APBD
Kabupaten

Dinas PU, dan Dishub
Prov, Dishub Kab,
Dinas Pertanahan dan
Penatann Ruang dan
Dinas PUCK

| Pengembangan fasilitns umum
I

Blok C.9

AFBN, APBI
Prov, APBD
Kabupaten

Kementrian PUPK,
[inas Parwisata,
Bappeda,
Disperindang,
DPMPTSP, Dinas PU
dan Dinas Pertanaban
dan Penataan Euang |

| Pengembangan fasilitas perdagangon jasa
pendukung ngropolitan ipasar agro)

Bk 13,3

APBD Prov, APHD
Kah

Bappeda,

Dinaz PPR, [Binas
PUCK, Dinas
Pariwisata, Mnas
Pertanian, DLH

1.4

Jaringan Transportasi

Pengembangan Jalan Bebas Hambatan

Bontang - Sangatta
dan Sangatta —
Maloy

APBN

Kementerian
PUPR, Dinas PU,
Bapelitbang,
Dinas




Program Utama

14

Rencana peningkatan fungsi jalan

Terhbsiiaan

Penataan koridor jalan kolelctor primer

dengan melenghapi rambu - rambu laly
litvtans dlan PIU

Kementerian
PUPR, Dinas PU,
! H I.
Dinag
Perhubunpan

Pembangunan jalan baru

Kementerian
PUPR, Dinas PLU Bina

Bappeda,
Dinas )
Perhubungan

Kementerian
PUPR, Dinas PU Bina
Marga, Dinas PPR,

Bappeda
Dinas.
Perhulnin

- Dinas PU Marga,

Dinas PUCK, Dinas
PPR,

Happeda,

Dinas

Perhubungan

Pelebaran dan peningkatan kapasitas jalan

Kementerian
FUPB. mﬂ-.ﬂl PU ¥
Bapelitbang,
Perhubungan

Kementersan

PUPR, Dinas PU Bina
Marga, Dinas PPR,
Bappeda,

Dinas

Perhubungan




Waktu Pelaksanaan

PIMI
NO Program Utama Lolkasi PIM PJIM Instansi Pelaksann
H . - PJM It Bumber Dann
Thn-1 Thn Thn Thn Thn -5 1 v
2 3 4
1 2 4 & G T 8 9 10 11 12 13 14
s JI Pertamina
* JL Kabo Java

Peninghatatn pelayanan mods anghkutan
urnim

ANEKUTAT LI
dalam WP

| APBD Prov, APBD

Kah

Dinas PU Prov, Dinas
PPR Kab

Bappeda,

Dinas

Perhubungan

Pengembangan terminal penumpang Tipe B

W C Blok C.1

| APBD Prov

Dinas Perbubungan
Prov, Dinas PU Kab,
Dinas PPR,
Bappeda,

Dinas

Perhubungan

Pembangunan terminal Tipe C

SWP D Blok D.6

APBD Kab

Dinas FU,
Bapelithang,
Dinas
Perhubungan

Peningkatan kapasitas jembatan

Jembatan APT.
Pranoto

APBN, AFED Kab,
Swasia

Kementerian

PUPR, Dinas PU Bina
Marga, Dinas PPR,
Bappeda,

Dinas

Perhubungan

Fembangunan jembatan bar

APEN, APBD
Prov, APBD Kab,
Swasta

Kementerian

PUPR, Dinas PU Bina
Marga Frov,
Bapelitbang, Dinas PU
Kab, Dinas
Perhubungan

Pembangunan holte

Kawasan Perlotann
Sangaita

AFBD Kab

Dinas PUCK, Dinas
FPR, Bappeda,
Dinas Perhubungan

Pemeliharaan halee

Kawasan Perlootann
Sangatia

APBD Kab

Dinas PUCK, Dinas
PPR, Bappeda,
[Minas Perhubungan

Pembangunan janngan jalur kereta api

Kawasan Perlotann
Sangatta

APPBN, AFBD
FProw,

Kementerian
Perhubungan, Dinas
Perhubungan, Dinss
PU Bina Marga, Dinas
PR

Buppeda




Waktu Pelaksanaan

Pengembangan dan Peningkatan PLTD
Sangatta

SWP C Blok C.2

P
N Program Utama Lokasi il soe | mom Instansi Pelaksana
Thn- | Thn- | Tha- PIM I 1 v Bumber Dann
Thn-1 Thn -5
2 3 4
i 2 4 5 7 B 9 10 11 12 13 14
Kementerian
Perhubungan, Dinas
Kawnsan Perkot man APDN, APFDD Perhubungan, Dinas
Pembangunan stasiun kereta ap Sangatta Prov, PU Bina Marga, Dinas
PPR
— Bappeda
Kementerian
Perhubungan, Dinas
. APBEN, ATBD Ferhubungan, Dinas
Pembangunan pelabihan pengampual SWP Iy Blok .6 Brow. p PU Bina Marga, Dinas
PPR
— _ Bappeda
1.5 Jaringan Energi |
APBN, APBD Kementrian ESDM,

Prov, APBD Kab,
Swiasta

| Bappeda, PLN, Swasta

Dinas PU, Dinas PPR.

Pengembangan Jaringan Transmisi SUTET
Bontang - Sangaiia

Pengembangan Jaringan Transmisi SUTT
Sangatta - Maloy

Pengembangan Saluran Udara Tegangan
Menengah (SUTM),

Kementrian ESDM,

—

Prov, Swasta

hFBNéﬂqP'-’“U Dinas PU, Dinas PPR,
Prov, Swasta Bappeda, PLN, Swasia
APBN. APBD Kementrian ESDM,

Dinas PU, Dinas PPR,
Bappeda, PLN, Swasta |

APBD Prov, APHD
Kal, Swastn

Dinas PU, Dinas PPR,
Bappeda, PLN, Swasta

Pengembangan Saluran Udara Tegangan
Rendah (SUTR)

AFBD Prov, APBED
Kab, Swasta

Dinas PU, Dinas PPR,
Bappeda, PLN, Swasta

Penyediaan listril SUTM dan SUTR pada
gona perumahan vang belum terlayam dan
pada pona perumahan baru

AP Prov, AFBD
Kab, Swasia

Meninglkatlan kualitas pelayanan listrilk
dengan pemakainn tiang listrik vang sestai

Kawasan Perkotaan

Dinas PU, Thnas PPR,
Bappeda, PLN, Swasta

AFBD Prov, AFBD

Dinas PU, Dinas PPRE,

dengan standar vang ditelaplan Singatta Kab, Swasta Bappeda, PLN, Swasta
Kementrian ESDM,
Pengembangan gardu induk Suwandi SWP A Blok A1 gﬂ:,ﬂ%::}#; Dinas PU, Dinas PPR,
s Bappeda, PLN, Swasta
: : o Kementrian ESDM,
Pengembangan gardu induk Sangatta SWP D Blok APBN, APBD Dinas PU. Dinas PPR
[delear Pantal Kenyamiilkan) 3.5/10.6 Prov, Swasta d L

Bappeda, PLN, Swasta




NO

14

Penyediaan Penerangan Jalan Umum (PIU)
secara merala

Dinas H.E.D-EH PPR,
Bappeda, PLN, Dinas
Perhubungan, Swasta

L6

1)

Pengembangan jaringan serat optilk

2

3

Pengembangan rumah Jabel

4]

Pengembangan kotal pembagi

51

Pengembangan pusat otomasi
sambungan telepon

6)

Pengembangan infrastrukiur jaringan
mikro digital

Pengembangan dan pemmelibaraan
stasiun transmisi

sarana BTS dengan konsep )
penggunann menara bersama BTS

Pepyusunan data base dan penataan
menara telelomunilkas

[nnas PPR, Bappeda,
Dinas Keminfo,




Waktu Pelaksanaan

PJM I
HO Program Utama Lokoasi PIM PIM Instansl Pelaksana
PJM IT Bumber Dana
Thn-1 Thn- | Thn- | Thn - Thn -§ mr w
2 3 4
1 2 4 8 & 7 9 10 11 12 13 14
10) Pengembangan sarana pelayanan .
telekomunitast trum (jaringan xﬁﬂ:ﬂh'
internet gratis) pada sarana
pelayanan wmum
1.7 Jaringan Sumber Daya Alr
L
|
* hawnsan |
Perkotaan 5
Penyusunan Kajinn Reaiko Bencana (KRB) Sangatta APBD Kab ﬁﬂpﬁﬁkiﬁn' o
+ Kabupaten Kutai
Timur
+ Kawasan
Perkotan :
Penvusunan Dokumen Rencana Suingatta APBD Kab Bappeda, BPBD, Dinas

Penanggulangan Bencana (RPH)

+ Kabupaten Kutni
Timur

PU, Dinas PPR

Pengembangan janngan pengendali banjir

J, APT Pranoto
Kanen

APBID Prov, APBD
Kabupaten

DLH Provinsi, Bappeda
DLH Kab, Dinas PPE,
Dinas PU, BPFBLD

JlL APT Pranoto Kini

AFBD Frov, AFBD
Kabupaten

DLH Provinsi, Bappeda
[2LH Kalb, Dinas PPR,
Dinas PU, BFED

JL Diponegoro
kanan

APBE Frov, AFED
Kabupaten

DILH Provinsi, Bappeda |
DLH Kab, Dinas PPR,
Dinas PU, BPBD

J1 Diponegore ki

AFBD Prov, APBD
Kebupaten

DLH Provins, Bappeda
DLH Kab, Dinas PPR,
Dinas PU, BPBD

JL Kabo

APBID Prov, APBRD
Kabupaten

DLH Provinsd, Bappeda |
BLH Kab, Dinas PPE,
Dinas PU, BPED

Perum Kuda Kaltim
APT

APBD TProv, APBED
Kabupaten

DLH Provinsi, Bappeda
DL.H Kalb, Dinas PPR,
Dinas PU, BPBD

Pengembangan dun pemelihaann
bangunan pengendabl banjir

Kewasan Perkol san
Sangaita

APBD Prov, APBD
Kabupaten

DLH Provinsi, Bappreda
DLH Kab, Dinas PPR,

| Dings PU, BPBD




Waktu Pelaksanann

NO Program Utama Lokasi N1 PIM PIM Instanel Pelaksana
A E 3 PIJM I Bumber Dann
Tha-1 Thn Thn Thn Thn -§ it v
2 a 4
1 a @ & T a9 10 11 12 13 14
. ; ]}I+H Hwil]sii Bﬂp]}ﬂdﬂ
Polder Sangatta SWP C Blok C.6 "‘PHK” ;’1“""‘"‘:':13” DLH Kab, Dinas PPR,
Rt Dinas PU, BPED
. | DLH Provinsi, Bappoeda
Kelam Pengnipung 1 SWF C Blok C.6 APBD Prov, APED | biH Kab, Dinas PER,
P Dinas PU, BPBD
i DLH Provinsi, Bappeda
Kolam Penampung 2 SWP C Blok C.6 “P'i? prov, APBD' | DLH Kab, Dinas PPR,
o BRap Dinas PU, BPBD
DLH Provinsi, Bappeda
Kanal Pembuang 1 SWP C Blok .6 "‘Hﬂ]i’l"""tm DLH Kab, Dinas PPR,
gk ety Dinas PU, BPRD
' DLH Provinsl, Bappeda
Kanal Pembuiang 2 Szt APBD Prov, AFBD | DLH Kab, Dinas PPR,
soeliaro hitta p Dinas PU, BPBD
A 5 DLH Provinst, Bappeda
Kanal Pembuang 3 SWP A Blok A5 "‘Pﬂéi ;’J iy 'l:”n’a" DLH Kab, Dinas PPR,
PR Dinas PU, BPED
DLH Provinsi, Bappeda
k]
| Pintu Pengendali Banjir SWP C Blok C.6 ‘"‘PE’? crov, APBD | DL Kab, Dinas PPR,
| L il s Dinas PU, BPBD !
| i DL Provinsd, Bappeda
Pembangunan pintu pengendali banjir ;ﬁﬁ gﬂﬂﬁ;ti "‘PBI? IPrm sl DLH Kah, Dinas PPR,
j et 1 ahupaten Dinas PU, BPBD
1.8 l Jaringan Alr Minum
[ . ———— AFRD kab, | Bappeda, .
| L’;ﬂ;ﬁumhﬂngﬂn hangunan pengambil air Snate: Dinas PU,
Masvarakat PDAM
APHD Kab, | Bappeda, Dinas PUCK,
Pengembangan jaringan ransmisi mr baku Swasta, [Mnas PPR, PDAM,
Masyaralial Swasti
: i APBD Kab, | Bappedn, Dinas PUCK,
Ef{:ﬁf_'lﬂh:’]‘m instales produlcst {FA SWP B Blok B.1 Swasta, Dinas PPR, PDAM,
BE Masyarakat Swiasta
i APBD Kab, Bappeda, Dinas PUCK,
E;i;g:mhﬂngiﬂl instalasi produlks (IPA SWP C Blak C.8 Sionate: Flirida PFTR. POAM.
o) B Masyarakat Swasia ]
APBD Kab, Bappeda, Dinas PUCK,
Pengembangan bangunan penampung air Swasta, Dinas PPR, PIDAM,

Masyarokat

Swasta




NO Program Utama Lolkasi b 2. PIM PIM Instansi Pelaksnna
Thn- | Thn- | Thn - PJOM 11 m v Bumber Dann
Thn-1 Thn -5
p 3 4
i 2 4 5 6 7 8 9 10 51 12 13 14
Pengembangan jaringan transmisi air Kawasan Perkotonn APBD Kab, Bappeda, Em,mﬁ PUCK,
el ey Sangatta Swasia, E:'Imna PPR, PDAM,
= Muosyaralt Swuanto
APBD Kala, Bappeda, Dinas PUCK,
Pengembengan jaringan distribust pembagl Swasta, Dinas PPR, PDAM,
Masyaralkat Swasta
APBI Kab, Bappeda, Dinas PUCK,
Pengembangan sambungan langsung g:::':’““" eI Swasta, Di!]:g FPR, PDAM,
gittta
Masvarakat Bwusin
APRD Kab, Bappeda, Dinas PUCK,
Pengembangan hidran wmum Swasta, Dinas PPR, PDAM,
Mosvaralkat BPBD, Swasta
APED Kab, Bappeda, Dinas PUCK,
Penpembanpan hidran kebakaran Swasta, Dinas PPR, PDAM,
- Masyvarakal BPFBD Swasti
Pengelolann Alr Limbah dan Pengelolaan
1.9 Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(B3],

Pengembangan Sistem Pembuangan Adr
Limbah Non Domesulk

AFBD Prav, APBED

Bappeda, Dinas PU,
Dinas PPR, Dinas

menvediakan instalasi pengolahan air

limbah komuneal tersendicd.

Hidup

Kabupaten Lingkungan
| Hidup
| Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Reppeds; Gioas PER.
| > x
| Limbah Domestik Setempat APBL Kab E:E:; Lingkungan
s Bappeda, Dhnas PPR,
Pengembangan Sistem Pengelolaan Air i i
Limbah Domestik Terpusat APBD Kab E!gas Lingkungan
idup |
APED Kab, Bappeda, Dinas PPR, |
1PAL Skala Kawasan Tertentu/ Permukiman g::’la:'t?: Perlcataan Masvarakat, Dinas Lingkungan |
& Swanta Fladuap |
igngbm:hmgnu Subsistem Pengumpulan ;ﬁ?ﬂrﬂlﬁt EE:: %.m:::&::;:npn'
in = Swasta Hidup 1
Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Berocun (B3), APBD Kab Bappeda, Dinas PR,
Untuk industrl rumah tangga haras Swiiata o Mnas Lingkungan




Waktu Pelaksanaan

HO Program Utama Lokasi L s | mom Instansi Pelaksana
PJM 11 Sumber Dana
Thn- | Thn- | Thn - m w
Thn-1 Thn -5
2 a 4
1 2 4 B T B 9 10 11 12 13 14
Kementrian PUFR
AFBN, APBD Kab ! ¥
Pengembangan IPAL Komunal perumahan SWP C Biok C4 dan Masyaral ' Hfippt‘dili. Dinas PPR,
paelet C5 Soastn. 4 Dinas Linglkungon
£ Hidlup
1.10 | Jaringan Persampahan
Pel Lnnt Tempial P » [¥inas Perkim, DLH
oy e e SWP © APBD Kab Kab, Dinas PPR
Sementara (TPS) SWP C bk €9 "
Dinas Perkim, DLH
Pengembangan Tempat Pengolahan Kawasan Perkotaan APBD Kab, Kah, Dinas PPR
Sampah Terpadu [TEST) Sangatia Swanta 4
| i
1 i APBI} Kab Dinas Perkim, DLH
| Pengembangan dan Peningkatan Bank Selurub SKawasan Swastn Kab, Dinas PPFR
| Gampah Perkotoan Sangatta Maa}-nr:zl-:u:
| AFBD Kal Dinas Perkim, DLH
Peninglkatan Depo Sampah Swasta, Knb, Dinas PPR
. - Masyarakat
1.11 Jaringan Dralnage '
Jaringan primer Kementrian PUPK,
berupa Sungai APEN, APBD Dinas LH, Dinas PU

Pengembangan jaringan drmnase primey

sangatta melahud
SWP A, SWP B, dan
SWPC

Prov, APBD Katy

Pengriran, Dinas PU
DA, Dinas PPR,
Bappeda

|
|

Penpembangan jeringan droinase sckunder

Saluran selunder,
berupa saluran
penghubung
saluran drainase
jalan dengan
saluran primer
melalm SWP A,
SWP B dan SWP C

APBL Prov, APBD
Kab

Dinas LH, Dinas PU
Pengairan, Dinas PU
SDA, Dinas PPR,
Bappeda

Pemgembangan janmgan drainase tersier

saluran tersier
vang berupa
saluran drainase
yvang ada di
sepanjang jakan
utama Kota
Sangatta serta
jalan kolektor

primer dan lokal

APRD Kab,
Masyarakat,
Swasta

Dinas LH, Dinas PU
Pengairan, Dinas PU
SDA, Dinas PPR,
Bappeda




Waktu Pelaksanaan

NO Program Utama Lokasi o PJM PO Instansi Pelaksana
Thn = Thn - Thn = PIM T 1 w Sumber Dann
Thn-1 Thn -6
2 3 4
1 2 L 5 8 9 10 11 12 13 14
primer lainnya
yang tersehar i
seluruh WP
Dinas LH, Dinas PU
; Jalan Pasar Induk APRD Prov, APBD | Penghiran, Dinas PU
e e i il Snt?:ﬂtm EWI? L}l Kab su-f\gim Dinas PPR,
Bappeds
Dinas LEH, Dinas PU
i Beluruh Kawasan APBD Prov, APBED | Pengairan, Dinas PU
Peningkatan bangunan pelenghkap drainase Perkotaan Sangatta Kab SDA. Dinas PPR,
Bappeda
1,12 | Jaringan prasarana lainnyn
; BNPE, BPBD, Dinas
Pengembangan jalur evakuasi bencana E:::;r&";h ﬁawus:l; -\5:;1 R?Jmfﬁz?v PPR. Dinas PU,
il Bappeda
Peningkatan jaringan prassrann dan ;IIBI;IEE:{ BPBD, Dinas PPR,
sarang evakuasi bencana aé}rwamn ) Dinas PU, Bappeda
| - APBD Kab .
4 BPBD, Dinas PPR
Pengembungan tempat evakuasl sementara Masyarnkat, ) ‘
ebmain Dinas PU, Bappeda
APBID Kab,
Penpembangan tempnt evakuasi akhir Masyarakat, Eﬂﬂj;ﬁn ;2, I-"Ppii:'.ﬂ
Swasta AL
APBD Kab, Dinas Perhubungan,
Pengembangan jalur sepeda Masyarakat, Dinas PPR, Dinas PU,
Swasia Bappeda
Seluruh Kawasan
Perkotaan Sangatta APBD Kab, Dinas Perhubungon,
Jalur pejaian kali padn jalan uiama Masyarakat, Dinas PIR, Dinas PU,
SWP A, SWPB, dan Bwasta Happeda
. SWP O
Bappeda,
Penganan partsi EIF:;:.'M::: Perkotanm ﬁFEIr'JEPDr?Cv;;nn Dinas PU, Dinas LH,
Ba Dinas FPR, BPBD
2 FERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG
2.1 Zonn Lindung




Waktu Pelaksanaan

No Program Utama Lokasi i L IR (R Instansi Pelaksana
Thn - Thn - Thn - PJM IT m v Bumber Dann
Thn-1 Thn -5
2 a 4
1 2 4 & T 9 10 11 12 13 14
(N Zoni Perlindungan Sotempat (P8)
Bappeda, Dinas PU,
. APBD Prov dan Dinas LH, dan Dinas
Penetapan sempadan sungn APED Kab Pertanahen dan
Penataan Ruang
P Bappeda,
I \ Sungni Sangatia APED Provdan | Dinas PU, Dinas LH,
Normalisas: sungai Anak Sungai APBD Kab dan dinas Pertanahan
Sangatia dan Penataan Ruang |
Sungui Sangatta di
- Bappeda,
Penyusinan Master Plan Kajian Riparian v SWP C Blok C.3 APBD Prov dan Dinas PU, Dinas LH,
Zone (studi batas sempadan sungai) . SWPC Blok C.2 APBD Knb dan Dinas Pertanahan
s BWP D Blok D.2 dan Penataan Ruang |
- . + SWP D Blok .4 '
Sungai Sangatta di Bappeda, Dinns
; i APBD Kab, Pariwisata,
Penataan Sempadan Sunpad Prioritas : gl':::; g g:":: Eg Masyarakat, inas PU, Dinas LH,
. SWPD I Lot Swasta dan Dinas Pertanshan
P D Hiok D.2 dan Penataan Ruang
+ SWP D Blok D.4 . g
APBEI Prov dan E:m:::::iuﬂmﬂs
Penghijaitan dan rebabilitas lahan APRD Kab, Dinas PU 11:!1':1&3 LH
dan sung Masvarakat ot ;
BRITpS P ' dan Dinas Pertannhan
A i e dan Penntaan Ruang
APBD Prov, APBD | Bappeda, BPRD,
Pemungkatan kualitas jalan inspeksi Kab, Masyarakat, | Dinas PU, Dishuly dan
o Swasta Dinas PPR
Sungai yemng
berbatasan
langsung denlfu.n_ Kementrian PUPH,
Pembangunan tembok [ tangeul penaban ‘;c:;:: EEE':"E“C’;" APBN, APBD Prov | Bappeda, Dinas PU,
daya risak air 2 ST dan APBD Kab Dinas LH, Dinas FFR,
SWP C Blok C.2 HPBED
SWP C Blek C.1
S5WP I Blolk D.2
SWP D Blok D.3
b, Zonn Ruang Terbuka Hijau (RTH)




Waktu Pelaksanaan

N Program Utama Lolasi i f PIM PIM Instans] Pelaksana
PJIM I Bumber Dana
Tha- | Thn- | Tha - 1 v
Thn-1 Thn -B
2 3 4
I 2 4 B 6 T 9 10 il 12 13 14
Bappeda, Dinas
: APBD Prov dan Pariwisnta,
Pengembangan Rimba Kota (RTH-1) APBD Kab Dinas PU, Dinas LH,
dan Dinas PPR
Bappedn, Dinas
: APBID Prov dan Pariwisata,
Pengebangan Teen Kota (RYH-2) APBD Kab Dinas PU, Dinas LH,
den Dinas PPR
Happeda, Dinas
. APBEL Kab, Pariwisata,
Pengembangan Taman Kecamatan (RTH-3) Sieaie: Dinas PU, Dinas LH,
o dan Dinas PPR
AP Kab, ot
Pengembangan Taman Kelurahan [RTH-4) Swasta, Dinas PU. Dinas LH
Masyarakat dan Dinas PPR
APBD Kab, E:rpiﬂi"‘::&]m"“s
Pengembangan pemakaman (RTH-7] Swasta, Dinas PU, 'Di.nua LH.
Masvarakat dan Dinas PPR
Bappeda, Dinas
J1, Soekarno Hatla % Poriwisata,
Pengembangan jalur hijou (RTH-8) J1. Ringroad gPBE: Kab, Dinas PU, Dinas LH,
Sangatta Ll dan inas PPR, Dinas
Perhubungan
Bappeda, Dinas
h ] Pariwisata,
Pengembangan BTH fungs: khusus sehaga: | SWP A Blok A1 Suiuia Il?ilﬁﬂifunﬂinaa LH
buffer zone kawasan peruntukan industrd SWP D Blok D.6 Al Dhm; PPR Dil'lella
Perhubungan
. Zonn Konservasi (K8)
Kementran Kehutanan
LH, B da,
Penghijauan dan rehabilitasi Kawnsan SWP C Blak C.3 el T g:il::ua .
Taman Nasional Kutai SWP D Blok D.3 Kﬂhl;pﬂtﬁn Dinas Pnrllwiamn,

Dinas PPR




Waktu Pelaksanaa
: PIM T :
riat | P [P [T g | P8 | (| Sumberoam
2 4 5 6 7 8 9 10 | 1 12 13 14
Zona Ekoslstem Mangrove (EM)
7 g:pﬁeaa Dinas PPR
| i i as .
: ! o : || AFBN, APBD e .
L RETAE S5WP A Blok ALl i Dinas PU, Dinas
muﬂn‘m mangrove dan rehabilitasi SWP A Blok A3 mmﬁ Kol | perberdayasn
L SWFP I Blok D6 Swasts oo Masyrakat Desa dan
Linglungan Hidup
Happeda, Dinas PPR,
Pengelolaan ekosistem dengan SWPA Blok A.1 : li APBD Kabu anbuw
by MARGrovE SWP A Blok A3 hupater, e
pengelolann berbasis masyarakat SWP D Blok D6 Misyarakit Masyrakat Desa
: : Dinas
Lingkungan Hidup
SWP A Blok A1 oL Bappeda,
Fm&nmmnnmmwdmgmﬂ SWP A Blok A3 | APHD Kabu
ok A. il A {abupaten | Dinas PPR, dan Dinas
Bupati untuk menjadi RTH Kota SWP ) Blok D6 i Lingkungan Hidup
Zonn Badan Alr APBD Kabupaten | Dinas PPR, dan Dinas
B ' Lingkungan Hidup
+ BWP A Blak A1, [0
Blok A3, dan
Blok A5,
= 5WP B Blok B.1, 0
Biok B. 2 dmn [ =0
Blok B3, 12 H -
Pengamanan dan perlindungan zona badan | * mcmc'l' =] ghin Nppedn
C.2, Bilok |0 o - ; Dinas PPR, Dinas
S | 22 53 o I | | S B
Blok €6, dan | ' Lingkungan Hidup
Blok C.9; h
« SWP D Biok D.1, |
Bﬁ Dqﬂ. mﬂk -..
0.4, Blok D4, |

Blok D.5, dan |
Hlok 13.6. |




NO m[flm Utamn Loknsi PJM I = PUM PIM 3 Instansl Pelaksana
Th'l Thli > T-hn s Thn * Thn ‘E m w
2 3 4
1 2 4 8 6 T B 9 10 11 12 13 14 4
2.2 Zona Budldayn
. Fona Perikanan (TK-2)
Bappeda,
r Dinas PPR, Dinas
Sub Zonn Perikanan Budi Daya, {1K-2) APBD Kab H'Ii‘ri;f:“ﬁ bk Iugm_
Dinas Perikanan
; . Rappeda, Dinas PUCK,
Pengembangan dan peningkatan budidaya | SWP A Blek A3 APBD Kab Dinas PPR,
tambak SWP I Blok D6 Dinas Perikanan
APBD Kab, BAppeCl,

Pengembangan kolam pemancingan
aebapgal penduliung pariwisata

Kawasan Perkotaan
Sangatta

Masvarakat dan
Swasta

Dinas PPR, Dinas
Pariwisata, Dinas

Perikanan
Pe b bibsitan ik Kawasan Perkotaan APED Kab Bappeda,
rngembangan pembiin I Sangatta Dinas Perikanan
| Kementrian Kelautan,
APAN, APBD Prov | Bappeda, Dinas PPR,
Pengembangan PP Kenyamukan SWP D Blok D.6 dan APRD Kab Dinias PMPTSP dan
i Dinas Perikanan
o Kementrian Kelautan,
APBN, APBD Prov | Bappeda, Dinas PPR,
Penyusunan perencanaan Lona PRI SWPD dan AFBD Kal Dinas PMPTSP dan
Dinas Perikansn
Kementrian PUPR,
Perencanaan pembangunn mecah | . APBN, APRD Prov | BNPB, Bappeda, DLH,
glombang gu . SWPD dan APBD Kab | Dinas PPR,
[Hnas PU
Kementrian PUPE,
Perencanaan  masterplan  drainase  TPI | ..., AFBN, APBD Frov | HBappeda, DLH, Dinas
Kenyamu kan SWP D dan APBLD Kab PPR,
Dinas PU
Penyusunan rancangan den pengelolaan APBD Prov dan Bappeda, DLH, Dinas
IPAL Wawasan yang terintegrasi dalom | SWP D APBD Kab PFR,

dokumen Perencanaan Pengelolann Limbah

Dinas PU




Waktu Pelaksanaan

NG Program Utama Lokani ohadd o PIM PIM Sl D Instansi Pelaksana
* - - ' n‘
Thn-1 Thn Thn Thn Tha -5 m v
2 a 4
1 2 3 4 8 6 T 8 ] 10 il 12 13 14
kawnsan  Pelabuhan  Perikanon  den
sekitarnva,
Pembangunan  kolam  retensi  yang
ditempatkon dengan pengembangan : Bappeda, DLH, Dinas
kawasan scekitar vang memiliki buangoan air | SWPD *"‘Pm: }E:“:Iﬁ cin PPR,
hujan tinggi AFBL hab Dinas PU, BPAD
Pcmbmm?ﬁrﬂn tandon  air At sistem
penyedingn air unuk kawssan pelabuhan . .
dan sekitarnyva melalui jaringan perpipaan | SWE D APHD Prov dan Bappeda, Dinas PL,
IR APBD Kab Dinas PPR, PDAM
Pemvediaan  bangunan hyvdeant dan y Bappeda, DL, Dinas
bangunan pelengkapnya sebagai bentuk | SWP D ig;lr; ]F:ral-;‘ dan PPR,
sistem protekst terhadap Jkebakaran. ’ Dinas PU, BFBD
Kementrian Kelautnn,
Bappeda,
: Disperindang, Dinas

Pembangunan Pasar Than S5WP D Blok D.6 AERN, AFRL Erov Kopetasi dan UKM,

dan APBI Kab

dan Dinas Pertanashan
dan Penataan Buang
dan Dinas Perikanan

Pengembengan dan peningkatan Pasor

SWP D Blok D.2

APBN, APBD Prov

Rappeda,
Disperindang, Dinas
Koperas dan UKM,

Ikan Sangatta Selatan dan AFBD Kab dan Dinas Pertanphan
dan Penptaan Ruang
dan Dinas Perikanan
Bappedn,

APIRD Kab Disperindang, Dinas

Eencana pengembangan pengolaban hasil ' Koperasi dan UKM,

perilianan SWP D Blok D.6 E‘I‘:i:ta::akm dan Dinas Pertanahan

dan Penataan Ruang
dan Dinas Perikanan




Waktu Pelaksanaan

|
NO Program Utama Loknsi iteind PIM PIM Instansi Pelaksana |
Thn - Thn - Thn - PJIM 11 Bumber Dana |
Tha-1 Thn -8 m v
2 3 4
1 2 4 5] 8 9 10 11 12 13 14
Penyusunan  rancangan  dan alokasi
pendanann Ir.egjl atan pengembangan pasar APBD Kab,
ikan sebagni orientasi pemaniantan lahan SWP D 5 DLH, DMnas PPR
| yang tepal dan  proporsional  terhadap Mw““a;k dan Dines Perikanan
kawasan hijau an) o
Perencanaan  pembangunan  bangunan =
pemecal  pelombang  hamas melalui Kementrian PUPR,
peroncanann dan alokesi pendasan yang SWPD APBN, APRD Provy | BNPE, Bappeda, DLH,
tepat  yang  discsusikan  karateristik dan APBI) Kab Dinas PPR,
kawnsan perairan Dinas PU
Perencanasn drainase kawasan di lakukan iRl Haspekithiii. Dina
dengan penyusunan masterplan drainase | Kawasan Perkotasn pi;?ai:a::iﬁ;ag:h:: ]_;:rméhl:l;.a Eﬁ r_l::': "
i H " i
Eﬁ“’ﬂl{ﬂﬂ HEGSTRERRD EREC geatmen. | Saneatin APBD Kab Pihink Swastn
Pt
[ Zonn Pembanghitan Tenaga Listrik (PTL)
~ | PLTU Sangatta di
SWF A Blok a1
PLTD Sangatta di
S5WP C Blok C.2 .
Pengembangan zonn penyangga atan . : Bappeda, Dinas PU,
bufferzone yang dapat difungsikan sebagai | Jard induk ey kate " | Dinas LH dan Pihak
RTH public atau RTH privat Blnkg?] 5/D6 - SWHELA
Gardu Induk
Soewandi di SWP A
[ Blok A.1 S
c. Zona Kawasan Peruntultan Industrl (KPI)
APBD Prov dan v i .
P P ; [Hsperindang, Dinas
_ p:::ﬁ;nmxngu industry pengolahan hesil SWP D Blok D.6 mr{mh. Koperasi dan UKM,
Masyarakat Dinas Perikanan
:igﬁ l;m; Gam Disperindang, Dinas
Pengembangan industry pengolahan agro SWP D Blok D.G i "o Koperasi dan UKM,

Masyarakat

iMnas Pertanian




Waktu Pelaksanaan

o Program Utama Lokasi id sk | s Instansi Pelaksana
Thn- | Tho- | Thn- PIM I i v Bumber Dana
Thmn-1 Thn -5
2 3 4
1 2 4 5 6 9 1n 11 13 13 14
APHD Prov dan
; i o Prerkot APBD Kaly, Disperindang, Dinas
Pengembangan industey loecil menengah 5:::;;2 THOLARR Gaaeea: Koperasi dai. UKM
Masyvarakat
APBL Prov dan
Peningkatan kegintan koperast, usaha kawnsan Perbotsan APBD Kaly, QEﬁptrh:I-:la.ng. Dinas
mikro, kecil dan menengah Sanpatta Swasta, Koperasi dan LIKM
Muasyaralkat
APBRD Prov dan )
; y i Kawasan Perkotasn APBD Kab, Disperindang, Dinas
Pengembangan kegintan industry kreatif Sangatta Sista: Koperasi dan UKM
Masvarakat
APBID Prov dan
Kawnsan Perkotaan APBD Katy, Disperindang, Dinas
e Sangatta Swasta, Koperasi dan UKM
Masyaralat
d. Zona Parlwisatn (W)
Bappeda, Dinas
; '. APBID Kab, Pariwista, Dinas PUCK,
Pembangunan waterfront city | SWP A Blok A3 Saia Dinas Pertanahan dan
: Penatann Buang
Happeda, Dinas |
g " APBI kals, Pariwista, Dimas PLUCK,
Pengembangan wisata pantal kenyamukan SWP [ Blok D.G o Dinas Pertanahan dan
| Penataan Ruang
Bappeda, Dinas
Pariwistn, Dinas PUCK,
caw g APBRD Kab, : !
Pengembangan wisata kota g::;::ﬁ Persolan Soraiti Dinas Pertannhan dan

Penataan Ruang, Dinas
Kaperast UKM,




Lokasi

Pengembangan wisatn belanja dan kuliner

Kmwasan Perlol nan I =

Sangaita

Pengembangan wisatn olah raga

Kawasan Perkolnan _.' i

Sangaita

Pengembangen agrowisata

‘Sangatta AL

Pengembangan wisatn madern

Kawasan Perkotaan |

Pengembangan wisata edukast

Sangatia '

Pengembangan akomodasi wisata

Kawasan Perkotaan

Barlpﬂd-n. Dinm

Pengembangan rute dan paket wisata

Sangatta

Bappeda, Dinas

Pariwisata, Dinas

Pertanahan dan

Penatann Ruang den
PU, Di

Bappeda, Dinas
Pmmum, Dinas

Penataan Ruang dan
Dinas PU




Program Utama Lokasi PaM Instansi Pelaksana
" e Tmes T paMm | Sumber Dana
2 a 4
2 4 5 6 3 8 9 10 11 13 14
Zonn Perumahan (R)
Kementrian PUPR
B‘_mﬂdﬁl
mapurumﬂ:ﬁnbnm sesnd kebutuban Dhmar-Pm:tmuhmdm
dan pesumahan berimbang Penataan Ruang dan
DIFMETSE
1. Sub zona perumuhan kepadatan tinggi | SoWTul Kawasan ! gmwmwldm
' Perkotaan Sangatta | dan Dinas Pertanahan
« BWP A Blok A3
+ SWF B Blok B2
» SWPC Blok C.2, Rapelitt
, : C.3, Blok C.4, Bappeda,
Pengembangan perumahan kepadatan | Blok C.5, Blok [imas PU, Disperkim,
tingel C.6, Blok C.7, don Dinas Pertanahan
glgn‘:n Blok dan Penataan Ruang
+ SWPD Blok D.2
D3
SWHA Blok A1,
Blok A2, Blok A3,
At mu peds
1 ! .
2, Sub gzena perumahan kepadatan Blok B.2, am:ia E&lﬂmnhﬂﬁﬂﬂ;&
Wiy SWPCBlokC1, [ mmm”"mmmm
Blok C.2, Blok C.3, | !
Blok C.5, Blek ©.7, |
Blok C.8, Blok C.9. =
ok C.8, Blok T
Pengembangan zona perumahan swadaya SRS TN :l}:;“ Dm;FU, mPﬂ‘lﬁﬂﬂhﬂﬂm.




Waktu Pelaksanaan

O Program Utama Lolkasi e o wom | owom | . | Instensi Pelaksna
PIM umber
Thn.y | VHR- | Thn- | Thu- | gpp g 1 w
2 2] 4
1 2 4 E T a 9 10 11 12 13 14

. . Bappeda,

Peningkatan RTH privat dengan penarsaina APBD Kab Dinas PU: Disheriim

pohon pada pekarangan mumal sebagai | Selurub Kawasan P e nim; I-‘rrlianulmn

fungsi resapan air dan peningkatun status | Perkotaan Sangatta Mnﬁ"ﬂrlakﬂ'r dan Penataan Ruang

jasa ckosistem setempat, Y DLH : )
. anpéﬂa.

Penyediann  bangunan  hydrant  dan ; S !

/ HEINR [y PU, Dy ki,
bangunan pelengkapnya sebagai beniuk | Seluruh Kawasan g:,mzﬁ ab, ﬂ;:ﬂ:m“u P:.‘:E::;H;:;n
sistem proteksi terhadap kebaloaran. Perkotaan Sanggita Masy A it ki PEﬂ.HmHI.'L Ruang

e ) DLH, BPBD
perencanann  pengembangan  perumahan
dan permukiman datam dokumen RPIKP
dan RPZKPKPK schagnl orientasi APBN. APBD Rappédia

pengembangan  perumahan dan kawasan
permukiman dan alokasi pendanaan dalam
bentuk  pemenuhan  indikator  lerja
Pemeerintnh Dacrah dan alokasi dana dari
BAK dan CSR

Seluruh Kawasan
Perkotaan Sangatia

Prov, APRD Kab,
Swasta

[Yinas Perkim, Dinas
Pertanaban dan
Penatann Ruang, DLH

Pelibotan. maosvarakal dalam  kelompolk
somipl  (komunitas  masvarakal)  delam
progrom  kegiatan  sanitnsl  Hngkungan

Seluruh Kawasan

APBD Prov, AFBD

Bappedn,
Dinas Perkim, Dinas

schagal bentuk mengusulkan kegiatan dan 4 Kab, Swasta Pertanahan dan
program  agar  dapal  dinkomodic  olch Packotann Sangatia Penataan Ruang, DLH,
Pemenntah Kabupaten Katm Timur melalui Dinas Sosial
alokasi dana APBD dan CS5R o

APBN, AFBD Bappeda,

Perbaikan kualitas perumahan Kawasan
kumiih (resovasi dan rehabilitas)

SWP C Blok C.2
SWP D Blok .2

Prov, AFBD Kah,
Swanta

Dinas Perkim, Dinas
Pertanahan dan
Penataan Buang, DLH

Perbaboan Rumah Tidak Layak Hund
(RTLH]}

Seluruh Kawasan
Perkotnan Sangatta

APBN, APBD
Prov, APBD Kok,
Swasin

Bappeda,

[Mnas Perkim, Dinas
Pertanahan dag
Penataan Ruang, DLH




Wakitu Pelaksanasn

N Program Utama Lokasi it bl Rt PIM PIM e Instansl Pelaksana
- - b Bumber Dann
Thny | TR | TRR- | TG Loy m w
2 a L)
1 2 4 5 i 4 8 9 10 11 12 13 14
| Bappeda,
APBD Prov, AFBD ¥ . g
| Seliruh Kawasan ’ Dinas Perkim, Dinas
| PSRRI WD U R Perkotann Sangatta Kab, Swamh Pertarinhan dan
Penataan Ruang, DLH
f. Zonn Sarnna Pelayanan Umum (SPU)
o SWPADIOKAL '
blok A2, blok Bappeda,
A3 blok A4, APBD Dinas PU, Dinas
Pengembangan sarana pelavanan umum gﬁ'ﬁt?ﬁk B Kab, dan ﬁ?mmuaagni dan
skala kota [Pendidilan, Peribadaton, W ity APBD I Hd.i:ll_kanl'gﬂ, D
Kesehatan, Olah Raga, Sosial Budaya) SWF C blok C.1, Prov, ,fm. i inas
blok C.2, blok Somal, Dinas
C.5, blok C.7, Kebudayvaan, dan
blok C.49 dan [Minas Keschatan,
) +  SWP D blok .4, |
« SWPCblok C.3, Bappeda,
blak 4, hlok APBD Dinas PU, Dinas
Pengembangan sarana pelayanan uwmum EEJ:PLE;:RC 7 Kaly, dan g.;.‘:;-rmurln?}? e
skaln kecamatan [Pendidikan, Peribadatan, o Tk APBD . ndit':ﬁ:‘;ﬂ- e
Kesehatan, Olah Ragr, Sosial Budaya) £ 6 gy o Prov, Sosial, Dim;.u
* SWPD blok D.2 Kebudayann, dan
dan blok 036 Dinas Kesehatan
+ SWPA hlok A3,
blole A, Bappeda,
&  SWPC blok C.2, APBD Dinas PU, Dinasg
Pengembangan sarana pelayanan unmim g]":lk .IE:I'?;; EIE:" Rahb, dan B;‘Ehm“daa? dan
skala keluraban (Pendidikan, Peribadatan, bl APHD < ouc 5 ol
kesehatan, Olah Ragn, Sosinl Budaya) €.7. blok C.8, Prov, Sosial Dinas
blok C.9, Kebudnyaan, dan
+ BWPD hlok D.2 Dinas Kesehatan
__dan blok D3
B Zona Perdagangan Jasa (K)
Pengembangan perdagangan jasa skala . E}:{::?"’ﬁgﬁr E:Ei:lan Bappeda, DPMPTSP,
kota (K-1) AS ok hFHb | Dinas Perindustrian




Pengembangan Instalasi Pengolahan Air
Minum

SWP B Blok B.1;
SWP C Blok C.8.

Pengembangan Pergusdangan

SWP C Blok C.1

dan ok C.7;
SWF 3 Blok D.1

i PIMI [ : s
| I 8 PIM 1L : . Sumber Dana
ey | TS| TR | TN g mo| oW
2 L1 B 7 8 9 10 11 12 i3 14
« SWPB KB | T, e - dan Perda
blok B.3, . Dinas Koperasi UKM
+ SWPChlekC2, |
blolk C.3, blok
C.4, blok C.5,
blak C.6, blok
©.7, blok C.8
+ SWPDblokD.2 |
« SWPBDbIokB.1, |
blok 3.3, fa
« SWPChlokC.l, | | APBD Digé ;
; B 4 appeda, DPMPTSP,
Pengembangan perdagangan jasa skala RO e R Kok dan Dinas Perindustrian
SWHK-3) ﬁ 0. dan M Prov. Sivats dan Perdagangan,
€9 dan | i Lea, Siania, Dinas Koperasi UKM
« SWPDblok 02, | Masyarakat
blok I .3, dan
Zonn Perkantoran
L]
. 4
- - |, | e
Pengem pona perkanioran Prov, . EREFL LM L,
: Swasta Bappedn, Dinas PPR
L]
Zona Peruntukan Lainnya

Prov, APBD Kab,

| Swasta Dinas PPR, PDAM
| Dinns Perindustrian
Dinas PPR, DLH,




Program Utama Lokasi e L pom | pom | oo | Instansi Pelaksana
Thn- | Thn- | Thn - PME | v umbe
el Ty a & |TonB
2 4 B 6 T 8 9 10 11 12 13 14
Zona transportasi
— Kementrian ESDM,
Kementrian
Pemanfaatan Terminal Khusus Batubars SWP A Blok A.1 APBN, Swasta Perhubungan, Dinas
(Pelabuban Tanjung Bars) 3 : Py Perhubungan, Dinas
PPR
Pengembangan Terminal Fenumpang Tipe 7 i - 1 APBD Prov, APBR | [Ninas Perhubungan,
B SWP.CBlok C.1 : 3 ; Kab Dinas P, Dinas PPR
Pengembangan Terminal Penumpang Tipe : 3] Dinas Perhubungan,
c SWP D Blok D.6 . | APBD Kah Dinas PU, Dinas PPR
. Kementrian
APBN, APBD Perhubungan,
Prov, dan Bappeda, Dinas PLY,
Pembangunan Pelabuhan Pengumpul SWP D Blok D.G APRD Dishub, dan Dinas
Kab Kelauian dan
Perikcanan
Bappeda, Minas
| APBN, AFBD Pertanahan dan
| | Fenataan Ruang, Dinas
e SWP 1) Blok D6 | APBD PU, Dishub, fan Dinss
Kab Kelmutan dan
Perilanan
APBD
. [ LH, In PL,
Penysuunan masterplan drainase SWP D Blok D.6 kggﬂlﬂn d ;?-ﬁ:npped.;nm
Prov
APBID
Dinas LH, Dinas PU,
Program kegiatan sanitasi lingkungan SWP D Blok D.6 :;tﬂl'[;iﬂn dniﬂﬂﬂappcd;na
Prov
E AFBD [Mnas LH, Dinas P,
Penyusunan rancangan [PAL Zona Kab, dan Bappeda dan Dinas
Felabuhan dan sekitarnya SWF D Blok D.6 APBD Kelautan dan
| Prov Perikanmn
ol Buppeda,
‘;;"EDM Dinas LH, Dinas PU,
Pembangunan kolan retens SWP D Blok D.6 : : M'—'E:D ESﬂﬁ.hﬂﬂ}Pﬂdﬂ;Hﬂ
: Dinas Kelautan dan
i Perikanan _




Waktu Pelalksanaan

PIM I
NO Program Utama Lokosi BIM PIM Instansi Pelaksnna
PJM 1T Bumber Dann
Thn.y | Tho- | Tho. | Tha- | g, 8 iy v
2 3 4
1 2 L] 3 T 8 9 10 11 12 13 14
Bappeda,
APBD :
M,
Pembaungunan Tandon air atau sistem SWP D Blok D.6 Kah, dan E‘:;ﬁfhﬁztm
penyedinan air untuk zona pelabuhan ;;:EID oloaitun dan
Perikanan

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN




LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG

HAWABAN PERKOTAAN SANGATTA

TABEL KETENTUAN SARANA PRASARANA MINIMUM

No Zona ‘Bub Zona Kode Prasarana Minimal Sarana Minimal
ZONA LINDUNG
1 | Zona Badan Air Badan Air BA
2 Zona Perlindungan Perlindungan pS
Setempat Setempat o
Rimba Kota RTH-1
Jaringan Jalan; Tempat parkir umum,;
Prasarana parkir; Tempat bermain;
Aksesibilitas ur}tuk difabel; Pos keamanan;
kegiatan  yang  diperkenankan  harus
menyediakan aksesibilitas untuk difabel
berupa pintu  masuk/keluar, koridor, ' ‘
tangea, ramp, kamar mandi, area parklr Toilet umum;
Taman Kota RTH-2 vang disertai dengan pemberian tanda
atau rambu,
Jalar pedestrian; Hydran wmum;
digediakan dengan lkonstruksi vang bisa Mushola/tempat ibedah:;
meresap air, pa ;
3 ﬁ:{pn Ruang Terbuka Dimensi  pedestrian  lebar minimal 20
Juu meter vang memungkinkan untulk dapat | Tempat pembuangan sampali;
diakses pengguna kursi roda.
‘][;:g;?gamn RTH-3 Jalur sepeda; Tempat duduk pengunjung,
Tatnan | RTH-4 diperkcnank,_a.n berupa jalan setapak dan
Kelurahan | di areal parkir.,
i Jaringan Jalan, Tempat parkir umum
:r :;[Lcrilzintr:i?:l berupa jalan setapak dan Mushola/tempat ibadab;
Pemakaman ‘ RTH-7 P
| Jarmgan Telekomunikasi ;| kelenghkapan ¥ -
| telekomunileasi [wifij; Fallet umuzm;
Jalur Hijau | RTH-8




No Zona Bub Zona Kode Prasarana Minimal Sarana Minimal
Zona Ekosistem Ekosistem
4 | Mangrove Mangrove EM
ZONA BUDIDAYA
5 Zona Perkebunan Perkebunan KR
Raulivat Rukyat
Perikanan
& | Zona Perikanan Budidaya 1K-2
Pertambangan BR
7 | Zona Pertambangan Batubara
Zona Pembangkit Pembangkit o
8 | Tenaga Listik Tenaga Listik PTL
Jaringan Jalan Tempat parkir umum;
Harus disediakan jaringan jalan untuk
pergerakan manusia dan kendaraan, dan e e s
berfungsi sebagai akses untuk EP !
penyelameatan dalam keadaan darorai,
Jalan utama Kantor Pengelols;
Jalan lingkungan Pos keamanan;
Jalur pedestrian/pejalan kaki Sistem pemadam kebakaran;
Tersedin jalur pedesterian/pejalan kaki
untuk menghindari  konflik pengpuna | Mushola ftempat ibadah;
jalan. | -
| Rdwikasn Jaringan air bersih: RTH.
a9 Zona Kawasan ! Peruntulan KPl Jaringan air  bersih dilayani  dengan
Peruntukan Industri Industri kapasitas air bersih  sesuai  dengan

kebutuhan yang mendukung kegiatan
pada zona tersebut.

Jaringan Listrik

Jaringan listrik  setiap kegiatan zona
Perkantoran dilayani dengan kapasitas
listrik sesuai denpan kebutuhan yang
mendukung kegiatan pada zona tersebut,

Jaringan Persampahan

Alatl penganglkut

Tempat pengumpulan sampah

Jaringan Drainase:




No Zona Bub Zonn Kode Prasarana Minimal Sarana Minimal
Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai
ketentuan dan persyaratan teknis yang
diatur dalam perataran/ perundangan
vang telah berlaku, terutama mengenai
tata cara perencanaan umum  jaringan
drainase,
Jaringan Telekomunikasi
Dilayani oleh jaringan telekomunikasi
internet berupa wifi, |
daringan Air Limbah
Dilayani oleh jaringan air limbah dan
- Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
10 | Zona Pariwisata Pariwisata W _
Jaringan Jalan Fasilitas Peribadatan:
Lingkungan perumahan harus disediakan
jaringan jalan untuk pergerakan manusia | Disediakan dengan jumlah, [luasan, dan
dan kendaraan, dan berfungsi sebagai | persebaran sesuni standar minimum dalam
akses  untuk  penyelamatan  dalam | peraturan yvang berlaku,
keadaan darurat, '
Jalan ntama Fasilitas Perdagangan:
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan
T m— persebaran sesuai standar minimum dalam
peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas
Perumahan linglkungan.
il Zona Perumahan Képadatan Tingi R-2 giunga

Salah satu pedoman tekmis jaringan jalan
dimtur dalam Pedoman Teknis Prasarana

Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Prdliten Peadiasuan:

Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998,
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan
persebaran  sesunai dalam peraturan yang

Jalur pedestrian / pejalan kaki

berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra
sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.




Bub in:nl

Prasarana Minimal

Sarana Minimal

Tersedin jalur pedesterian/pejalan kaki
untuk menghindari  konflik  pengguna
jalan,

Fasilitas Kesehatan:

Jaringan air bersih:

Disedigkan denpgan  jumlah, luasan, dan
perasebaran sestial  dalam  peraturan  yang
berlaku khusus untuk fasilitas lingkungan.

Terzedia sumber air, baik air tanah
maupun air yvang  diolah oleh
penyelenggara dengan jumlah yang cukup.
Untuk air PDAM suplai air antara 60
literforg/ hari - 100 liter/org/ hari; Permen
41  JfPRT/M /2007 tentang Pedoman
Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan
Budidayva

Fasilitas Oahrags

Jaringan Listrik

Disediakan dengan jumlah, Iluasan, dan
persebaran  sesuai dalam peraturan  yang
berlakyu khusus untuk fasilitas lingkungan.

Daya listrilk minimum adalah 900 Kwh

RTH:

Jaringan Persampahan

Untulk kawasan perumahan dengan luasan
tertentu RTH Publik minimal 10% atau akan
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Alatl penganpkut

Fasilitas evakuasi bencana ;

Tempat pengumpulan sampah

Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur
evalkuasi, rambu,

Catatan:

Tempat sampah pada lingkup RW berupa
bak sampah kecil, merupakan tempat
pembuangan sementara sampah-sampah
dari rumah yang dianghut gerobak
sampah, dengan ketentuan  secbapai
berikut;

kapasitas bak sampah kecil minimal & m®




Bub Zona

Kode

kapasitas gerobak sampah 2 m?

sampah diangkut 3 x 1 minggu (dar
rumal ke bak sampah RW)

Jaringan Drainase:

Lingkungan perumahan harus dilenghkapi
jaringan drainase sesuai ketentuan dan
persyaratan teknis yvang diatur dalam
peraturan/ perundangan vang telah
berlaku, terutama mengenai tata cara
perencanaan umum jaringan drainase
linglungan perumahan di perkotaan,

" Perumahan
Kepadatan
Sedanp

R-3

Jaringan Telekomunikasi

12

Zona Sarana
Pelayanan Umum

SPU skala kota

SPU-1

JurinEan Jalan

pergerakan manusia dan kendaraan, dan
berfungsi sehagal akses untuk
penyelamatan dalam keadaan darurat,

Harus cisediakan jaringan jalan untuk |

Jalan utama

Jalan lingkungan

Jahir pedestrian /pejalan kaki

Tersedin jalur pedesterian/pejalan kaki
untuk menghindari  konflik  pengguna
Jalan,

Jaringan air bersih:

Tersedia sumber air, baik air tanah
IMAUPN air  vang  diolah oleh
penyelenggara dengan jumlah yang cukup,
Uniuk air PDAM suplai air antara 60
liter forgfhari - 100 liter forg/ hari; Permen
41  [PRT/M/2007 tentang Pedoman
Kreteria Teknis Pemanfaatan  Kawasan
Budidaya

Jaringan Listrik




No

Sub Zona

Hode

Prasarang Minimal

Sarana Minimal

Jaringan  listrilkk setiap kegiatan  zona
Perkantoran dilayani dengan  kapasitas
listrik sesuai dengan kebutuhan yang
mendukung kegiatan pada zona tersebut.

J&ringnn Persampahian

Alal penganglut

Tempat pengumpulan sampah

Jm—inﬁan Dirainase;

SPU skala
kecamatan

SPU-2

Hars dilengkapi jaringan drainase sesuai
ketentuan dan  persyaratan teknis yang
diatur dalam peraturan; perundangan
vang telah berlaku, terutama mengenal
tata cara pPerencangan umum  jaringan
drainase.

SPU Kelurahan

sPU-3

Jaringan Telekomunikasi

13

Zona Perdagangan
dan Jaga

Perdagangan dan
Jasa Skala Kota

Jaringan Jalan

Tempat parkir umum, sudah
ketuhan luas tanah;

termasuk

Harus disediakan jaringan jalan untuk
pergerakan manusia dan kendaraan, dan
berfungsi sebapai akses untule
penvelamatan dalam keadaan darurat,

Pos keamanan;

Jalan utama

Siastem pemadam kebakaran;

Jalan lingkungan

Mushola/tempat ibadah;

Jalur pedestrian/ pejalan kaki

RTH.

Tersedia jalur pedesterian/pejalan  haki
untuk menghindari kenflik pengguna
jalan,

Pengolahan limbah terpadu,

Jaringan air bersih

Ketentuan lainya yang terl:u.nium dalam
Undang-undang Ne. 28 Tahun 2002 Tentang

Bangunan Gedung,




No

Bub Zoma

Kode

Prasarana Minimal

Tersedia sumber air, baik air wanah
maupun  air  yang diolah  oleh
penyelenggara dengan jumlah yang cukup.
Untuk air PDAM suplai air antara 60
liter forg/hari - 100 liter forg/ hari; Permen
41  [PRT/M/2007  tentang Pedoman
Kreterin Teknis Pemanfaatan Kawasan
Budidaya

Jaringan Listrik

Daya listrik minimum adalah 900 Kwh

Jaringan Persampahan

Alat pengangkut

Tempat pengumpulan sampah

Jaringan Drainase;

Harus dilengkap jaringan drainase sesuai
ketentuan dan persvaratan teknis yang
diatur dalam peraturan; perundangan
vang telah berlaku, terutama mengenai
fata Card perencanaan umum jaringan
drainase,

Perdagangan dan
Jasa Skala SWP

K-3

Dilayani  oleh  jaringan  telekomunikasi
internet berupa wifi,

14

Zona Perkantoran

Perkantoran

KT

Jaringan Jalan

Harus disediakan jaringan jalan untuk
pergerakan manusia dan kendaraan, dan
berfungsi sebagni akses untuk
penyelamatan dalam keadaan darurat.

| Tempat parkir umum;

Lapangan upacars;

Jalan utama

Fasilitas kesehatan;

| Jalan linglkungan

Pos keamanan;

Jalur pedestrian /pejalan kaki

Sistem pemadam kebakaran;

Tersedia jalur pedesterian/pejalan kaki
untuk menghindari  konflik  pengguna
jalan,

Mushola/ tempat ibadah;

Jaringan air bersih:

RTH.




No

Sub Zona

Prasarana Minimal

Tersedia sumber air, baik air tanah
maupun air  yang  diolah oleh
penyelenggara dengan jumlah yang cukup,
Untuk air PDAM suplai air antara 60
liter forg/ hari - 100 liter/org/ hari; Permen
41 fPRT/M/2007 tentang  Pedoman
Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan
Budidaya

Pengolahan imbah terpadu.

Jaringan Listrik

Ketentuan lainya yang tercantum dalam
Undanpg-undang No. 28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung,

Jaringan listrik setinp hkepintan zona
Perkantoran dilayani dengan kapasitas
listrike sesuai dengan kebutuhan yvang
mendukung kegiatan pada zona tersebut,

Juringan Persaumpahan

Alat pengangkut

Tempal pengumpulan sampah

Jaringan Drainase:

Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai
ketentuan dan persyaratan teknis yang
diatur dalam peraturan; perundangan
yang telah berlaku, terutama mengenai
tata CAra pPerencanaan umum jaringan
drainase.

i Jaringan Telekomunikasi

Dilayani  oleh jaringan  telckomunikasi
internet berupa wili.

Jaringan Jalan

Tempat parkir urmum;

Harus disediakan jaringan jalan untuk
pergerakan manusia dan kendaraan, dan
berfungsi sebagai akses untuk
penyelamatan dalam keadaan darurat,

Pos jaga;

Jalan utama

Sistem pemadam kebakaran;

Jalan lingkungan

| Mushola /tempat ibadah;

Jaringan air bersih:

| RTH.




Ho

Sub Zona Kode Prasarana Minimal Sarana Minimal
Jaringan  air  bersih  dilavani  dengan
kapasitas air hersih sesual  dengan
kebutuhan yang mendukung kegiatan
pada zona tersebut,
Juringan Listrik
Jaringan  listrik  setiap  kepiatan  zona
Perkantoran dilavani dengan  kapasitas
listrik sesuai dengan kebutuhan yvang
mendukung kegiatan pada #ona tersebut,
Jaringan Persampahan o
Alat pengangiut
= Tempat pengumpulan sampah
Jaringan Jalan Tempat parkir umum;
Harus disediakan jaringan jalan untuk
pergerakan manusia dan kendaraan, dan :
berfungsi sehagai alses untuk | Fantor Pesgsiola;
penyelamatan dalam keadsan darurat,
Jalan utama Pos jaga/keamanan;
Jalan lingkungan Toilet umum; —]
Jalur pedestrian / pejalan kaki Kantin/restoran fiumah makan;
Tersedin jalur pedesterian/pejalan  kalkd
untuk menghindari  konflik  pengguna | Sistem pemadam kebakaran;
Pergudangan PL-6 Jalan. e

Jaringan air bersih:

Mushols /tempat ibadah;

Jaringan  air  bersih  dilayani  dengan
kapasitas  air  bersih  sesuai  denpgan
kebutuhan yang mendukung kegiatan
pada zona tersebul,

RTH.

i _Jaringan Listrik

Jaringan listrik setiap kegiatan zona
Perkantoran dilavani dengan kapasitas
listrik sesuai dengan kebutuhan yang
mendukung kegiatan pada zona tersebut,

Jaringan Persampahan

Alat penganghkui




Bub Zona

Prasarana Minimal

Sarana Minimal

Tempat pengumpulan sampah

Jaringan Drainase:

Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai
ketentuan dan persyaratan teknis yang
diatur dalam peraturan/ perundangan
yang telah berlaku, terutama mengenai
tata cara perencanaan umum jaringan
drainase.

.Jn.rin;an Telekomunikasi

Dilayeni oleh  jaringan  telekomuniloasi
internet berupa wifi.

Jaringan Air Limbah

Dilayani oleh jaringan air limbah dan
Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

16

Zona Transportasi
(TR)

Transportasi

TR

17

Zona Pertahanan dan

Keamanan (HK)

Pertahanan dan
Keamanan

HK

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH
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